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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Betakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan 

mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta 

arus tinansiaJ yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya 

berdampak positif bsgi negarn atau masyarakat. Disadari a.tau tidak 

perkembangan iimu pengetahuan dan teknoiogi juga mernpunyai 

hubungan yang selaras dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan­

kejahatan berdimensi baru te!ah muncul dengan modus operandi yang 

baru yang melintasi batas yuridiksi suatu negara. 

Seiring dengan laju perkembangan pembangunan di Indonesia, 

berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan di tengah-tengah masyarukat.1 

Kejahatan merupakan bagian dalam kehidupan masyarakat. dimana ada 

masyarakat maka disitulah hadir kejahetan. Kejaha>.an meruplll<an gejala 

sosial yang senantiasa dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia ini. 

Kejahatan sangat meresahkan dan mengganggu kehidupan masyarakat 

sehingga menjadi suatu permasalahan tersendiri dalarn masyarakat. Pada 

dasarnya masyarakat menginginkan kehidupan yang tetatur dan hannonis 

agar tidak teljadi ketegangah-ketegangan yang mengancam kehidupan 

sosial (k:emasyarakatan) sehingga kejahatan menjadi masa1ah sosial 

send!ri. 

Eksistensi kejahatan sudah ada semenjak masyarak.at itu ada, oleh 

sebab itu kejahatan dikatakan o!eh Benedict S Alper sebagaimana dikutip 

oleh Ban:!a Nawawi Ariel; kejahatan adalah sebagai "The oldesl social 

problem.... Dewasa lni perkembangan kejahatan semakin meningk:at, 

dibandingkan pada masa-masa yang lalu, demildan juga dengan bentuk 

dan penyelesaiannya2
. Muladi mengatakan bahwa n globalisasi yang kini 

tengah melanda masyarakat dunia, tennasuk Indon~ tentunya akan 

1 Sudarto.HuA:um dan Hukum Pidana. =.. 2, (Alumni: Be.ruhmg, 198l).IW. 102, 
2 Barda Nawawi Arief, Kebija!Jm LegislaJij Dalam Penonggu}ungan Kcjoha1(01 Dengan 

Pidona Penjara, (CV. A!ffin!a: Semanmg, 1994)., Hal. tL 
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2 

berpcngaruh pula bentuk-bentuk kejahatan dan usaha~usaha 

penanggulangannya di masyarakat .,J Semakin majunya era globaiisasi 

dan lnformasi sekarang ini, kemajuan tersebut tidak selalu membawa 

dampak positlp bagi negara maupun masyarakat Kemajuan justru dapat 

mcmbawa sarana yang "subur" bagi berkembangnya kejahatan, 

khususnya kejahatan kerah putih (while collar crime) dan kejahatan akan 

selalu mcngiringi perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal itu 

seiring dengan a.pa yang telah dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro: 

DiHhat dari segi pandang kriminoiog~ meoingkatnya kejahatan harta 
benda pada umumnya (property crimes in general) dalam masa seperti 
ini, tidakl.ah perlu mengejutkan. Pengal.aman beberapa negara 
menunjukkan, bahwa dimana dalam masyarakat terjadi "perubaban 
dalam kegiatan ekonoml masyarakar' (baik menurun. maupun 
meningkat), disana akan rerlihatlonjakan kenaikan kejabetan ter!tadap 
berta benrl.a (pencurian, perampokan, penipuan, penggelapan, dll). 
Yang memang mengejutkan adalah bahwa macam kejahatan terhadap 
harta benda yang terjadi akhir-akhlr ini meUputi jumlah..jumlah uang 
yang mencapai milyamn rupiah dim telah terjadi pula peningkatan 
terhadap kejahatan dengan objek bidang perbankan.4 

Pel.aku kejahatan selalu berusaha menyel.amalkan uang basil 

kejahatannya meialui berbagai cara, salah satunya dengan cara pencucian 

uang (money laundering). Kegiatan pencucian uang sudah menjadi begian 

yang integral dari kehidupan dunia kejahatan. Hal yang Sllngat serlng 

dirasakan akan tetapi snkar unruk dibuktikan, r1.an dikeeal dengan nama 

money laundering, yang merupakan bentuk k~ahatan yang seringkali 

inherent dengan kejahatan kerah putih atau white co/Jar crime, 1 

3 Muladi, Kapira Selekla Sistem Peradifan Pidana, CeL II ,(Baden Penerbit Universitas 
Diponegoro: Semllmng, 2004), Hal ix (Pendahuluart) 

4 Mard.jono R-elcsodlputro, Kemajuan Pembangunan Elw11omi dt.Jn Kt;jahaJan, Kwnpulan 
Kanmgsn Buku Kesatu. (Pus!ll Pela:;,anan Keadil.an dan Pengabdian Hulrum UI: Jakarta, 1994),. 
HaL 53. 

s Harkristuti Harkrisnown, "'Krlminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering}."' 
Makatah disampaikan ~ Video Conference Nssional mengenal UndangwUndang Anti 
Peneucian Uang. Kenali ,Nasabah Anda dan Pclaporan TranW:.si K.euangan yang diselenggamkan 
PPATK, BI, Ul, UGM, USU. UNDIP. UNAIR dan EUPS, (Jakarta.,trmggsl 29 Mel- Oktcber 
2004). Harkristuti Harkrisoowo mengemukaka.n bahwa "'money krundering dl.k.atakm sebagai 
salsh satu bentuk kejchatan kerah putib atau wlrite c()/lar crime."' yang memiiikl brakteristik 
seb:agaimana dikutip dati Hazel Croan, yaitu nntam lain: 

1. Tidak kasat mala (lmr visJbllify) 
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Menurut Sutan Remy Sjahdeini, definisi Pencucian Uang adalah 

rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh 

seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaltu uang yang berasal 

dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan asal - usul uang tersehut dari pemerintah atau otoritas yang 

berwenang me!akukan penindakan terhadap tindak pidana. dengan cara 

antara Jain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem 

keuangan (financial system) sehingga uang tersebut kemudfan dapat 

dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halat6 

Aktivitas pencucian uang merupakan suatu tindakan atau perbuatan 

mem indahkan, menggunakan a tau meJakukan perbuatan iainnya atas basil 

dari satu tindak pidana. Aktivitas ini kerap diJakukan oleh organization 

crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi. perdagangan 

narkotika dan tindak pidana lainnya. Tujoannya adalah untuk 

menyembunyikan atau mengaburkan asaJ-usul uang yang bemsal dari 

hasil tindak pidana tersebut. tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasai 

dari lo:giatan yang ilegat7 

Para pelaku pencuctan uang melakukan aksinya dengan maksud 

untuk memindahkan atau menjaubkan para pelaku tersebut dari kejabatan 

yang menghasilkan proceeds of cn·me. Maksud lainnya adalah untuk 

mcnikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya 

serta tnelakukan re-investasi basil kejahatan untuk aksi kejahatan 

selanjutnya ke dalam bisnis yang sah. 

Melalui tindakan yang melanggar hukum ini, harta kekayaan yang 

didapat dari basil kejaharan diubah rnenjadi dana yang seolah-olab berasal 

2. $angal k!omplek (cwnp/exity) 
3. Ketidakjelasan pertanggungjawnban pi dana (di.ffusion ojrespcmibility) 
4. Ketidakjelasan korban (<flj]Usion of victims) 
5, Atursn hukum yang samar atnu tidakjelas(ambi[plOUf criminal law) 
6. Sulit dideteksi dan dituntut (weak detection aruit111d prosecution) 

Apabi!a melihat karak,teristik tef'Sebut. memtmg dspat diidentifikasikan bahwa m<mey 
laundering mcmenuhi karakteristi.k: yang disebutkl!.n diatas. 

6 Su!M Rerny Sjahdeini, Seluk Beluk nndak Pidmia Pencucian Um~g lkm Pembiayaan 
Terori.sme. CeL II. (Jakarta : Pustaka Utama Grafrti. 2007}. Hal.S. 

1 www,ppalk,go.id{gmtentphp.htmll diakses psda langgaj23 November 2008. 
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dari sumber yang saJ1 atau legal. Modus tindak pidana scperti ini dari 

waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan reknologi dan 

rckayasa keuangan yang cukop rumit. lslilah money laundering telah 

dikenat sejak tahun 1930 di Amerika Serikat Pada saal itu tindak pidana 

ini dilak.ukan oleh organisasi tindak pidana "'mafia" melalui pcmbelian 

perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang kemudian 

digunakan oleh organisasi terscbut sebagai tempat "pencucian uang" yang 

dihasi!kan dari bisnis illegal seperti perjudian, pelacuran, dan 

perdagangan minuman keras.8 Financial Action Task Force (FATF). yaitu 

sebuah organlsasi yang bertujuan membebaskan bank dari praktik 

pencucian uang (money laundering) memperldrnkan jumlah uang yang 

diputihkan setiap tahun diseluruh dunia melalui transaksi blsnis haram 

lU!lkotik berkisar antara US$ 300 milyar dan US$ 500 milyar. • 

Pencucian uang merniliki dampak yang luar biasa meskipun 

secam langsung tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertcntu, 

karena pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian atau 

pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbutkan k:erugian bagi 

korbannya. w 

John McDowel dan Gary Novis sebagaimana dikutip olen Sutan 

Remy Sjahdeini telah mengemukukan beberapa dampah dari pencucian 

uan~ yaitu :11 

1. Merong,rong sektor swasta yang salt, !<arena para palaku 
pencucian uang sering rnenggunakan perusahaan-perusahaan 
untuk mencampur nang haram dengan uang yang sah. 

2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan, yaitu lembaga­
lembaga keuangan yang rnengandalkan kegiatannya pada uang 
hasil kejahallm dapat menghadapi bahaya likuidasi !<arena dana 
tersebut sew.aktu-waktu dapat menghilang atau dipindahkan. 

3. mengakibatkun hilangnya kendali pemerintah terhadap 
kebijakan ekonominya. 

1 Yunus Husein., "Upaya Penanggulangan Tmdak Pidana Peucucian Uang (money 
Laundering}", Makalah disampaikan dala.m Seminar Nasional Mengenai Tindak Pidana f>encuciatt 
Uang. diselenggaralo:m oleh Unlvoo;itas Sumatera Ullml, (Mcdm,tanggal30 Oktnbet 2002), Hall-
2. 

9 Sulan Remy Sjahdclni. Op.C;t, Hal 10-11. 
rn Ibid, Hal 15. 
11 Ibid, Bal 18-23. 
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4. timbulnya dislorsl dan ketidak slabilan ekonomi karena para 
peiaku tldak tertarik untuk memperoleh keuntungan tetapi 
hanya untuk rnelindungi hasil kejahatannya. 

5. mcngurangi pcndapatan ncgara dari sumber pembayaran plUak. 
karena obyek pajaknya tidak dapat diketahui kemana iarinya, 

6. membahayakan upaya~upaya privatisasi perusahaanRperusahaan 
negara yang dilakuk:an oleh pemerintah, karena dengan basil 
kejahatarmya. para pelaku mampu membeJi saham-saham 
perusahaan negara dengan harga yang lebin tinggi ketimhang 
calon pembeli lainnya. 

7. mengakibatkan rusaknya reputasi negara. karena kepercayaan 
pasar akan terkikis. 

&. rnenimbulkan biaya sosial yang tinggi. karena meluasnya 
kejahatan yang mengakibatkan meningkatnya biaya penegakan 
hukum dan merawat korbanjah.atan. 

Upaya pemberantasan praktek pencucian uang ini memiliki arti 

penting apabi1a melihat dampak yang ditimbulkannya. Dampak tersebut 

antara Jain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan 

kemungkinan gangguan terbadap pengendalian jumlah uang yang lleredar. 

Selain itu, meningkatnya berbagai tindok pidana yang menghasilkan uang 

atau harta kekayaan. Melihat dampak dad praktik pencucian uang tersebut 

maka dapat dijadikan sebagai alasan mengapa praktik pencucian uang 

dijadikan sehagai salah satu tindak pidana. Bahkan lindok pidana 

Pencucian uang tersebut bukan hanya merupakan kejahatan nasional 

tetapi juga merupakan kejahatan Transnasional "Transnational Organized 

Crime1 ~~ yaitu kejahatan yang melewati batas-batas wilayah Negara yang 

terorganisir~ hasil kejahatan dati tlndak pidana pencucian uang dapat 

llerada di llellernpa negera, dan penanggulangannya hams dilalrukan 

bersama-sama dengan negara lain. i:t 

Pendekatan anti "''""'Y lmnulerlng diperkenalkan oleh 

Per.;erikatan Bangsa-hangsa sejok tahun 1988 dengen disahk:annya 

Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkotika dan psik:otropika.13 

ll Irman Sanlosa, "Aspck Pidana Intemasional K£jahatan Money Laundering", R.anglmian 
Lokakarya Terbata.~ fJukurn Kepai!ilan dan Wa~ Hukum Bisnls Lainttya,. {Jo.k.a.rta. 29-3{) 
Okt00er200Z), Hall 52. 

11 The 1988 UN Convention against Ulicit Truffie in Narootic Drugs and Psbyootroplc 
Substances, December 1~ 1988 (the Vlenna Convention) dalarn Barda Nawawi Arief. Kopita 
Selekta Hula1111 Pidt:Jna, (Bnndung: Citr.i Adhitya Bakti, 2003}, HaU67. 

Unlver&ltas Indonesia 

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH UI, 2009



6 

Indonesia mengesahkan konvensi ini rnelalui Undang-Undang (UU) 

Nomor 7 Tahun 1997. Berdasarkan konvensi Wina ter.sebut kemudian 

lndonesia membuat UU Nomor 22 Tahun !997 Tentang Narkotika. 

Menindaklanjuti ratifikasi konvensi Wina tersebut, pemerintah 

Indonesia telah mengambii langkah untuk mcrnbuat rezim pemberantasan 

pencucian ua.ng dan mengundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 

I 5 Tahun 2002 sebagaimana telah diu bah menjadi Undang-Undang 

Nomor 25 Tatn.m 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ata.u 

Money L<Jundering pada tanggal 13 Oktoi.Jer 2003. Alasan pemerintah 

Indonesia membuat undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut 

adalah sebagai usaha pembemnlasan kejahatan di Indonesia dan alasan 

politis yaitu usaha untuk menghindari sanksi (counter measures) dari 

negara-negara yang bergabung dalarn Financial Action Task Force On 

Money Laundering (F ATF)~ karena apabila Indonesia belum meratifikasl 

Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang maka akibatnya 

Indonesia dimasukkan kedalam daftar Negara yang Non Cooperatives 

Countries And Territories (NCCT's). Hal ini akan menjadikan indonesia 

menderlta kerugian yang luar biasa, dunia perbankan dan dunia usaha yang 

akan sangal menderlta " 14 Akibat yang paling rlngan adalab lembaga­

lembaga keuangan Indonesia akan dikenakan biaya tinggi terhadap setiap 

tnmsaksi yang dilakakan dengan lembaga-lembaga keuangan luar negeti. 

Yang lebih beta!, pemutusan hubungan korespondensi bank-bank 

intemasional dengan bank-bank di Indonesia sebingga dapat mengganggu 

perdagangan di Indonesia. Lebih ekstrim lagi yaitu dicabutnya lisensi 

bank-bank yang beroperasi di luar negeri. i,emutusan investasi di 

Indonesia yang lremudian akan banlampak negatif bagi pertumbuban 

in:vestasi di Indonesia. Kemudian dampak: bagi perdagangan adalah letter 

of credit (UC) yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Indonesia akan di 

tolak sebingga kegiatan ekspor dan imp or akan berhenti. 15 

14 Sadguna. Jangan Sepelekan Stmksi FATF MengenOi PenciJCian uang, (Kompas, 
tanggal 7 Ag"""' 2003),11al44. 

a Ibid. 
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Langkah~langkah yang lebih serius diambil o!eh Pemerintah 

dengan membentuk lembaga yang khusus menangani tindak pidana 

pencucian uang, lembaga khusus tersebut merupakan Financial 

lmeligenoe Unil (FlU). Suatu FJU adalah suatu lembaga atau kantor yang 

menerima infonnasl k.euangan. menganalisis atau memproses informasi 

tersebut dan menyampaikannya kepada otoritas yang berwenang untuk 

menunjang upaya-upaya memberanta.s keglatan pencucian uang. 16 FlU 

tersebut bekelja pada sebuah jaringan lintas negara sehingga merupakan 

institusi yang berada pada sebuah negara namun berbubungan erat dengan 

FlU di seluruh dunia. Dengan adanya pasal IS ayat (I) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindt::k Pidana Pencucian Uang maka di 

lndonesia telah dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK), yaitu suatu badan pemerintalt di bawah Presiden 

yang lndependen dalam menjalankan tugasnya, Sadangkan tugas dan 

wewenangnya diatur dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Thllun 2002 

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu: 

.. mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang 
diperoleh PPA TK sesuai dengan Undang- Undang ini ; memantau catatan 
dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan 
; membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan 
yang mencwigakan; memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi 
yang berwenang mengenai infonnasi yang diperoleh sesuai k:etentuan 
d.nlam undang-undang ini ~ memberikan rekomendasi kepada pemerintah 
mengcnai upaya - upaya pencegahan dan pemberanta."ia.. tindak pidana 
pencucian uang; melaporkan basil analisis transaksi keua.ngan yang 
berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada KepoHsian dan 
K<tiaksaan; membuat dan memberlkan laporan rnengenai basil analisis 
transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan 
sekali kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan 
pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan (PJK), memberikan 
informasi kepada publik tentang kinetja lrelembagasn sepanjang 
pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan undang- undang: 
ini. Sedangkan wewenang PPATK adatah meminta dan menerima Japonm 
da.ri Penyedia Jasa keuangan, meminta informasi mengenai perkembangan 
penyidikan atau penuntutan temadap tindak pidana pencucian uang yaag 
telah diLaporkan kepada penyidik atau penuntut umum, melakukan audit 
terbadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai 

16 Sula!l Remy Sjahdeini, op ell. Hal24, 
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dengan ketentuan dalam Undang - undang ini dan terhadap pedoman 
pelaporan mengenai transaksi keuangan, memberikan pengecualian 
kewajiban pe1aporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara 
tt.mai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp.SOO.OOO.OOO.- (limaralus juta 
rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya selara, baik 
dUakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 
l hari kerja." 17 

Jadi PPATK bisa dikatakan merupakan mltra baru bagi aparat 

penegak hukum. dalam hal ini penyidik kepolisian dan jaksa penuntut 

umum, dalam memherantas tindak pidana pencucian uang. Seperti kita 

ket.ahui tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang baru 

dikenal di Indonesia dan modus operandinya biasanya menggunakan cara­

cara yang tidak konvensional seperti halnya kejahatan-kejahatan jalanan 

yang selama ini ditangani o!eh penyidik kepolisian maupun kejaksaan. 

Oleh karena i~ untuk menanggulangi masalah·masalah tersebut 

diharapkan PPATK dengan kemampuan analisisnya dapat memberikan 

bantnan yang maksimal!llmadap kinelja aparat penegak hukum. 

Salah satu tugas PPATK dalam pasal26 Undang-Undang Nornor 

25 TallUn 2003 Tenlllllg Perubahan Undang-undang Nomor IS Tahun 

2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah melaporkan hasH 

analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang 

kepada Kep<>lisian dan Kejaksaan. Pelap<>ran tersebut merupakan 

informasi mengenai transaksifftransaksi yang mencurigakan untuk dapat 

ditindak:Janjuti oleh instansi penyidik. Kewenangan yang besar serta 

jaringan yang lruat menjadikan PPATK seimah lembaga yang dapat 

memantau setiap tran.saksi keuangan yang mencurigakan, namun PPATK 

bulrualah sebuah lembnga yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana 

sehingga tidak mempunyai kewenangan dalam bidang penyeiidjkan atau 

penyidilrua. 

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang tidak 

berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari tindak pidana lainnya, 

17 Indonesia, Undt:tng-Undang Tentang Timiak Pidana Pem:ucian Uong, Undang­
Undang Nomor 15 Tahun 2002 Sebapimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 25 
Tahun2003. LNNo. 50 Tahun2002. TLNNo. 4191. pasal26, 27 dan 28. 
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walaupun dalam undang-undang delik pencucian uang dapat berdiri 

sendiri tanpa dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana as.alnya. Pada 

laporan basil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK 

tidak ada keharusan untuk menyebutkan tindak pidana asal yang dicurigai 

dilakukan dan banya Lransaksi-transaksi yang mencurigakan. Dengan 

demikian proses selanjutnya terhadap laporan PPA TK tergantung dari 

instansi penyidik. 

Selama ini instansi penyidik yang b~rwenang meJakukan 

penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hanya Kepoiisian, di 

lain pihak terdapat beberapa instansi yang berwenang untuk melakukan 

penyidik.an terbadap berbagai tindak pidana asal dalam pencucian uang. 

Rumusan Masalab 

Tindak pidana pencucian uang bukan merupakan tindak pidana yang 

berdiri sendiri, namun merupakan kelanjutan dari tindak pidana lainnya. 

Pada laporan hasil analisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh 

PPATK tidak: ada kebarusan untuk rnenyebutkan tindak pidana asal yang 

dicurigai dilakukan dan hanya transaksi~transaksi yang mencurigaktm. 

Dengan demikian proses selanjutnya terbadap laporan PPATK terganlung 

dari instansi penyidik. Instansi penyidik yang berwenang melalrukan 

penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang hanya Kepoiisian. di 

lain pihak terdapat beborapa m->si yang borwenang untuk melakukan 

penyidikan terbodap borbagai tindak pidana asal dalam pencucian uang. 

Dengan demikian apakah terdapat perbedaan sudut pandang mengenai 

penyelesaian laporan yang tetah dibuat oleh PPATK dengan instansi 

penyidik dan bagairnana efektifitas dan prospek penyidikan tindak pidana 

pencucian uang oleh penyidik Polri sehubungan dengan laporan analisis 

transaksi keuangan yang dibuat oleh PPA TK dan penyidikan tindak pidana 

asalnya. Supaya pembahasan dalarn penelitian ini dapat lebih terarah. 

rumusan permasalahan tersebut diperinci dalam beborapa pertanyaan 

pencJitian, yaitu: 
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1. Bagaimana proses penyelesaian laporan analisis transaksi keuanga.n 

yang dibuat oleh PPATK menurut perspektif PPATK dibandingkan 

dengan pcrspcktifKepolisian serta Kejaksaan'l 

2. Hnmbatan-hambatan apa yang ditemui oleh Polri dan Kcjaksaan dalam 

proses penyelesaian lapomn transaksi yang mencurigakan yang dibuat 

olehPPATK? 

3. Bagaimana efektifitas penyidik Po•ri sebagai penyidik tunggal tindak 

pidana pencucian uang dalam pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang? 

143. Tujuau Dau Manfaat Penelitian 

1.4. 

Berkaitan dengan masa1ah perbedaan sudut pandang mengenai 

penyelesaian laporan yang Ielah dibuat oleh PPATK dengan instansi 

penyidik dan erektifitas serta prospek penyidikan tindak pidana pencucian 

uang oleh penyidik Polrl sehubungan dengan laporan analisis transakai 

keuangan yang dibuat o[eh PPATK dan penyidikan tindak pidana asalnya. 

maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat 

mengetahui bagaimana sudut pandang penyelesaian laporan analisis 

keuangan PPA TK menurut sudut pandang PPA TK kernudian 

dibandingkan dengan sudut pandang Kepolisian serta Kejaksasn. 

Penelitian ini diharnpkan juga dapat rDenggambarkan apa saja 

hambatan - hamhatm yang diremui oleh Polri dan Kejakaaan dalam proses 

penyelesaian laporsn transskai yang mencurigakan yang dibuat oleh 

PPATK serta efektifltas dan prospek penyidikan tindak pidana pencucian 

uang oleh penyidik tunggal Polri. 

Kerangka Teori 

Masyarakat dan hukwn merupakan suatu yang tidak dapat 

dipisahkan, hukum selalu dalam masyarakat dan masyalllkat merupakan 

tempat berlakunya bukwn. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi 

hukum sebagai sarona rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih 

balk, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah 
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atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan aw perwujudan kaidah 

tersebut ke dalarn praktek hukum, atau jaminan akan adanya penegakan 

hukum (law enforcement) yang baik. 111 

Pembicaraan yang menyangkul masalah penegakan hukum 

pidana., akan membawa pada pembicaraan rcntang masatah 

penangg.ulangan kejahatan yang dikenat sebagai politik kriminaL 19 

Menurut Muladi: 

« potitik kriminal sebagai usaha yang miomd masyarakat dalam 
menanggulangi kejahatan. secara Opera$iona1 dapat dilakukan 
baik melalui sarana penal (hukum pidana) maupun saram.t non 
penal."':w 

Politik kriminal itu sendiri metupakan bagian integral dari upaya 

perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare)?1 Jadi politik kriminal 

merupakan salah satu earn dalam upaya pananggulangan kejahatan, yang 

merupakan bagian dari politik penegakan hukum (law enforcemenl policy). 

Mardjono Reksodiputro mengemukakan. bahwa Sistem peradilan 

pidana (Criminal Justice System/SPP) merupakan "sa!ab satu usaha 

masyarakat untuk mengendalikan teijadinya kejahatan agar berada dalam 

batas-botas toleransi yang dapat diterimanya.""' 

Leblh lanjut Mardjono R.eksodlputro berpendapat bahwa SPP 

bertujuan: 

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 

b. menyelesaikan kasus kejahatan yang teljadi sehingga puas baltwa 

keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 

11 MunirFuady.Op.Cil, Hal 40. 
19 Ha.rkristuti Harkrisoowo, Sls!em Peradftan Pidana Terpar:lu (lnlegrated Criminal 

JusJice ~te111)~ Newslatter, Komisl Hu.kum Nasional, Edisi Mei 2001. Hal JO. 
10 Muladi, Op.Cit. 
21 Siswento Sunarso, Wawasan Penegakan Hukum di Indtmesia. (Cilm Aditya Rakti: 

Bnndung. 200!i), Hal 7. 
22 Mardjooo Reksodlputro, KriminDfQCi dan Sistem Peradilan Pitlona, Kumpulan 

Ke.rangan Buku Ke Oua. (Pusal Pclayamm Keadilan dan Pengabdian Hukum Ui: Jakarta, 1997), 
Hal. 140. 
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c. mengusahak.an agar rnereka yang pernah melakukan kejahatan 

tidak mengulangi lagi kejahatan.2) 

Secara garis besar proses sistem peradi1an pidana dapat 

digambarkan pada skema dibawah ini : 24 

Masyarnke! 

lika ttdak letbuktl kembaH k:e 
masyara.kat 

I ~ 

Jika tiduk terbuktt kembati ke 

""""""""" 
Jika tidak terbt.dcti kembaJi ke 

~ 

Strelah menjalwli hWrunlan 
kembnli ke nmsyarakat 

Penjelasan : 

t 
Penyidik ~-(-) 

PU 
{K~aksaan) 

·-
LAP AS 

j 
' ' ' ' 
I 
I 
I 
' 
i 
i 
I 
I 
i 

A 
D 
v 

--10 
K 
A 
T 

Sistem peradHa.n pidana pada skema diatas. meliputi PoHsi. Kejaksaan. 

Pengadilan, Lemi>aga Pemasyarakatan, dan Advokat dimana masing -

masing aliran akan kambali ka masyarakat apabila perkara tidak terbukti di 

tiap tingkatan di atas atau apabila terpidana sudah menjalani hukumannya. 

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa ada keterkaitan diantara 

keempat sub sistem di atas (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga 

Pemasyarakatlln) dari sistem peradilan pidana Keterkaitan antara sub 

sistem satu dengan lainnya adalah seperti " bejana berhubungan '\ Setiap 

masalah dalam saiah satu sub sistem akan menimbulkan dampak pada sub 

sistern lainnya. Reaksi yang tllnbul sebagai akibat hal ini akan 

u Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia. .. Op.Cit Hal. &4-85. 
~ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan p;t;/(Jll(l..,,Op.Cil., HC11.99. 
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menimbulkan dampak kembali pada sub sistem awal dan demikian 

se!anjutnya terns menerus. Pada akhimya tidak akan jelas mana yang 

merupakan scbab (awal) dan mana yang akibat (reaksi}. Gcjala yang 

terlihat sekarang adalah kekurangpercayaan pada hukum dan pcngadilan. 

Apa yang merupakan sebab dan mana yang akibat s:ukar ditelusuri 

kembali. 25 

Menurut M. Y ahya Harahap, bahwa Sistem Peradilan Pi dana yang 

digariskan KUHAP merupakan " Sistem Terpadu" ( integrated crimfnal 

juslice system). Sistem terpadu tersebut diletak.kan di atas landasan prinsip 

'' differensiaS fungsionat'• diantara aparat penegak hukum sesuai dengan 

«tahap proses kewenangan" yang diberikan undang - undang kepada 

masing - mastng. Penjemiban terhadap pengelompakan tersebut di atas 

sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling k.oreksi dan koordinasi 

dalam proses penegakan hukum yang saling berl<aitan dan berkelanjutan 

antara satu instansi dengan instansi yang lain sampai taraf proses 

pelaksanaan eksekusi dan pengawosan pengamatan pelaksanaan eksekusi. 

Semenjak dari tahap permulaan penyidikan oleh kepolisian sampai pada 

palaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan, selalu te~alin hubungan 

fungsi yang berkeianjutan yang akan menciptakan suatu mekanisme yang 

saling checking diantara sesama aparat penePI< hukum dalam suatu 

rangkaian integrated crimina/justice system. 26 

Scdangkan pada penegakan hukumnya akan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Menurut Soeljono Soekanto. ada lima unsur penegakan 

hukum, yaitu :ZI 

a. Paktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang·undang saja; 
b. Fakror penegak huknm, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menempl<en hukum; 
c. Faktor sarana atau filsilitas yang mendukung penngakun hukum; 
d. Faktor masyamkat yaltu lingkangan dirnana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkun; 

u Mardjono Reksodipu~ Op. Cit, Hal $9 
711 M.Yahya Haralutp. Pembalto.san. Permasalahan dan Perwrapan KUHAP (Penyitfikon 

dan Penui'Jifl1an), {Jaknrla: Sinar Gm.fik.a. 2000), Hal. 90. 
:n Soeljono Soekaoto, Fabor-faJrJM' yar;g Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet 3, 

(Jakarta: Radja Gmfindo P~ 1993), Hill. 5. 
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e. Faktor kebudayaan., yakni ha.sil karya, cipta dan rasa. yang didasarkan 
pada karsa manusia didalam petgaulan hidup. 

Berkaitan dengan PPATK dalam rangka penangguiangan untuk 

tujuan mencegah dan memberantas tindak pidana pencueian uang, 

berdasarkan pasal 26 undang·undang pencucian uang sekarang ini. 

PPATK dalam melaksanakan fungsinya telah mempunyai beberapa tugas. 

yang salah satunya yaitu untuk mengumpulkan, menyimpan. menganaHsis, 

mengevaluasi informasi, memantau catatan dalam buku daftar 

pengecualian yang dibuat oteh penyediajasa keuanga.n. rnembuat pedoman 

tata cara pelaporan dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan, 

memberikan nasehat dan bentuan hukum kepada instansi yang berwenang. 

Kemudian PPATK memHiki wewenang da1am menjalankan tugasnya, 

yaitu meminta, menerima Iapenta, mengaudit terhadap penyedia jasa 

keuangan mengenai kepatuhan kewajibannya, memberikan pengecualian 

kuwajiban pelaporan. 

Dilihat dari tugas dan wewenang tersebut PPATK selain 

membantu penegak hukum juga melakukan pengawasan terhadap 

penyedia jasa keuangan untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. Pemberantasan tindak pidana pencueian uang juga 

tergantung dari faktor hukumnya sendiri serta penegak hukum. Penegak 

hukum disini adalah instansi di dalam Sistem Per.adilan Pidana dan 

instansi lain yang mendukung pemberamasan tindak pidana peneueian 

uang. 

1.5. Kerangka Kooseptual 

Peneueian uang dalam pasal I angka I Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencueian uang telah didefinisikan 

sebagai: 

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, 
membelanjakan, mengbibabkan, menyumbangkan, menitipkan, 
membawa keluar negeri, menukarl<an, atau perbualan lainnya atas 
barta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan 
hasil tindak pidann detJgan maksud unttik menyembunyikan, atau 
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menyamarkan asal-usul harta kekayaan schingga seolah-(llah 
menjadi harta kekayaan yang sah. 

Dalam rangka Penanggulangan tindak pidana pencucian uang 

tersebut telah dibentuk suatu lembaga yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK) yang menurut Pasa! 1 ke-10 Undang­

Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

adalah: " Lembaga independen yang dibentuk datam rangka mencegah 

dan mernberantas tindak pidana pencucian uang". 

PPA TK yang pada dasamya sebagai pembantu panegak itukum 

dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, 

memiliki tugas dalam melakukan pendeteksian dan pengawasan adanya 

persangkaan tindak pidana pencucian uang pada Penyedia Jasa Keuangan 

yang ada di Indonesia. Penyedia Jasa Kenangan dalam pasal l Undang­

UndangTmdak Pidana Pencucian Uang yaitu: 

Setiap onmg yang menyediakan jasa dibidang keuangan atau jasa 
lainnya yang terkait dengan keuangan tennasuk tetapi tidak 
terba.tas pada bank, lembaga pembiayaan, perosahaan efek, 
pengelola reksa da:na, kustodian. wali amanat. lembaga 
penyimpanan dan penyelesaian. perdagangan valuta asing. dana 
pensiun, perusahaan asurans~ dan kantor pos. 

Kemudian fungsi PPATK dalam pengawasan terhadap 

persangkaan tindak pidana ada!ah pengawasan transaksi keuangan dan 

pengawasan lerhadap tingkat kepatuhan penyedia jasa keuangan. 

Pengawasan itu sendiri menurut Siagian ~bagaimana dikutip oleh 

Sujamto, dapat didefinisikan sebagai : 

Proses pengamatan dari pada petaksanaan .seluruh kegiatan 
organisasi untuk menjamin agar supaya semua peketja.an yang 
sndang dilaksanakan be!jalan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan. 28 

Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak Pidana (strajbaar feil) 

adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana dan 

:.ltl Sujarnto, !I?Iterapa Pengertian di Bidang Pengawasan., Edisi Revisi, (Ghalia 
lndones~ Jakarta, 1986), Hal. 14-15. 
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pe!a.ku ini dapat dikatakan merupakan subjek. tindak pidana.29 Orang yang 

diduga melakuk.an tindak pidana akan masuk dan diproscs dalam koridor 

Sistem Peradilan Pidana. Hukum fonnal dalam proses tersebut yang 

digunakan adalah Kitab Undang~undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Proses mengungkap scbuah tindak pidana ada beberapa tahapan 

diantaranya proses penyelidikan dan penyidikan. Menurut KUHAP 

proses-proses tersebut ada1ah: 

a. Penyelidikan (pasal 1 angka S): 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk 

rnencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pida.na guna menentukan dapat atau tidaknya ditakukan 

penyidikan menurut cara yang diatur datam undang~undang ini. 

b. Penyidikan (pasa1 I angka 2): 

Penyidikan adalah sera:ngkaian tindakan penyidik da1am hal dan 

menurut cam yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

sert:a mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 

tersangkanya. 

Dalam Pasal 30 Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah dengan Unrlang-Undang Nomot 25 Tahun 

2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutka.n bahwa 

penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terbadap 

tindak pidana Pencucian Uang dilakukan berdasorkan ketentuan dalam 

hukutn acaro pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 

Menurut KUHAP penyelidik adalah setiap pejabat Polri sadangkan 

penyidik adalah P~ahat Polri dan Pejahat Pegawai Negarl Sipii tertentu 

yang diberi wewenang oleh Undang-Undang._ Sesuai Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RJ:publik Indonesia 

Pasal 1 angka 10 Penyidik adalah pejabat Kepo1isian Negam Republik 

Indonesia yang diberl wewenang oleb Uadang- Undang untuk melakukan 

19 Wirjono PrOOjodikoro, Asas-Asas Huftum Pidana di lndmresia, cet..3, (Jakarta : PT. 
Refika Aditamn, 2003), Hn.l. 59. 
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penyidikan, dengan demikian Polri merupakan pcnyidik seluruh tindak 

pidana sehingga Potri merupakan penyidik runggal dalam melaksanakan 

penyidikan berdas.arkan undang-undang tindak pidana pencucian uang. 

Pengertian harmonisasi menurut Kamus besar Bahasa Indonesia 

adalah pencarian keselarasan atau penciptaan kebarmonisan atau 

keseJarasan. 30 Sedangk:an menu rut Rudy Satriyo Mukantardjo 

hannonisasi dalam pengertian sempit adalah usaha bersama untuk 

menyamakan pandangan, penilaian atau langkah tindakan guna dapat 

mencapai tujuan atau target bersama. 31 

Sistem Peradilan Pidana merupakan istilah yang digunakan 

sebagai terjemahan dari criminal justice syslei7! yang dalam Blacks law 

Dictionary didefinisikan sebagai " the network of courts and tribunals 

which deal with criminal law and its enforcements" 32 sehingga 

pengertian sistem peradilan pidana Jebih menekankan pada sebuah u 

jaringan" di dalam lembaga peradilan yang berfungsi untuk menegakkan 

hukum pidana. 

1.6. Metnde Penelitian 

Metode penolitian diperlukan guna mengumpulkan bahan-bahan 

yang digunakan untuk menjawab pennasalahait yang teJah dirumuskan 

tersebut Adapun metode penelitian yang digunakan terdiri dari sistematika 

sebagai berlkut : 

1.6.1. Metnde Penelltian 

Mengacu peda permasalahan penelitian yang dikemukakan di 

allis, peneiitian ini menggnnakan penelitian ynridis nonnati~ dangan 

pertimbangan bahwa utik tolak penelitian ini ndaiah terbadap peraturan 

perundang-undangan, yaitu penelitian yang didasarkan pada sumber 

10 Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.isi K.e ernpat. Dcpdi!mas., (Jakarta : Gnunedia 
Pustaka Uwna, 2008), Hal 484. 

11 Rudy Sa:!riyo MukanUUlljo. Harnionlsosi Peran AparaJ Peneg<Jk Hulutm Dalam 
Memahami Peraturon Prnlndnng- llTif.langqn tel'/.1altg Tindak Pitiana Ktl!"Up3i, Jumal Legis!usi 
Indonesia. Vol.4 No, l~Maret 2007, Deplrumham Rl. Ha1.25. 

u Bryan A. Gamer. Black's Law DiclltJnary Seventh Editltm. St. Paul Mltm : West 
Group, 1999. HaL374. 
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data sekunder berupa peraturan-peraturan hukum yang sedang dibahas 

oleh legislatif, keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat 

para sarjana hukum terkemuka. Selain itu dilakukan pengkajian 

tcrhadap hukum positif berkaitan dengan masalah yang diteliti serta 

didukung dengan wawancam. 

1.6.2. Jenis dan Somber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut: 

a. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur 

mengenai masalah yang berkaitan dengan penanganan tindak 

pidana pencucian uang dan sistem peradilan pidana. Literatur yang 

digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, serta bahan-bahan lainnya dari internet. 

b. Data primer, berupa data yang diperoleh langsung dari swnber 

informasi, antara lain Pejabat Unit II Tindak Pidana Pencucian 

Uang Direktorat II Ekonomi Khusus Mabes Polri, pejabat pada 

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI 

dan pejabat PPATK. Wawancam ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana penanganan laporan dari PPA TK mengenai transaksi­

transaksi keuangan yang mencurigakan. Pengambilan data primer 

ini akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada 

Pejabat PPATK. Pejabat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana 

Khusus Kejaksaan Agung RI sebagai informan mengenai objek 

yang diteliti dan juga penyidik polisi di Unit II Tindak. Pidana 

Pencucian Uang Direktorat II Ekonomi Khusus Mabes Polri guna 

mengetahui kendala-kendala yang mereka hadapi dalam 

penyidikan dan juga pra-penuntutan terbadap tindak pidana 

pencuc1an uang tersebut. Wawancara ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana penanganan laporan dari PPATK mengenai 

transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan. Data tersier 

berupa data yang diambil dari media massa seperti majalah dan 

surat kabar, kamus dan sebagainya yang memuat penulisan yang 

Universitas Indonesia 

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH UI, 2009



19 

dapat menunjang dan digunakan sebagai lnfonnasi tambaha.n 

penelitian ini. 

1.6.3. Peuyajian dao Analisis Data 

Data primer dan data sekunder yang diperoleh disusun secara 

sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisa 

koalitatff dilakukan untuk mcnganalisis dan mengevaluasi data yang 

diperolch secara menda1am dan menyeluruh untuk menjawab 

pennasalahan dan rnemperolch kejelasan terhadap pennasalahan di 

da:iam penelitian ini, 

1.7 Sistematika Penoliun 

Penelitian ini ditu1is dalam bentuk dan susunan sebagai berlkut: 

Bab 1 Pendabuluan 

Babll 

Bablll 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

pennasalahan. rumusan permasalahan. tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, kerangka toori, 

kerangka konseptual, dan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini serta sistematika penuHsan 

peneiitian. 

Tinjauan Mengenai Tindak Pidaua Pencueian Uang 

Bab ini menguraikan mengenai seluk beluk tindak 

pidana pencucian nang. 

Filtanc.hd Inteligence Unit dan Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan. 

Bab ini menguraikan mengenai Financial Intelligence 

Unit(FIU) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transal<si 

Keuangen Sebagaj FJIJ di Indonesia. 
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Penanganan Tindak Pjdaoa Pencueian Uang 

Berdasarkan Laporao Hasil Amtlisis Trallsaksi 

Kcuangao (PPATK) 

Bab ini memuat sistem peradila.n pidana, PPATK dalam 

sistcm pcradilan pidana dan hasil penelitian maupun 

analisa mengenai proses penyelesaian laporan trasaksi 

keuangan yang mencurigakan oleh Polri dan Kejaksaan 

serta bambatan~hambatan yang dijumpai dalarn 

menyelesaikan laporan PPATK tersebut. Selain itu 

akan dibahas mengenai efek:tifitas laporan transaksi 

mencurigakan yang dibuat oleh PPATK tersebut 

terhadap pemberantasan tindak pidana pencucian uang 

Penutup 

Pada bob rerakhiT ini disampaikan kesimpulan yang 

diperoteh dari a.nalisis penelitian serta saran-saran yang 

mungkin dapat digunakan dalam pembaharuan hukum 

khususnya hukum pidana di Indonesia. 
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TINJAUAl'l TENTANG TINDAK PIDANA PENCUClAN UANG 

2.1. Istilab Peneucian Uaug 

Pencucian uang atau dalam bahasa lnggris disebut dengan "money 

laundering" sudab merupakan tantangan dunia intemasional dan merupakan 

fenomena dunia. Mengenai deftnisinya, Sutan Remy Sjahdeini mengatakan 

bahwa.. tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif 

mengenai apa yang dinamakan dengan "money laundering" atau (lpencucian 

uang",33 Hal tersebut disebabkan oleh karena pihak penuntut umum dan 

lembaga penyidikan kejahatan, kalnngan pengusaha dan perusahaan, negara 

yang telah maju dan negara--negara dari dunia ketiga, dan 1embaga-Jembaga 

intemasionai, rnasing-masing mempunyai definisi sendiri hetdasarkan 

prloritas dan perspektifyang berbeda. 

Dalam bahasa Indonesia istUah money laundering ini sering juga 

diteJjemahkan dengan istilah "pemutihan uang" a tau «pencucian uang". Hal 

ini adalah rerjemahan yang wajar mengingat kata "launder" dalam bahasa 

lnggris sendiri berarti "mencuci". Oleh karena itu, sehari-hari dikenal kata 

"la:wulery" yang berarti cucian. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut 

adalah uang dori basil k~ahatan, mlsalnya uang basil jual heli narkotika atau 

basil korupsi, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau ptncucian tersebu~ 

uang tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang basil ksjahatan dan telah menjadi 

uang seperti uang-uang hersilt lainnya. Untuk itu, yang utama dilakukan dalam 

kegiatan money laundering adalah mengbilangkan atau mengbapuskan jejak 

dan asal usul uang ter:sebut. Oengan proses kegiatan money laundering ini, 

uang yang semula merupakan uang harun (dirty money) diproses sehingga 

mengbasilkan uang hersih (clean money)luang halal (legitil1U1te money). 

Dalam proses ini, uang tersebut disalurkan melalui jatan 4'penyesatan".34 

Jstilah money laundering dalam hahasa Indonesia dapat diterjemahkan secara 

33 Sul.an Remy Sjahdeini, Op.Cll, Hal. I. . 
:H Munir Fuady, Rulwm Perhllllkan Modem. Buku Kedu11, Bandung, PT. Cltra Aditya 

Bakti, 2004, Ha1 147-
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harfiah sebagai pencuciao uang atau sesuai dengan suatu konsep yang telah 

dikenal di Jndonesia sebagai pemutihan uang. Teijemahan yang kedua 

tidaklah bcgitu tepat karena da1am konsep hukum di Indonesia pemutihan 

( uang) tidak selalu harm: bcrsifat melawan hukum. karena dapat dilakukan atas 

anjuran pemerintah. sepertl dalaru anjuran untuk menyimpan uang di bank· 

bank sebagai deposito tanpa akan dinyatakan asai-usul uang tersebut. 35 

Menurut Konvensi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) tentang United 

Nation Corrvcntion Againts lilicit Traffic in Narcotic Drogs and Psychotropic 

Suhslartee di Viena tahun 198&, dalam pasal 3, Money Laundering dlartikan 

sebagai: 

" The conversion or trcm:.fer of property, knowing that such property i.s 
derived from any serious (indictable) offence or offences, or from acl of 
participation in such ojfonce or offences, for the purpose fJj concealing or 
disguising the illicil of the property or of assisting any person who is involved 
in the commission of such an offince cr ()jfences Jo evade legal consequences 
of his action ; or The concealmenJ or disguise of the true nature, source, 
location, dlspcsiJicm, movement, rights wilh respect ICJ, or CJWnership of 
property, knowing that such property is derived from a serious (lndicioble) 
offence or ojfonces or from an act of participation in such em offence or 
offences." 

Atau setiap tindakan yang dilalrukan dengan sengaja dalam hal-hal sebagai 

harikut : 36 

l. mengubah atau memindahkan property yang diketahuinya berasal dari 
lcejabatan, dengan tujuan menyembunyikun asal-usul gelap dari 
property itu atau untuk membantu seseorang menghindari akibat-akihat 
hukum dari lceterlihatannya dalam melakukan kejabatan. 

2. menyembunyikan lceadaan sebenamya darl property yang berasal dari 
kejabatan itu (baik sumberlasal-usulnya, lokasinya, penempatanl 
pembagiannya, pergerakanlpenyalurannya, maupun bak-bak yang 
berhubungan dengan property itu). 

3. menguasai!menerim~ memiliki atau menggunakan property yang 
dikemhuinya berasal darl kejahatan amu dari keikutsertaannya dalom 
melakukan lcejabatan itu. 

4. ikut serta dalam, mecoba membantu, mencoba melakukan, 
menganjurkan, memberl fasilitas dan memberi nasehat untuk 
melakuk.an setiap kejahatan yang termasuk dalam aktivitas 
sebelumnya. 

)s Maruiak Patdede, Masalah Money Lawtdering di Indonesia, Jalw1a, Badin 
Pembinaan Hukum Nasiotud, 1994/1995, Hal !9. 

"' Erman RajJJgukguk, «Anti Pcncucian Uang : Suatu Perbandlngan Hukum.'' Junml 
HukumBtsnis. Volume 16/2001 :l1. 
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Sccara umum, money laundering dapat diartikan scbagai sebuah mctode 

untuk menyembunyikan. memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu 

tindak pidana, kegiatan organisas; kcjahatan, kejahatan ekonomi. korupsi, 

perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan 

aktivitas kejabatan, 37 

Black's Law Dictionary mengartikan money laundering sebagai:38 

" Term used to describe irweslment or Qlher transfer cf money flowing 
for racketeering, drug transaction, and oJher illegal sources into legitimate 
channels so that is originol source cannot be traced. " 

Apabila diteljemahkan secara bebas, pencucian uang dipergunakan 

sebagai istilah yang menggambark.an investasi uang atau transaksi uang secara 

lain, yang berasal dari kegiatan kejahatan terorganisir, transaksi tidak sah di 

bidang narkotika. dan sumber~sumber tidak sah lainnya,. denga:n tujuan 

investasi atau transaksi agar uang tersebut melalui saluran-saiuran ~ 

sebingga sumber asli (asal) tidal< dapat dilacak kembali (pengbapusan jejak 

untuk menelusuri surnber asal uong tidak salt}. 

Tujuan pencucian uang adalah memberikan legitimasi pada dana yang 

diperoleh secam tidal< sah (illicit funds), dengan menggunalron cara tertentu 

membuat dana tersebut dapat bergerak dengan leluasa di masyarakat tanpa 

berakibat mengbadapi resilro penyitaan (C011/iscalion) atau memicu adanya 

penangkapan serta tindakan hukum yang lain. 39 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagalmana telab 

dlubab dengan Undang·Undang Nomor 25 Tabun 2003 pada Pasal I angka I 

telab dijelaskan mengenal pengertian pencucian uang sebagai benlrut : 

"peneucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, 
membayarl<an, membelaf!jakan, mengbibabkan, menyumbangkan, 
menitipkan, membawa Ire luar negeri, menukarkan, atau perbuatan 
lainnya alas ~ lrekayaan yang dilretahuinya atau patut diduga 

31 Yunus Husein. "'telauh Masuknya Indonesia dalam List Non Cooperative Caunlrles 
and Teritorrie.s oJeh FAlF on Money Laundering"', makalab dlsampaikun dNam nmgka seminar 
"Money Laundering (Pencucian Uang) ditinjnu dari Perspektif Hukum dan Ek<momi. Jakarta 23 
Agu.stus200t)., HaL 3. 

18 Liluit Black's. Law Dictionary Hal 889 
l

9 Yenti Gamaslh, Pencuclon (fang di [m/(J111!Sia Da1mn PerspekJif Kebijakan K.riminal, 
Disertasi yang telah dipertahankan pnda tanggal '2:4 Mei 2003 rli h<tdapan Senat Ouro Be:sar 
Fakultas Hukum Indonesia. 
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merupakan basil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, 
atau menyamarkan asai-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah 
menjadi harta kekayaan yang sah".40 

Secara garis besar yang dipahamt dari pendapat para pakar baik dari 

dalam maupun luar negeri, dapat dis-impulkan babwa kegiatan pencucian uang 

atau .. money laundering'' adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau 

menyamarkan ilar!a kekayaan yang diperoleh dari hasil kejaharan untuk 

menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Hasil akhlr dari proses itu adalah 

basil tindak pidana menjelma merJadi uaog sah.41 

2.2. Sejnrah Pencudau Uang 

Pencucian uang dimasukkan dalam kategori k:ejahatan, pertama kali 

dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. lstilab money laundering 

ditujukan pertama kali pada tindakan mafia yang mempergunakan uang hasil 

kejahatan yang berasal dari pernerasan, penjualan ilegal minuman keras dan 

peijudian serta pe1acuran. membeli perusahaan pencucian pakaian 

(laundrnmat). Pembelian ini bertujuan mencampur uang hasi1 kejahatan 

dengan bisnis yang bersih., untuk menyamarkannya:42 Cara pencucian uang 

melalui perusahaan pencucian pakaian ini yang kemudian menjadi Jatar 

belakang pemakaian istilah money laundering. 

Money Laundering sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. 

Penggunaan pertama kali di surat: kabar adalah berkaitan dengan pemberitaan 

mengenai skandal Warergate di Amerika Serikal pada tahun 1973. sedangkan 

penggunaa.n sebutan tersebut daiarn konteks pengadilan atau hukum muncul 

untuk pertarna kalinya tahun 1982 dalam perkam US v $4.255.625,39 (1982) 

4
Q Repub!ik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentsng 1indak Pidana 

Pcncucian Uang. BPHN, Lembaran Negara Republik lndooesia Tehun 2002 Nomor 30, Tambahan 
Lembamn Negam Nom or 4191. 

41 Suwarsono dan Reda. Manthovnnl, Pemberant(lSan Tindolc Pidana Peru:ucian Uang di 
Indmwia. Jakmta, CV, Maribu, 2004, Ha.l3. 

•:t Michael A. De Feo, « Depriving International Narcotics Traffickers Md Other 
Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering", OenJ. Int'l 
L&Pol"y, vot 13:3, (1990), dlkutip C1lc:h Ennan Rajagukguk dalam Rez.im Anti Pencucitui Uang 
dan Undsng-Undang Tindak Pidana Peneucian Uang, (disamp$ikan pade Video Conference 
Nasional mengenai Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Kenali Nasabah Anda dan Pe!aporan 
Tnmsnksi Keuangan yang diselenggarakan PPATK, BJ, U~ UG~ USU. UNDIP, UNAlR dan 
BLIPS di Jakart.e, tanggal29 Mei-Oktober2004 di Jakarta._h Hal I. 
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551 f Supp. 314. sejak itu istilah tersebut telah diterima dan digunakan secam 

luas di selund1 dunia.41 

Money Laundering dalam skala bcsar terjadi dalam kasus gangster AI 

Capone, di mana keiompok Al Capone yang bermarkas di Chicago melakukan 

pencucian uang basil kejahatan melatui bendaharanya. Meyer Lansky. 

Pencucian uang dilakukan dengan cara memutar uang basil kejahatan melalui 

bisnis pelacuran, hiburan malam dan perjudian di Las Vegas. Kemudian bisnis 

ini mengembang secara transnasional dengan membuk:a offshore banking di 

Negara~negara lain yang merupakan Negara tax heaven atau yang arnan bagi 

Money Laundering.44 Uang haram tersebut dimasukkan ke dalarn. sist.em 

perbankan atau sistem perumaman modal lainnya sehingga uang tersebut 

bercampur-baur dengan uang lainnya sehingga eksistensinya sudah semakin 

sulit dilacak dan tidak teridentifikasi lagi. Istilah money laundering baru 

menjadi popular pada tabun 1984 ketika lnterpol nlengusut kasus pencucian 

uang oleh mafia Amerika Serikat yang dikenal dengan Pizza Connection. 

lstilah Money Laundering ini kemudian diterjemahkan sebagal tindak 

pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002. 

Sebetulnya istilah penoucian uang sudah mulai dilrenal di Indonesia sejak 

sebelum tahun 1991, di mana pada tahun itu dibentuk Tim Analisa dan 

Eva(uasi Hukum Tertulis Tentang Tindak Pidana Ekonom~ yang 

mengkhususkan pada pennasalahan Money Laundering.45 Indonesia kemudian 

meratifikasi The United Nations Con:vention Againls Illicil Trajficl Narcolics, 

Drug,<. am{ Psychotropic Substances of /988 melalui Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1997 yang bertujuan untuk memberantas dan mencegah peredaran 

gelap narkotika dan psikotropika, yang menetapkan kegiatan pencucian uang 

sebagai kejahatan. Akan tetapi barn pada tabun 1998 istilab pencucian uang 

ini menjadi perhatian karena terjadinya pelarian modal besar-besaran (capital 

flight) setelah tetiadinya kerusuhan 13-15 Mei 1998, dan dengan 

dimasukkannyalndonesia ke dalam daflar negara yang tidak kooperatif dalam 

11 Billy Steel, Money Laundering-A Brief History, hltp:i/www.l.aundcyman.u-~. 
44 N.H.T. Siahaan,Op,Cit, Hal6. 
15 Badan Pcmbinaan Hukum Nasionill. AnaliM don Eva/uasi Hulatm Tertulis Tentang 

Tindak Pidann Ekmwmi, Money Latmdering, Jakarta, BPHN. 199111992, Hal t. 
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pemberantasan tindak pidana peru::ucian uang atau Non-Cooperative Caunlries 

and Territories (NCC1) oleh FA TF pada tanggal 22 Juni 200 I. 

Banyaknya kasus yang terjadi mendorong dikeluarkannya berbagai 

perundang-undangan yang yang menga:tur money laundering sebaga.l 

kejahatan. Langkah ini mempunyai maksud mencegah berkembangnya 

praktek Money Laundering yang semakin pesat dan sebagai upaya untuk 

mencegah meningkatnya kejahatan yang merupakan sumber penghasil dana 

dalam Money laundering (predicote offence). 

2.3. Faktor Pendorong Terjadinya Pencucian Uang 

Faktor - faktor pendorong dan penyebab terjadinya tindak pidana 

pencucian uang (Money Laundering) begitu kompleks sekali, berbagai hal 

pendorong maraknya pencucian uang ini dapat dikatakan, mulai dari faktor 

birokrasi pemerintah, system perbankan hingga kepada beramya biaya-biaya 

sosial dan kesulitan hidup yang dialami masyarakat. 

Sedikilllya terdapat !0 fukror yang mendukung maraknya praktek 

pencucian uang di dunia. 46 

Fak.tor pertmna adalah globa1isasi yang telah menciptakan sistem 

finansial global yang memudaltkan untuk melakukan transaksi Hntas negara.,47 

Faktor kedua adalah kemajuan teknologi yang sangat cepat yang 

mendorong teknologi di bidang informasi. yaitu dengan munculnya internet 

dengan segala perkembangannya yang luar biasa. Kemajuan teknologi 

infonnasi tersebut mengakibat.kan dunia seakan menjadi tanpa ~ di mana 

hal ini dapat mempermudah organisasi-organisasi kejahatan untuk meJakukan 

kegiatannya secara lintas batas negara·nega.ra. Dunia menjadi satu kesatuan. 

Akibamya, kejabatan lrejehatan terorganisasi (organized crime) yang 

diselenggarakan organisasi-organisasi kejahatan (criminal organization) 

menjadi mudah dilakukan secara Jintas batas Negara-negara . kejahatan­

kejahatan terse but berkembang menjadi kejahatan transnasional. 48 

46 Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, Hal39. 
•1 William C Gilmore, Dirty M<;neyc The Evolmion of Money l.oundering 

Cotmlet"me~.MUTes. Second Edition., revised anti exp.mded: Council of Europe Publishing. 1999, 
Hal22. 

41 Sutnn.Remy Sjahdeinl, Op.Cit, Hat 39. 
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Pads saat ini organisasi-organisasi kejahatan dapat secara mudah dan 

cepat memindahkan jumlah uang yang besar dari suatu yurisdiksi ke suatu 

yurisdiksi yang lain, Misalnya, AuJomatic Teller Machines (ATMs) 

memungkinkan para penjahat unruk memindahkan dana (to wire Jundt) dari 

suatu negara ke negara lain dengan waktu yang seketika.49 

Faktor ketiga adalah ketentuan raha.~ia bank yang sangat ketat dari 

negara yang bersangkutan . .ro Ketentuan rahasia bank merupakan ketentuan 

yang meli:mmg bank mengungkapkan data-rlata rekening dan berbagai 

keterangan perSonal dari nasabahnya. Hal tersebut digunakan pelaku 

pencucian uang untuk meiindungi kegiatannya dari pengawasa.n otoritas 

moneter atau penegak hukum. Semakin ketat kctenluan tentang rahasitt bank 

di suatu negara, maka akan semakin membuka peluang teljadinya praktek 

pencucian uang di negara itu.51 

Faktor keempat adalah belum diterapkannya asas "Know Yciur 

Cuslamei" bagi perbankan dan penyedia jasa keuangan lainnya secara 

sungguh-sungguh di negara tersebut.52 Praktek pencucian uang akan marak 

tetjadi apabi1a ketentuan perbankan di suatu negara memungkinkan seseorang 

untuk menyimpan dana di suatu bank dengan menggunakan nama samaran 

atau tanpa nama (anooim).53 

Faktor kelima ada1ah fasilitas electronic banking yang mernungkinkan 

penjahat melakukan pencucian uang dengan cara· mentransfer dana (wire 

transfer) melalui jaringan internet. 54 

Faktor keenam ada]ah munculnya jenis uang baru yang disebut 

electronic money atau e~money. E-money adalah nama generik yang diberikan 

kepada konsep mata uang yang secara digital ditandatangani oleh suatu 

lembaga penerbit melalui kunci rahasia pribadi (privafe encryption key) dan 

49 Ibid, Hal40. 
so Ibid, Hal 41. 
Sll\.'HT Siahwt, Op.O~Hal24. 
52 Upaya pcneeglihnn dan pembcrantasan peneucian lWng di Indonesia secara parsial telah 

dilakulcan dcngan dlkeluarlmnnya ketentuan Pennuran Bank Indonesia NotnQr 312311012001 
Tenlllng Prinsip Mengenal Nasabah, setaojutnya diatw pula dalwn Keputusan PPATI<. Nomor 
2/lf'lCep. 'PPA TK/2003 TentMg Pedoman Umum Pencegahan dan PentbettrltAsan T'mdak Pi dana 
Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuanpn. 

"Sutn.n Rcmy Sjahdeini, Op.Cit, Hal 41. 
Sol Ibid, Hal. 43. 
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ditnmsmisikan kepada seseomng. Uang tersebut kemudian dapat 

direnegosiasika.n se<::ara elektronik dengan pihak-pihak Jain sebagai 

pcmbayaran barang dan jasa di mana pun di dunia. £-money dapat iewat 

seketika itu juga di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi secara 

on-line tanpa diperJukan adanya intennediasi. Metode pembayaran seperti ini 

akan mempennudah penjahat untuk mencuci uang hasH kejahatanny.,t, sebab 

otoritas moneter dan penegak hukum akan mengalami kesuUtan dalam 

mendeteksi terjadinya pratek pencucian uang.55 

Faktor ketujuh adalah dimungkinkannya penggunaan secara bedapis 

pihak pemberi jasa hukum (pengacara) untuk melakukan penempatan dana, 

Melalui cam pelapisan tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah 

penyimpan dana atau deposan bank) bukanlah pemi!ik yang sesungguhnya 

dari dana ternebut Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau 

pelaksa:na amanah dari pillak lain yang memberikan kuasa kepadanya untuk 

mendeposltokan uang tersebut di bank,. 56 

Faktor kedelapan adalab kelentuan yang mengharuskan menjaga 

kerahasiaan huburtgan antara pengacara dangan kliennya, atau anf11ra akurtan 

dengan kliennya, Kemhasiaan tenrebut dapat disalahganakan untuk 

menyimpan uang basil k<\iabatan melalui penggunaan rekening milik kantor 

pengacara atau kantor akuntan. 51 

Faktar kesembilan yaitu kebijakan pemerintah yang tidak mendukung 

upaya pencegahan praktek pencucian uang. Suatu pemerintahan dapat 

memiliki keuntungan tersendiri apabila praktek pencucian uang dibiarkan 

terjadi di negaranya, yaitu terkumpulnya dana yang sangat besar di dalam 

negeri yang dapat dibebani pajak." 

Faktar kesepulult adalah belum adanya kriminalisasi pencucillll Ullllg di 

negara yang bersangjrutan,,. Tanpa adanya peraturan yang melarang praktek 

pencuclan uang maka pencucian uang tidak dapat dikategorikan sebagai suatu 

tindak pidana yang diancam dengan hukuman (pidana). 

$$ Ibid, Hid. 43 
st. fbid. HaL 46, 
51 1hld. Hal. 47. 
56 Ibid,. Hal. 48, 
ulbid, Hal, SL 
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2.4. Mekauisme Kejabatan Pencuci~tn Uang 

Mcmbuktikan adanya suatu monq laundering bukanlah hal yang 

mudah, karena kegiatan money laundering dilakukan dengan sangat 

kompleks.60 Adapun yang melatarbelakaogi para pelaku pencucian uang 

melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan 

para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan proceeds of crime, 

rnemisahkan proceeds of crime dari kejahatan yang dilakukao, menikmati 

basil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelekunya, serta melakuken 

reinvestasi basil kejahatan untuk aksi kejahatAn selanjutnya atau ke dalam 

bisnis yang sah. 

Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka sedikitnya ada empat faktor 

yang harus diperhatlkan oleb pelaku pencucian uang, yaitu:61 

Pertarna, kepemilikan yang sehenarnya dan sumher yang 
sesungguhnya dari uang yang dicuci tersebut harus disembunyikan. 
Tidek ada gunanya melekuken peneucian uang apahila setiap orang 
mengetahui siapa yang memiliki uang tersebut apabila uang iru 
nantinya muncul di akhir dari proses pencucian uang tersebut. 
Kedua, hentuk uang tersebut heruslah herubah. Dana yang berasal dari 
pen<lagangan narkoha hampir dapat dipastiken ekan herupa uang tunai. 
Uang tunai ini haruslah dapat diubah bentuknya menjadi alat 
pemhayaran lain, misalnya cek. Ketiga, jejek yang ditinggalken olah 
proses pencucian uang haruslah tersamar atau tidak dapa.t diketahui 
(obscured'J. Tujuan dati pencuclan uang akan sia-sia apabila orang lain 
dapat mengikuti jalannya proses pencucian uang dari pemmtaan 
hingga akhir dari proses tersebut 
Keempat, pengawasan yang terus menerus horus dilekuken terhadap 
uang tersebut. Apabila praktek pencucian uang diketahui oleh orang 
lain pada saat proses pencucian maka mereka dapat mencuri ata:u 
mengs.m.bifnya, dan apabila demikian kejadiannya pemilik uang 
tersebut tentu tidak berani untuk menga.mbil tindakan hukum apapun. 

Agar keempat faktor tersebut di atas dapat tercapa~ meku proses 

pencucian uang tersebut harus dilakuknn dengan menempuh beberapa tahap, 

yaitu placement, layering dan integration, fl2 

60 Hazel Carol memberikm katakteristlk tindak pi dana pencuclan UAng sebagai salah satu 
bentuk White Collar Crime, yailu : tidal<: kasat rnata. sangat kompleks, ketidakjelusan korban. 
aturan hukum yang $UII3!" atau tidak jelas, serta sulit dideteksl dan dituntut. Dikutip Robinson 
Simbolon, "'Mewaspadal Pencucian Uang Mclalui Pasar Modal", Ju:rrull Hukum BiWs, Volume 
312003, Hal 53. 

61 Jeffrey Robinson. 71;e l.autidryman. Simon & Schuster~ 1994, Hal 11 
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l, Placement atau penempatan 

Tahap ini merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu 

tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang 

giral (cek, weset. sertifikat deposito, dan tain-lain) kembati ke dalam 

sistem keuangan terutama sistem perbankan 

Tahap penempatan ini dapat dHakuka.n dengan mendepositokan oang kotor 

tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga terjadi pergerakan fisik dari 

uang tunai baik melaJui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke 

negara lain, menggabungkan uang tunai yang berasat dari kejabatan 

dengan uang yang diperolell dari llasil kegiatan yang sal!, ataupun dengan 

melakukan penempatan uang giml ke dalam system perbankan. Selain iru, 

penempatan dapat dilakukan dengan rnengkonvesrsikan melalui penukaran 

ke dalam mata uang lain, transfer valas, melalui pembelian saham atau 

melalui real estate.63 

2. ~ring 

Diartikan sebagai t!ndakan yang dilakukan dangan memisallkan hasil 

tindak pidana dari sumbemya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui 

baberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini tordapat proses 

pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasii 

placemenl ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks 

yang didesain untuk menyamarkanlmenyembunyikan sumber uang haram 

tersebut. ~ring dapat pula dilakukan melalui pembukasn sebanyak 

mungkin ke relrening-rekening pemsahaan-pemsallaan fll<tif dangan 

memanfaatkan ketentuan rahasia bank. 64 

3. lnlegraJion 

Yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan· sebagai suatu legitimaJe 

exp/anaJion bagi basil kejahatan. Di sini uang yang dicuci melalui 

placement maupun layering diatihkan ke dalam kegiatan~kegiatan resmi 

62 Sutan Rcmy Sj!thdein~ Op,Cit. Hal33 
t>l N.H.T. Sialulan. Op.Cit HallO. 
64 Yunus Huscin. "Pi:ran PPATK daWn Mendeteksi Pencucian Unng", (di~ pada 

Video Confe.n:ru::e Nasional mengenai Undang~Undang Anti Peneucian Ua~tg. Kenali Nasabah 
Arula dan Pelapornn Transaksi Keuangen yang dlselenggarakan PPATK, BI, UJ. UGM, USU, 
UNDIP, UNAIR dan ELIPS di Jakarta, tanual29 Mei~Oktober 2004 di Jakarta), Hal 3. 
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sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas 

kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dilaundry. 

Pada tahap ini uang yang telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam 

sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum, Dalam hal ini, 

uang hasit aktivitas tersebut akan tampak tldak bcrkaitan dengan kegiatan~ 

kegiatan illegal sebeiumnya. Proses inlegrUJion ini terjadi apabila ptoses 

layering berhasil dengan baik. 6$ 

Menurut Burke. secara umum ada 3 (tiga) metode yang bertujuan 

untuk memanipulasi dan mengubah status dana illegal menjadi dana legal. 

Ketiga metode tersebut adalah : 66 

I. Scheme to buy and sell assets, goods cr seTVice 

Metode ini di!akukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai 

contoh, suatu asset dapat dibeli dan dijual kepada CO«conspirotor 

yang bersedia untuk membelilmenjuallebih tinggi dari harga yang 

sebenamya dengan tujuan untuk mendapatkan fees atau discounJ. 

Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang illegal dan 

kemudian dicuci meialui transaksi bisnis. Dengan cara seperti ini 

setiap asset. barang-barang atau jasa clapat diubah seolah-o!ah 

berasal dari uang legal me!alui rekening pribadi atau rekening 

perusahaan yang ada di suatu bank. 

2. Offshore Conversion Schemes 

Dalam metode ini, dana ilega! diallltkan ke wilayah yang 

merupakan Tax Heaven Money Laundering Cenlers dan kemudian 

disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada dalam wilayah 

tersebul Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli 

asset dan i.nvestasi (fund inveslmeftl). Di wilayah yang merupakan 

tax haven terdapat kecenderungan hukum perpajaklln yang lebih 

longgar. ketentuan kerahasiaan bank yang sangat keta~ dan 

prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan 

"~ Yunus Huseln. ibid Hall. 
66 Burk~ Traelt1s: 3llegnl Proceeds Workbook. dikutip oleh Yunus Hus.ein dalam. 

m'akalahnya yang berjudul "Telaah Masuknya Indonesia Ma.suk Dalam List Non Cooperative 
CoUJ1tries:andTerritorios oleh FATF On Money Lalltldering'". Hal 4-5. 
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adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, 

pembentukan dan kegiatan usaha lust fund maupun badan usaha 

lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberi ruang gerak yang 

leluasa kepada pergerakan dana melalui berbagai pusat keuangan 

di dunia. 

3. Legitimate Business Co/1Version Schemes 

Metode ini dipraktekkan melalaui bisnis atau kegiatan usaha yang 

sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan basil 

kejahatan. Hasil kejahatan dikonversikan melalui transfer, cek, atau 

instrument pembayaran lainnya yang kemudian disimpan ke dalam 

rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening 

bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan 

menjalankan usaha dengan mitre bisnisnya dan menggunakan 

rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat 

penampungan untuk hasil kejahatannya. 

2.5.Modus Operandi Dao lnstrumen yang Digunakao Dalam Kejabatan 

Pencucian Uaog 

Ada beberapa modus operandi yang seeing digunakan dalam 

melakukan kejahatan Money Laundering, yaitu : 67 

1. Kerja Sarna Penanaman Modal 

dalam modus operandi seperti ini, maka uang hasH kejahatan tersebut 

dibawa ke luar negeri. Kemudian, uang tersebut dimasukkan kembali ke 

dalam negeri lewat proyek-proyek penanaman modal asing (joint venture). 

Selanjutnya, keuntungan dari perusahaan joint venture tersebut 

diinvestasikan lagi ke dalam proyek-proyek yang lain, sehingga 

keuntungan dari proyek tersebut sudah merupakan uang yang bersih 

bahkan sudah terkena pemotongan pajak. 

2. Agunan Kredit Bank Swiss 

67 Munir Fuady, Hukum Perbanlwn Modem, Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Adit.ya 
Bakti,2004, Hall 57. 

Universitas Indonesia 

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH UI, 2009



33 

Dalarn hal ini uang basil kejahatan dlselundupkan terlebih dahulu ke luar 

negeri, dimana di luar negeri uang tersebut disimpan di bank tertentu. Dari 

bank di luar negeri tersebut, uang tcrsebut ditransfer ke bank Swiss dalam 

bentuk deposito. Kemudian. deposito tersebut dijadikan jaminan hutang 

atas pinjaman di bank lain di Negara lain (mtsalnya salah satu bank di 

Eropa). Uang da.ri pinjaman tersebut kemudian ditanamkan kemba.Ji ke 

negara osal dimllllll kejahatan yang menghasilkan uang tersebut dilakukan 

dan uang yang demikian sudah menjadi uang yang bersih. 

3. Transfer ke Luar Negeri 

Dalam hal ini uang hasil kejahatan tersebut ditransfer ke luar negeri lewat 

cabang bank luar negeri di negara asal kejahatan. SelaJUutnya, dari luar 

negeri uang tersebut dlbawa kembalf ke da!am negeri oleh orang tertentu, 

seolah-olah uang tersebut bern.sal dari luar negeri. 

4. Usaha Tersamar di Dalam Negeri 

Suatu perusahaan samarnn di dalarn negeri didirikan dengan uang basil 

k~ahatan tersebut. Perusahaan tersebut kemudian berbisnis dan tidak 

menjadi soa! apakah perusahaan tersebut untung atau rugt Akan tetapi. 

seolah-olah yang tetjadi adalah perusahaan yang bersangkutan Ielah 

menghasilkan uang bersih. 

5. Tersamar Dalam PeJjudian 

Dalam hal ini dengan uang basil kejahatan ter.;ebut didirikanlah suatu 

usaha peJjudian, sehingga seolah-olah uang tersebut sebagai basil darl 

usaha judi tersebut Atau dibeli oomor undian berhadiah dengan nomor 

menang yang dipesan dengan harga yang tinggi, sehingga seolah-olah 

uang tersebut ada!ah basil dari menangaya undian tersebut. Namun di 

Indonesia modus pencucian uang dengan cara menyamarkan di daJarn 

peJjudian tidak dapat dilakukan karena pada prinslpnya peJjudian 

merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia sesuai dengan aturan di 

dalamKUHP. 

6. Penyamaran Dokumen 

Dalam metode ini uang tersebut tidak kemana-mana, tetapi tetap di dalam 

negeri. Namun demildan. keberadaan uang tersebut didukung oleh 
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berbagai dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga ada 

kesan uang tersebut berasal da.ri bisnis yang berhubungan dengan 

dokumen yang bcrsangkutan. Rckayasa dokumen tersebut misalnya 

dengan melakukan double invoice dalam hal ekspor-impor. sehingga uang 

tersebut scolah-<.t!ah merttpakan hasil dari bisnis ekspor-impor tersebut. 

7. Pinjaman Luar Negeri 

Uang hasil kejahatan dalam hal ini dihawa ke luar negeri, Jadi, seolah-oloh 

uang tersebut diperofeh karena pinjamsn (bantuan kredit) dari luar negeri. 

8. Rekayasa Pinjaman Luar Negeri 

Oa1am hal ini uang basil kejahatan tersebut tidak dibawa kemana~mana, 

tetapi tetap di negeri asal kajahatan. Namun demikian, dibuat sualu 

rekayasa dokumen seakan-akan ada bantuan pinjaman dari luar negeri, 

padahal sama sekali tidak ada pihak yang memberikan pinjaman tersebut. 

Sedangkan instrument yang digunakan dalam melakukan praktek 

money laundering lni adaiah : 

I, Bank dan Lembaga Keuangun Leinnya. 

Banyak jasa yang ditawarkan oleh bank atau oleh lembaga keuangan 

Jainnya dapat digunakan untu.k mernutihkan uang hasil kejaha.tan. Berikut 

ini contoh--contob penggunaan jasa-jasa tersebut ; 

I) penukarnn uang basil kejahablll. Misalnya, menukar pecahan kecil 

dengun pecahan besar. 

2) Penukanan uang basil kejahablll dengun simpanan dengun nama 

palsu. 

3) Penggunaan &ife Deposit Box untuk menyembunyikan uang basil 

kejehatan. 

4) Penggunaan lllsilitas transfur, dimana uang hasil kejehatan 

ditransfur ke tempet yang diingiakan. 

5) Penggunaan fasilitas electronic fond tranifer untuk membayar 

transaksi yang tidak sah (seperti transal<si nadrotika), atau 

menyimpan/mendistribusikan hasil transaksi yang tidak legul 

tetsebut 

Universitas Indonesia 

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH UI, 2009



35 

2. Perusahaan Swasta 

Untuk itu didirikan perusahaan-perusahaan dari uang hasil kejahatan untuk 

maksud transaksi ftktif. Dengan demikian. seolah-olah perusahaan tersebut 

memberikan keuntungan yang sah. 

3, Real EstaJe 

Pencucian uang juga dapat dilakukan dengan jalan membeli membeli dan 

menyewakan real esulle. Untuk dapat memudahkan operasionatnya. pihak 

pelaku money laumlering dapat mendirikan perusahaan real estate, yang 

akan bertindak sebagai agen atau pemborong. 

4. Deposil Ta!cing Inslilulion dan Money Changer 

Keberadaan Depl)sit Taking Institution (DTI) juga merupakan samoa )'lll'lg 

ampuh bagi pihak yang berkeinginan unruk melakukan tindakan Money 

Laundering. Pihak Deposit Taking lnstitoJion (DTI) seperti Chartered 

hank. tru.rt company atau credil union memberi banyak kemudahan yang 

cukup bermanfa.at bagi pelaku money laundering. Misalnya, sistem kliring 

yang efisien, lokasinya yang berada dalam negara yang stabil secara. politis 

dan ekonomis. prinsip kerahasiaan bank yang sangat dipegang teguh, dan 

Jain~lain. Cara-cara melakukan kegiatan Money lAundering dengan 

memakoi Deposit Taking Institution {DT[)~ antara lain dengan jalan: 

a. transfer uang meJalui teleks dan surat berharga. 

b. Penukanln valuta asing 

c. Pembelian obligasi pernerintah, dan treasury bills. 

Selain itu, perusahaan-parusahaan money changer juga sering digunakan 

sebagai tempat pencucian uang. 

5. lnstitusi Penanaman Uang Aslng 

Pihak )'lll'lg melakukan kagiatan 11W""J' laundering ini kadangkala 

memanfaatkan pihak institusi penanaman uang asing, dimana pihak 

penanaman uang asing bertindak selaku perantara anblr mafia k<;jaltatan 

dengan pihak perbankan, dan dalam hal ini n.antinya uang tersebut 

didepositokaa pada bank tersebut 
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6. Pas.ar Modal Dan Pasar Uang 

Lembaga pasar modal juga merupakan tempat yang ampuh bagi pihak 

penjahat untuk memutihkan uang-uangnya. Misalnya, ditakukan dengan 

membeli efek~efek yang ditawarkan di pasar modal lewat pihak broker, 

dengan tetap menjaga kernhasiaan identitas pelaku,. misalnya dengan 

menggunakan rekening orang lain. Atau dapat juga dilakukan dengan 

melakukan suatu private placement ke t.!alam suatu perusahaan di mana 

kemudian perusahaan tersebut go public di pasar modal. Selain pasar 

modal, pasar uang (nasional atau intemasional)juga sering digunakan oleh 

peiaku pencucian uang tersebut. 

7. Emas Dan Barang Antik 

Dapat juga uang hasil kejahatan diputihkan dengan jalan rnembeli ernas 

dan bamng antik, sehingga diharapkan dengan pernbelian tersebut, uang 

hasil kejahatan tersebut sudah berubah bentuk Kemudian, pada wakttt 

yang tepa! ernas dan barang antik lersebut dijudikan uang kembali, 

sehingga setelah itu. uang tersebut sudah menjadi bersih. 

8. Konsultan Keuangan. 

Jasa kantor konsultan keuangan atau konsultan manajemen juga sering 

dipergunalGtn oleh mereka yang melakukan kegiatan money laundering. 

Dalam kasus Bank of Credit & Commerce lntemational (BCC/) misalnya. 

jasa kantor konsultan keuangan/ manajemen juga sering digunakan. 

Penggunaan jasa kantor konsultan keuangan dalarn kegiatan money 

laundering dilakukan dengan jaian dibukanya rekening di bank tertentu 

atas nama kantor konsuJtan keuangan tersebut. Kemudian, mengalirlah ke 

rekening tersebut setoran cek kontan, money onler atau cashier's checks. 

Selanjutnya, dilakukan perinlah transfer terbadap dana dalam rekening 

tersebut ke bank-bank, misalnya bank Cayman Islands. 
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2.6.Dampak dan Kerugian Akibat Pencuciao \lang 

John McDowell dan Gary Novis, dari Bureau of Jnrernational 

Narcotics and Law Enforcement Affairs, US Departemenl of State, 

mengcmukakan beberapa dampak pencucian uang sebagai berikut: sa 

a.Merongrong sektor swasta yang sah 

Para pelak.u pencucian uang seting menggunakan perusahaan­

perusahaan (front ccmpcmies} untuk mencampur uang haram dcngan uang 

sab sebagai upaya untuk menyembunyikan uang hasil kejahatannya. 

Perusabaa.n-perusahaan (front companies) tersebut memiliki akses kepada 

dana harnm yang songat besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka 

mensubsidi barang dan/atau jasa: yang diproduksi oleh perusahaan~ 

perusahaan tersebut, sehingga banmg dan jasa tersebut dapat dijual jauh di 

bawah harga pasar." 

b. Merongrong integrit>s pasar-pasar keuangan 

Lembaga-lembaga keuangan (financial institutions) yang 

mengandalkan kegiatannya pada dana basil kejahatan dapat menghadapi 

bahaya likuiditas. Misalnya uang dalam jumiah yang sangat besar 

kemudian dieuci dengan cam rnenempatkan ke dalarn sebuah bank. lalu 

secara tiba~tiba uang tersebut ditnmsfi::r o!eh pemiliknya ke suatu bank lain 

dengan menggunakan wire tranifers.70 

c. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terlladap kebijnkan 

ekonominya 

Setelab uang htiSil kejahalan dicuci melalui berbagni rnekani.sme 

palapisan, kemudian pelaku pencucian uang lebih suka menanarnkan 

kembali dana tersebut hukan di negam-negam yang dapat memberikan 

rales of return yang lebih tinggi daripada di negaranya, nkan tetapi di 

negam-negara yang menernpkan ketentuan mbasia bank (bank secrecy) 

yang k.etat atau yang tidak memiliki undang~undang pencucian uang atau 

611 John McDowell dan Gary Nnvis "The Coosequences of Money Laundering and 
Financial Crime", May 2001, httniiJwww.uste.as.&o~ 

69 Kegiatan scperti tersebut di atas dapat mCI'Igakibatkan teqrukulnya peru.sahaan­
perusahun yang beketja secara sah yang ti:dak mampu untuk berkompetisi untuk menjual barang 
danialau !:"' di lmwablmg& I""""· 

Hal ini sudah tentu dap4t menimbulk:an masalah likuiditas bagi bank yang _ .... 
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yang dikenal lemah di rlalam menegakkan undllflg~undang pencuclan 

uang.71 

d.Timbulnya distorsi dan ketidaks~abilan ekonoml 

Pelaku pencucian uang tidak tertarik: untuk memperoleh 

keuntungan dari invcst.asi atas uang basil kejahatan yang mereka takukan, 

akan tetapi lebih tenarik untuk menginvestasik:an dana di kegiatan~kegitan 

yang aman dari pengawaSi.tn otoritas peneg&k hukum. wa1aupun kegiatan 

tersebut tidak menjanjikan return of investment yang tinggi.72 

e.Mengurangi pem:lapatan negara dari sumber pembayaran pajak 

Praktek pencucian uang mengakibatkan berkurangnya pendapatan 

pajak (loss of revenue), yang akan mengakibatkan tingsinya tingkat 

pembayaran pajak (higher lax rates) daripada tingkat pambayaran pajak 

yang nonnal seandainya uang hasit kejahatan yang tidak dipajaki itu 

merupakan dana yang halal yang dapat dibebani wajib. 

f. Membahayakan upaya~upaya privatisasi peru~aan~perusahaan negara 

yang dilakukan oleh pemerintab 

Praktek pencucian uang dapat mengaocam upaya-upaya 

privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilalrukan oleh pemerintah, 

yaitu bitamana pelaku pencucian uang menggunakan uang basil 

kejahatannya untuk mentbeJi saham~saham perusahaan ntUik negara yang 

akan diprivatisasi dengan panawaran barga yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan panawar lain." 

g. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara 

71 Prefernnsi yang dcmikian dapat mengancrun kestabUan morn::lcr, yaitu tetjadjnya 
perubahan-perubahan terhadap jumlah pern~irttaan uang dan meningkat.k.an volati!itas dari arus 
modal intemosional {fnfernatlcnal Mpitaljlaws), bunga dan ni\ai tukar mata uang yang tidak dapat 
dijelaskan penyebabnya 

n. Apnbilii: temyat.B investas! yang ditakukan tersebut kemudian tidal<: dapat lagi 
memenuhi kebutuhnn pdaku pencucian ui\Ilg untuk menutupi kcgialan peneuclan uangnya 
tersebut, roW pcluku pcncucian ~ tidak akan ragu-.tag\1 Wltuk merUnggalkm i.nvestasin)IS 
tersebut Kegiatan seperti hal tersebut dapal mengganggu pertumbuhan ekonomi dari negero di 
mana investasi itu dilakukan. 

n Apabi!a pelaku pencucian uang dapai memperoleh $lham perusehaan negam yang 
diprival.isasi» mBka keduduknn pelaku pcncucian nang nkan sangat amen dan dikhawatirkan 
perusahaan tersebut akan dlgunllkan sebagai tempat untuk mencuci uang lm:it ke:jahatan yang 
lainn}"a. 
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Marn:knya kegiatan pencucian uang di suatu negara mengakibatkan 

terkikisnya kepercaya.an pasar terhadap negara tersebut. Rusaknya reputasi 

sebagai aklbat kegiatan terscbut dapat mengakibatkan hilangnya 

kesempatan·kesempatan global yang akan mengganggu pembangunan dan 

pertumbuban ek:onoml negara yang bersangkutan. 

h. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi 

Kegiatan pencucian uang merupakan kegiatan yang 

memindahkan kekuatan ekonomi pasar, pemerintah. dan warga negara 

kepada para penjabat. Besamya kekuatan ekonomi yang dapat dihtmpun 

oleh penjahat dari keg:iatan mereka dalam melak.ukan pencucian uang 

tersebut dapat menimbulkan al<ibat yang tidak bnik dnbnn seluruh unsur 

masyarakat. 

2.7. Tiodak Pidana Lain Yang llukaltao Deogao Tindak Pidana Peoouoian 

Uang. 

Tindak pidana Jain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian 

uang adalah sebagaimana diatur dalam Pasa1 S dan Pasal I 0 Undang­

Undang Nomor 15 Tahun 2002, serta P!ISal9, Pasal 10 a dnn Pasa1 17 a 

Undnng-Undnng Nornor 25 Tahun 2003, yang berbunyi:74 

l. Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak 
menyampaikan laponm kepada PPA TK akan dikenai pidnna. 

2. Setiap orang yang tidak melaporkan uang wnai berupa rupiah 
sejum1ah Rp I 00.000.000,00 (seratus juta rupiah) amu 1ebih 
atau mata uang asing yang: nilainyti setam dengan itu yang 
dibawa ke dnbnn atau ke 1uar wilayah Negara Repub1ik 
Indonesia juga dipidnna. 

3. Penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang 
bersangkutan dnngan perl<ara tindnk pidnna pencucian uang 
yang sednng diperiksa membocorkan idnntitas pe1apor 
sahagaimllna dimaksud dn1am Pasa1 39 ayat (1) dnn Pasal4l. 

4. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, 
bnkim, dan siapapun juga yang mompero1eh dokamen dnnlatau 
keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut 
Undang-Undnng in~ wajib merahasiakan dolrumen dnnlatau 

14 Indonesia Undang-Undimg Repyblik lmkmesia lentang Tind'ak Pidana Pencucion 
Uang. Undung-Undang Ncmor 15 Tahun 2002, Op.Cit, Pasal 9 dan pas.ai 10. dan Indonesia, 
Umfang~Undang Repuhlik lmionesia r.tnfang PtJrubahtm Arm Undang..Undang Nomor /5 Tahun 
2001 tentang Trndak Pidana Pencucian Uong, Undang ~ Undang Nomor 2S Tahun 2003, LN. 
No.I OS Talwn 2003,0p.Cit,. Pas!il9, PttsallO a dan Pasa! l7 a. 
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keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban 
menurut Undang-Undang ini. Sumber keterangan dan laporan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam 
persidangan pengadilan. Pejabat atau pegawai PPATK, 
pcnyidik, pcnuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang 
karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (I} dan 
ayat (2) akan dipidana. 

5. Direksi, pejabat, alau pegawai Penyedia Jasa Keuangan 
dilarang memberitahukan kepada pengguna jasa keuangan atau 
orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan 
cara apapun mcngenai laporan Transaksi Keuangan 
Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan 
kepada PPATK. P~jabat atau pegawai PPAT~ serta 
penyelidiklpenyidik dilarang memberitahukan laporan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada pengguna jasa 
keuangan yang telah dilaporkan kepada PPATK atau penyidik 
secara langsung atau tidak langsung dengan cara apapun. 

Setelah membaca uraian di atas kita mengetahui bahwa pencucian 

uang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Rezim anti pencucian uang di 

Indonesia meliputi sistem peradilan pidana pencucian uang dimana di 

dalamnya terdapat sebuah lembaga yang bertindak sebagai Financial 

Intelligence Unit (FlU) yaitu PPATK. Untuk itu pada Bab berikutnya 

penulis akan menguraikan mengenai PPATK dan fungsinya sebagai 

Financial lnlelligence Unil. 
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FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT DAN PUSAT PELAPORAN 

DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPA TK). 

Setelab kita menguraikan mengenai tindak pidana pencucian uang. 

pada bab ini penulis akan menguroikan mengenai Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang merupakan Financial 

Intelligence Unil di Indonesia. 

3.1. Financial lnte//igence Unit (FlU) 

Besamya perhatian bangsa - bangsa terbadap tindak pidana 

pencucian uang terutama karena pengaruh yang ditimbulkannya. nntara 

lain berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan 

kemungkinan gangguan terhadap pengendallan jumlah uang beredar. Hal 

ini karena akumulasi dana yang mampu dieksploitasi oleh aktivitas 

pencucian uang ini mencakup jumlah yang sangat besar? meski sulit untuk: 

memperkirnkan jumlab pastinya karena sifat dari kegiatannya yang 

tersamnr. 

Untuk memerangi kegiatan - kegiatan peneueian uang di sebuah 

negara, pada umumnya dibentuk oleh negara ib.l !embaga khusus yang 

disebut Financial Intelligence Unit atau disingkat FlU. Suatu FlU adalah 

suatu lembaga atau kantor yang mcnerima lnfonnasi keuangan, 

menganalisis atau memproses informasi tersebut. dan menyarnpaikan 

hasilnya kepada otoritas yang berwenang untuk menunjang upaya - upaya 

memberantas kegiatan pencucian uang,73 

Keberadaan FlU ini pernuna knfi diatur secara implisit dalam Empat 

Puluh Rek:omendasi (Forty Recommendations) dari Financial Action Task 

Force on Money Laundering (FA TF). Rekomendasi ini merupakan stan dar 

yang dikeluarkan oleh FATF dan diharapkan dipakai oleh masing -

masing negara dan diterapkan secam intemasional dengan konsisten. 

Rekomendasi pertama kali dikeluarkan pada tahun 1990, kemudian 

15 Sutan Remy Sjahdeini. Op.OL Hel.247. 
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direvisi tahun 1996 dan sekarang dalam proses direvisi kembali. f ATF 

didirikan tallUn 1989 dengan sponsor utama negara- negara industri besar 

(Group of Seven atau 07 dan European Union). F ATF beranggotakan 29 

Negara dan dua organisasf intemasional. yaitu the European Commission 

dan the Gulf Cooperation Cuunci/. 1~ FlU merupakan salah satu 

infrastruktur terpenting dalam upaya pencegallan dan pemberantasan 

kcjahata.n peneucian uang di masing - masing negara. Keberadaan 

lembaga k.husus ini mutlak ada dan memainkan peranan yang sangat 

strategis karena masalah pencucian uang meru,akan persoalan yang eukup 

rumit, meJibatkan organiud crime yang memahami berbagai teknik dan 

modus kejahatan yang canggih. 

Tugas pokok FlU secara garis besar menurut identifikasi yang 

dilakukan oleh EGMONT Group71 di seluruh dunia yang bertujuan anta:ra 

lain mendorong keljasama antara FlU, meningkatkan keahlian dan 

kelenlmpilan ~nil FlU adalah sebagai berikut :" 

(J) Menerima Japoran suspicious transaction reports dan currency 
lnmsaction reports dati plbak pelapor; 

(2) Melaknkan analisis atas !aporan yang diterima dari pihak 
pelapor. Dalam kaitan tugas ini FlU mengeluarkan pedoman 
untuk mengidentiflkasi tmnsaksi yang wajib dilaporkan ; dan 

(3) Meneruskan basil analisis lapnran kepada pihak yang 
berwenang. 

Sementara untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya FlU 
setidaknya memiliki kewenangan : 

a. Memperoleh dokumen dan infonnasi tambahan untuk 
mendukung ana.Usis yang dilakulmn ; 

b. Memiliki akses yang memodai terbadap setiap orang atau 
lemhaga yang rnenyediakan informasi keu.angan~ 
penyelenggara administn!si yang terkait dengan transaksi 
keuangan dan aparat penegak hukum ; 

c. Memiliki kewenangan untuk: menetapkan sanksi terhadap 
pihak pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan; 

d. Memilik.i kewenangan untuk menyampaik.an informasi 
keuangan dan infonnasi intelijen kepada lembaga yang 

'!fJ Ytmus Husein. Bunga Ram pal Anti Pencucian Uang, Cet.L (Book Terrace & Library, 
2007), hat 245. 

11 EGMONT Group adalah suatu forum yang keanggotaannya terdiri dari finaooial 
Intellegence Unit (Fill). 

,..Ibid, hal248. 
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bcrwenang di dalam negeri untuk kepentingan penyelidikan 
dugaan tindak pidana pencucian uang; 

e. Melakukan pertukaran informasi mcngenai informasi 
keuangan dan informasi intelijen dengan lembaga sejenis di 
luar negeri ; serta 

f. Mcnjamin bahwa pertukaran infonnasi sejalan dengan hukum 
nasional dan prinsip - prinsip intemasional mengenai data 
privacy dan data procection. 

Dalam praktik intemasional terdapat empat jenis FlU, yaitu sebagai 

berikue9 

a. Police Model (Law Et(orcement Type) 

Model ini merupakan model kepolisian yang biasanya juga diletakan di 

bawah institusi kepolisian. Laporan transaksi keuangan yang 

mencurigakan atau laporan transaksi tunai ditujukan langsung pada 

lembaga ini yang pada umumnya mempunyai kewenangan melakukan 

penyidikan, seperti di Austria yang bemama A-FlU (Central 

Deportment againts Organised Crime) yang merupakan bagian dari 

"Ministry of internal Affairs", Jerman yang disebut BKA 

(Buruies/rrfminalamt) bagian dari Germany Federal Police Office, dan 

lrlandia yang bemama MLIU (Money LaWldering Investigation Unit) 

yang memiliki kewenangan selain meneri.rna dan mengumpulkan serta 

penyidikan juga rnerniliki pengawasan peraturan AMI., fungsi 

kepetuhan, training pihak pelepor."' 

b. Judicial Model 

Dalam model ini mernpakan model FlU yang tidak independen dan 

biasanya laporan transakai yang mencurigakan ditujukan pada Kantor 

Kejaksaan Agung untuk diproses, karena model ini memiliki wewenang 

intelligence gathering, active investigation, prosecutio14 seperti di 

Cyprus - MOKAS (or Unit for Combating ML - in English) dan 

Luxembourg -l'JU- LIX (Anti Money Laundering Service). 

~ Yl.Ultl$ Hu.sein. .. PPATK ; Tugas. Wewenang, don Penmannya dalam Membemntas 
TindakPid.atui Pencucian Uang"'. Juma.l Hukum Bisnis. Volume 22.12003 ::25, 

w PlU lain yaitu termt1Sttk Swedia yaitu FlPO (FinoitSpalisen). Swiss yaitu MROS 
{Money Laundering Reporting Office Switzerland), dan United Kingdom disebut ECU (EconomiC 
Crime Unit). 
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c, Model Gabungan (Hibrid Type) 

Dalarn model ini status lembaganya baik yang independen maupun 

tidak independen, dan laporan ditujukan pada joint police a tau judicial 

unit sebagai institusi gabungan, seperti di Denmark yang disebut 

HvldvasksekrelariaJel (Ine ML Secretariat). Norwegia yang discbul 

OKOKRIM (ML Unit), Hongkong bernama JFIU (Joint Financial 

Inteligence Unit), Thailand dengan nama AMLO (Ami Money 

Laundering Office) dan f'ilipina AMLC (Anti Money Laundering 

Council). Keduajenis yang terakhir ini akan dijelaskan lebih ia:;jut. 

d. Administrative Model 

Model ini merupakan lembega independen yang berada di bawah 

pemerintaban (AUSTRAC (Australia), FINTRAC (Kanada), FinCEN 

(Amerika)), dan di bawah Bank Sentrnl (Malaysia) serta di bawah 

FinartCiaJ Service Aullwrity (Jepang), yang memUiki kewenangan 

Intelligence gathering saja, 

Metihat keempat model FlU tersebu~ dapat diketabui bahwa jenis­

jenis tersebut didasarl<an pada keberadaan otoritas lembaga FlU dan 

wewenang yang dimilikinya, yang masing·masing memiliki petbedaan 

dalam hal besar don kecilnya, struktur dan organisasinya, serta tanggung 

jawabnya yang sernuanya tergantung pada pengaturan masing-masing 

negara. Dari model-model FlU di atas. Administrative Type memiliki 

kewenangan paling sediki~ sedangkan Hybrid Type (gabungan) rnerniliki 

kewenangan paling luas. seperti Thailaod - AMLO (Anti Mnney 

Laundering Office) dun Philippines - AMLC (Anti Money Laundering 

Councif). 

Menurut pendapat penulis bahwa dari keempat model tersebut 

apabila berdasarkan keberadaan lembaganya yang paling ideal adalah 

model yang tidak berada di bawab struktur suatu lernbaga pernerintah 

ataupun lembaga lainnya, Hal ini dikarenakan unluk menjaga indepaodensi 

atau kemandirian dalam mngka palaksanaan tugas FlU itu sendiri dan 

pelaksanaan fungsinya tldak ada intervensi dari pihak lain. Tetapi yang 
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perlu menjadi perhatian untuk melihat tingkat keberhasilannya adalah 

sejauhmana tugas dan wewenang yang dimiliki lembaga dari rnasingw 

masing negara tersebul. 

PPATK yang apabila dilihat dari keempat model FlU di atas 

merupakan model yang kccmpat yaitu Administrative Model, karena 

PPA TK rnerupakan lernbaga independen yang langsung bertanggung 

jawab kepadn Presiden, 111 Model ini lebih banyak berfungsi sebagai 

perantara antara masyarakat atau 1embaga~lembaga jasa keuangan dengan 

lemhaga penegak hukum, Laporan yang masuk alum dianalisa terlebih 

dahulu oleh PPATK dan kernudian dilaporkan kepada lernbaga penegak 

hukum, balk Kepolisian maupun Kejaksaan. 

Berangkat dari model-model Financial Intelligence Unit 

sebagaimana Ielah dipaparkan diatos, dapat dijelaakan bebempa contob 

FlU di bebempa negam yaitu sebagai berikut : 

a. Austtalia 

Nega.ra ini memitiki fembaga yang khusus menangani money 

laundering yaitu Autralian Transaction Reports and Analysis Certtre 

(AUSTR.4C), sebagaimana didirikan pada pada tahun !988 dengan 

Financial Tranraction Reports Act (the FTR Act).82 

AUSTRAC merupakan bentuk FlU yang sejenis dengan PPATK 

yaitu termasuk tipe Administrasi, kemudian da1am laporan tahurum 

AUSTRAC disebutkan bahwa: 

... Following the money trail assists the detection, investigation 
and prosecution of persons iTtVOived in major crime and tax. 
evasion both in Australia ami overseas.113 

11 Pasal 18 ke {2)dan (3) UndJmg-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pcrnbahan 
Atas Undang-undang Nomor J5 TMun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang J811& 
berbunyi: 

(2) PPATK sebagWrnana dlmaksud dalam ayat (1) adalBh lembap. yang independen 
dalam melaksanakan tug1.1s dan kewenangannya, 

OJ PPATK bertanggungjawab kepadaPrcsiden. 
Annual &pon AUSTRAC lDfJ0-2001, P'"rewing Our Role In Context, Chapter I,. 2001, 

Hllll. 
113 Ibid 
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Dengan meliha.t uratan tersebut. maka dapat diketahui bahwa 

AUSTRAC memiliki peranan pokok yaitu melacak jejak bergulimya 

uang dengan membantu mendetcksi, menyelidiki dan melakukan 

pcnuntutan terhadap mereka yang terllbat dalam kejahatan bcrat dan 

penghindaran pajak l:mik di dalam maupun luar negeri. Sehingga hal tni 

merupakan kesamaan dengan PPATK yang dinyatakan secara tegas 

dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang bahwa PPATK 

memiiiki tugas atau peran membantu penegak hukum dalam 

memberantas tlndak pidana. 

Kemudian AUSTRAC mempWlyai potan baik sebagai badan 

pengatur atau regulator yaitu seperti halnya wewenang yang dimiliki 

PPATK untuk mengawasi apakah Jernbaga penyediajasa keuangan teJah 

memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan FTR (undang-undang 

money launderlng) maupun peran sebagai badan intelijen keuangan yaitu 

mengumpulkan, menganalisa dan penyebaran informasi. Narnun 

AUSTRAC tidak memiJiki kewenangan untuk meminta infonnasi'i 

sehingga Iebih bersifut pasif dibandlngkan PP A TK yang memiliki 

kewenangan meminta infonnasi. 

Apab!la dilihat dari kelembagaannya, posisi kelembagaan 

AUSTRAC berbeda dengan PPATK, yaltu merupakan bagian dari tugas 

Jaksa Agung, benanggung jawab kepada Menteri Kebakirnan Kebiasaan 

(ada!) yang memiliki kewenangan luas dalam pelayanan dan penanganan 

masalah-masalah hukum dan keadilan." Sedangkan PPATK merupakan 

lembaga yang berdiri sendiri yang bertanggung jawab langsung kepada 

Presiden. 

b. Thailand 

Dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Thailand 

dibentuk suatu lembaga yang bemama The Qffice Of Anti Mon£y 

Laundering {AMLO). AMLO merupeknn lembaga independen seperti 

halnya PPATK di mdonesia, tempi AMLO memlliki wewenang yang 

e.. Yunus Husein. Proses LegislatL.Op..Cit, Hall3. 
~~ Ibid 
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lebih dibandingkan dengan wewenang PPATK. yang dapat dilihat yaitu 

·"' 
/. lnteligence gathering 
2. Irwestigation 
3. Asset forfeilureicarifrscalirm 
4. Asset manDgemenl program 
5. Training/socfa/iwtion 

Melihat wewenang yang dimillki tersebut nampak bahwa AMLO 

mempunyai banyak wewenang yang tidak dimiliki oleh PPATK yaltu 

asset management program, trainin?f.vocialization, Investigation, dan 

Asset forfoiturelcorifucatfon. Namun AMLO tidak memiliki kewenangan 

untuk mengatur (membuat peraturan atau )serperti yang telah dimiliki o1eh 

PPATK. 

Sebenarnya, kowenangan yang dimiliki AMLO lebih pada 

lnielligence gathering, asset managemenf program, dan 

training/sociolizaiion saja, sedangkan kewennngan investigation tindak 

pldana pencucian uang tetap diJaksanakan oleh Polisi dan penuntutannya 

ofeh jaksa atau bersifat koordinatif. Kemudian yang menarik di Thailand 

adalah adanya lembaga «Transaction Commile" yang dipimpin oleh 

Pimpinan AMLO (Sekretaris Jenderal) yang ditunjuk oleh Anti-Money 

laundering Board (di Indonesia scperti Komite TPPU), yang memUiki 

kewenangan untuk melakukan civil forfeiture (penyitaan perdata). Aset 

basil penyitaan perdata ini dikelola oleh AMLO melalui Asset 

Management Program.fJ1 

c. Filipina 

Di Filipina juga mempunyai lembaga anti money laundering yang 

disebet Anii-Money lAundering Council (AMLC). AMLC dapat dikatakan 

sebagai FlU yang memiliki kewenangan paling luas, yaitu dimulai dari 

lnteligence gathering. Investigation, Arrest, Asset Foifeiture (including 

civil fmfeiture). Prosecution~ bingga Impose sanction. Kemudian yang 

lebih menarik yaitu kewenangan penuntutan yang Ielah dimilikinya, 

16 Yunus Huscln. Pembangu.rwn Rezim Anti Pencuci~m Uang, Op..Cit, Hal 8 • 
• 1 Ibid 
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seperti halnya wewenang penuntutan yang dimiHki FlU d.alam Judicial 

Type seperti Cyprus- MOKAS (or Unil for Combaling ML- in English) 

dan Luxembourg- FlU- LIX (Anti Money Laundering Service), 

Kewenangan ini secara mandiri dimiliki oleh AMLC, namun da!am 

pe1aksanaannya se1alu berkoordinasi dengsn instansi yang berwenang 

seperti rnenangkap orang, Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan 

luasnya kewenangan yang dimiliki maka di dalam FJU-nya berbentuk 

dewan, yaitu Governor of the Central Bank sebagai Ketua dan ihe 

Commissioner of insurance Commission and CJwirmon of the Security 

Exchange Commission sebagai anggota.88 

Memperllatikan beberopa contoh FlU tersebut diatas. maka dapat 

diketahui bahwa pada dasamya FlU termasuk PPATK sendiri, memiliki 

per.man yang tidak jauh berbeda sesuai dengan tugas dan kewenangan 

rnasingMmasing, meskipun dengan bentuk/model dan corak sendiri»Sendiri. 

PPATK merupakan satu jenis dengan AUSTRAC yaitu model 

Administratif. dan berbeda dengan AMLO dan AMLC yang merupakan 

model gabungan dan memiliki kewenangen yang paling banyak 

dibandingkan dengan model lainnya, namun PPATK memiliki kelebihan 

kewenangan yang tidak dimiliki oleh ketiga FlU tersebut yaitu 

kewenangan untuk mengatur. atau membuat pedoman bagi pihak wajib 

!aper. 

Kewenangan yang perlu diperbatikan deli ketiga FlU tersebut, 

untuk mengoptimalkan kinerja PPATK yaitu sebagaimana kewenengan 

yang telab dimiliki oleh AMLO, antara lain menyangknt penyitaan aset 

dari hasil kejahatan dan pengelolaan aset tersebut. Hal ini sangat 

belTilllllfaat bagi penegakan hukwn di Indonesia, karena disamping dapat 

memutus aliran dana yang digunakan untuk kejabalan, juga dapat 

dimanfaatkan untuk pemasakan keuangan negara bukan pajak. 

88 Ibid. Hal l L 
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3.2.Sejarab Pusat Pelaporao dao Aoalisis Tr:ansaksi Keuangao 
(PPATK). 

Pada tataran intemasional lahimya suatu rezirn untuk mcrnberantas 

pencucian uang sebenamya dimulai pada saat masyarakat intemasional 

merasa gagal dalam upaya memberantas kejahatan yang bcrkaitan dcngan 

obat bius dengan segala jenisnya. 89 Tujuan rezirn intemasionat adalah 

mengatur dan mengawasi transaksi tertentu dan kegiatannya dengan 

mengadakan prosedur intemasional, hukum dan kelembagaannya, dan 

rezim inl mempunyai subrezim yang bertugas mengatur arus perputaran 

dana intemasionaL termasuk diantaranya ketentuan anti pencucian uang.90 

Saiah satu C<Jntoh subrezim dalam upayo melawan kegiatan nu:me:y 

laundering yaitu The Financial Aclion Task Force on Money Laundering 

(FATF) oleh kelompok 7 negora (G-7), dalam""""' G-7 Summit di Paris 

pada bulan Juli 1989, yang semula bertujuan untuk mememngi money 

laundering, retapi pada saat ini FA TF telah memperluas misiny~ yaitu 

seJain memberantas pencucian uang juga memberantas pembiayaan 

terorisme,9' dan Caribbean FATF on Money Lmmdering(CFATF),"' 

merupakan subre<im yang diawali dalarn hentuk infonnal dan secara 

bertabap akhimya menjadi formal. 

11ze Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) 

merupakan sal.ah satu subrezim anti penoucian wmg yang memilik:i peran 

di dunia intemasional. Salah satu penmnya adalah menetapkan kebijakan 

dan langkah-langknh yang diperlukan dalam bentuk rekomendasi'' 

tindakan untuk rnencegah dan memberantas pencuoian uang, yang sejauh 

119 Yerlii Gamasih. Op.Cit, Hall26. 
90 Ibld, Hal 137. 
91 Suwn Rerny Sjsdelni, Kejahatatt Asal (Prcdit;.(lte Crimes) dJJn Ker)a S4fflQ 

lnte17'11JSic:mal ))almn Rangka Pemberanla.ran Pem:ucit:m lftzng, Vidoo Conference Nasional, 
Diselenggamkan Oteh Pusat Pelp.poran dan Analisis Tmnsaksi Ke.uangan (PPATK) dsn Bank 
fndonesia., Universitas lodonesla, Universitas G~ab Mada. Uni.versita Sumatera Utara, Universitas 
Diponegoro dan U.Uvmitas Airlangga pada tanggal 18 Mei 2004 di Gedung Program Pasca 
Sarjana Fakutas Hukum Indonesia. Hal7. 

"Yenli<lamJasih, Op.CIL 
93 Pada tabun 1990 FA Tf te1ah mmyusun dan menge1uarkan 40 rekomendasi i1ln8 harus 

dilak.sanalmn oleh anggotanya. Rekomends.si tctsebut meliputi criminal justice system, penegnkan 
hukum (law etif()J'CJtmeni), sistem k:euangan (ftmmclal ~tem) besert.a peraturannya dan kesja sama 
intemasional (imematiomll co-operatians). 

Universltas Indonesia 

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH UI, 2009



50 

ini merniliki rekomendasi pencegahan dan pemberatasan pencucian uang 

serta rekomendasi khusus untuk memberantas pendana.an terorisme, 

Rekomendasi tersebul telah diterima sebagai standar intcmas:iona1 dan 

rnenjadi pedoman baku dalam memberantas kegiatan pencucian uang, 

Sebagaimana yang terdapat di beberapa negara dalam rangka 

memerangi pencucian uang (money laundering), Indonesia pun 

mempunyai perbatian besar terlladap tindak pidana lintas negara yang 

terorganisir seperti pencucian uang dan terorisme tersebut. 

Di Indonesia telah muncul adanya suatu rezim anti money 

laundering sebagaimana Ielah tergambar pada sub bab sebelumnya. yang 

pada mulanya munculnya rezim ini dianggap banyak kalangan hanya 

untuk memenuhi intervensi negara maju saja. Sehingga muncul suatu 

pertanyaan, mengapa rezim ini perlu dibangun? 

Yunus Husein mengemulallom bahwa "pendekatan yang dilakukan 

terhadap tindak pidana penoueian uaag adalah mengejar uang atau harta 

kekayaan yang diperoleh darl basil kejabatan." Kemudian yang menjadi 

alasan yaitu"' Pertama, bila mengejar pelakanya relatif lebih sulit dan 

beresiko. Keduo, bila dibandingkan dengan mengejar pelaku akan lebih 

rnudah dengan mengejar basil darl kejahatan, dan yang Ketiga, na.sil 

kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak pidana itu sendiri 

(live bloods of the crime)." 

Apabila memperhatikan ketiga alasan tersebut, meka alasan 

tersebut memang logis, karena selarna ini penegak hukum kesulitan dalam 

rangka mengejar a!!lu mengatasi kejahatannya, apabila hasil dari kejahatan 

tersebut dikujar dan dapat disita untuk negara, dengan sendirinya akan 

mengwangi tindak kejahatan itu sendiri karena pendanaan kejahatan 

tersebut Ielah terhenti dan ha<il penyitaan terhadap harta kekayaan tersebut 

dapet digunakan sebagai pembiayaan penegekan bukum, sebingga 

"Ibid. 
'% Yunus Husein, Peron PPATK Da/am Mvtdcteksi Pencru:ion Uong. Video Conference 

Nasiona!, Disel~ Oteh Pusat Pelepomn dan AnaUsis Tnmsaksi Keua.ngan {PPATK) dan 
Bank Indonesia,Un1versitas Indonesia, UniVt'ISitas Gajah Mada, Univmita Sumatcra Utara, 
UniverSitas Diponeguro dan Univmitas A1r1angga pada tanggal. 18 Mci 2004 di GeOO.ng Program 
P8SCil Srujana Fakul.aS Hukum fndooesia. Hall. 

Universitas Indonesia 

Harmonisasi Penyidikan..., Annissa Kusuma Hasari, FH UI, 2009



51 

keberhasilan dalam usaha menurunkan tingkat krlminalitas semakin 

mudah dicapai . 

Sebelum terbentuknya rezim ini, suatu iembaga di Indonesia yang 

memiliki tugas dan wcwenang yang berkaitan dcngan penerimaan dan 

anatisis tnmsaksi keuangan mencurigakan di sektor perbankan, yaitu 

dilakukan oleh Unit Khusus lnvestigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP­

Bl). Namun lembaga ini dianggap tidak mampu memberikan kontribusi 

yang cukup dalam rangka penegakan hukum di rndonesia. 

Indonesia dalam membenmtas pencucian uang te(ah membentuk 

rezim anti pencucian uang yang sebagai lembaga khusus atau centralnya 

dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPA TK)"' 

atau Istilah asingnya The Indonesian Financial Transaction Reports and 

Analysis CentY< (!NTRAC) yang didirikan pada tanggal 17 April 2002, 

betsamaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana sekarang diubah 

dengan Undang-undang Nomor 25 Tehun 2003.97 SeC<Ka wnum 

kebemdaan lembaga ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk ikut 

serta bersama dengan negam-negara lain memberantas kejahatan lintas 

nega.ra yang terorganisir seperti korupsi, rerorisme dan pencucian uang 

(money laundering). Sedangkan secata kbusus, keberadann lembaga ini 

dimaksudkan sebagai suatu upaya atau Slnltegi dalam memberan!Jis 

kriminalitas dalam negeri, apalagi kondisi hakwn Indonesia saat ini masih 

mengalami krisis kepercayaan baik secara nasional maupun intemasionaL 

Hal tersebut tidak jeuh benbeda dengan apa yang telah 

dikemukakan oleb Yunus Husein, yang pada intinya bahwa secara nasional 

lahirnya institusi sentral (focal point) di delam rezim anti penoucian uang 

di Indonesia ini diharnpkan depet membantu penegakan hukum yang 

berkaitan bukan saja dengan tindak pidana penouctan uang dan pendanaan 

96 D.alam Konsep Rancangan Undangwundang Tentang Pemberantasan Tmdak Pidana 
Pem::ucian Uang aloin di rubah nanwt)'tl menjadi BPPPU (Badan Pencegahan dan Pembemntasan 
Tindak Pidana Pencuclan Uang} yang sama~a sebapi lembap independen yang dibentuk 
dalam mn~ menoegah dan membcnmtas tindak pidanel pencucian uang. 

Lihal ProjiJ!Sejarah PPATK, hllp:l/www,ppDfk.go.id, di!Wes pat1a tanggal S Januari 
2009. 
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terorisme. roelainkan juga semua tindak pidana berat lainnya yang 

menghasitkan uang.941 

Dengan lahimya instltusi sentral di daiam rezim anti pencucian 

uang di indonesia ini, maka sebelum PPATK beroperasi secara penuh 

sejak 18 Oktober 2003, tugas dan wewenang PPA TK yang berkaitan 

dengan penerimaan dan analisis transaksi keuangan mencurigakan di 

sektor perbankan, yang dilakukan oteh Unit Khusus Investigasi Perbankan 

Bank Indonesia (UKIP-Bl) selanjutnya dengan penyernhan dokumen 

transaksi keuangan mencurigakan dan dokumen pendukung lainnya yang 

dilakukan pada tangsall7 Oktober 2003, sepenuhnya beralih ke PPATK." 

3.3. Struktur Orgaoisasi Pusat P.eluporan Dan Analisis Transaksi Keuaogan 

(PPATK} 

Sebagaimana lembal!,11-lembega atau institusHnsdtusi pada 

umumnya, Pusat Pelaporan Dan Analisis Tll!llSIIksi Keuangan (PPATK) 

yang merupakan suatu lembal!,11 yang independen dalam melaksanakan 

tugas dan kewenangannya memiUki struktur organisasi atau kelembagaan 

dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya. Struktur Organisasi lembega 

ini yaitu menurut Ke:putusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 

Tahun 2003 Tentang Susunan Organisasi dan Tatn Ke!ja Pusat Pe!aporan 

dan Analisis Transaksi Kenangan (PPATK) sebel!,11imana tergambar dalam 

bagan organisasi sebagai berikut :100 

99 Yunus Husein, Soal Cuci tmng. /rltJonesitt Ditmggap Aman, Wawancare. dengan Ade 
Ardi M dkk dari Majalah Pitars, Nomor 03, THN.Vm. Terbit bmggal24-30 Jrumari 2005. 

'J9 Prq!ii!Sejaroh P:PATK. Loc.Cit. 
100 Lilurt Struktur Orgcmisasi PPATK, http:llwww.ppoJk.gc.id, diakses pads tanggaJ & 

Januari 2009. 
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Struktur Organisasi PPATK 

I KEPALA I 

I WAKJLKEPALA I 

I I 
Hukumdao Kepatubau Organlsasi Hubuugan Sosialisasi 
Peruadang- dan Logisdk Kerjasama dan 
undaogan Pengawasan DanSDM internasional Kehumasan 

Peogaturan Kerja sama Teknologl 
Pelakssoaan Peneg•dmn Informasi Analisis 

Hnknm 

Berdasarkan gambar hagan ter.rebul, dapat diuraii<An sebagai 

berikut: 

I. Bahwa PPATK dipimpin oleb seorang kepala yang mempunyai tugas 

memimpin PPATK sesuai dengan perundang-undangan yang berlakn. 

2. Kepala PPATKdibantuoleb Wakil Kepala, yangterdiridari: 

a. Waldl Kepala Bidang Rlset, Analisis dan Kerja smna antar 

Lembaga 

b. Wakil Kepala Bidang Hulrum dan Kepatuban 

c. Waldl Kepala Bidang Teknologllnformasi 

d. Waldl Kepala Bidang Adminitrasi. 

3. Dalam Pelaksanoon tugas-tugasnya meliputi 9 (sembilan) bidang 

kegiatan (maimtream) yang meliputi: 

a. Bidang Hulrum dan Perundang-undangan, yang mempunyai tugas 

membantu Kopala daban merumuskan peraturan di bidang 

penccgahan dan pemberantasan tindak pidana pencucia.n uang. 
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b. Bidang Peng.a.turan Pelaksanaan. mempunya1 tugas membantu 

Kepata dalam pengaturan pelaksanaan pengawasan. 

c. Bidang Kepatuhan dan Pengawasan, mempunyai tugas membantu 

Kcpala dalam mclakukan pengawasan atas kepatuhan Pcnyedia 

Jasa Kcuangan terhadap Undang~Undang Nomor 15 Tahun 2002 

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana te1ah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan pemtunm 

pelaksanaannya. 

d. Bitlang Kerja sama dalam Penegakan Hukum, mempunyai tugas 

membantu Kepala dalwn ntelaksanakan kerja sama dengan pihak 

terkait. baik nasional maupun intemasional yang terkait dengan 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencuciM uang. 

e. Bidang Organisnsi, Logistik dan Sumber Daya Manusia {SDM), 

mempunyai tugas membantu Kepala dalam hal adminitrasi, sumber 

daya manusia dan pengadaan barang dan jass serta menyusun 

rencana ke~a dan anggaran. 

f. Bidang Teknologi lnfonnasi, mempunyai tugas membantu Kepata 

dalam melaksanakan pengembangan teknologi yang terksit dengan 

teknik, metode dan alat untuk melakukan analis laponan tnmsaksi 

keuangan serta rnanajemen sistem informasi untuk kepentingan 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidaa pencucian uang. 

g. Bidang HubWlgan dan Kerja santa Intemasional, mempunyai tugas 

membanttl Kepala dalarn melaksanakan hubungan dan ketja sama 

dan intemasional yang terkait dengan peneegahan dan 

pemberantasan tindak pidana pencucian Uang. 

h. Bidang Analisis. yang mempunyai tugas membantu Kepata dalam 

melakukan analisis Japoran transaksi keuangan serta rnanajemen 

sistem informasi untuk kepentingan pencegahan dan 

pembernntasan tindak pidana pencucian \~Mg. 

1. Bldang Sosialisasi dan Kehumasan. membantu Kepa1a dalam 

meJaksanakan oosialisasi dan hubungan masyamkat 
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4. Di luar struktur, dalam melaksanakan lugasnya, Kepala PPATK dapat 

dibantu oleh tenaga ahli yang bertanggung jawab langsung sesuai 

dengan kcbutuhan. Tenaga ahli tcrscbul bcrtugas mcmberikan 

pertimbangan dan analisis , mengenai rnasalah tertentu sesuai dcngan 

bidang keahiihannya. Se!anjutnya semua unsur di Ungkungan PPATK 

datam melaksanakan tugasnya wajib mencrapkan prinsip-prinsip 

koordinas~ integrasi dan sinkronisasL 

3.4. Togas dan Wewenang Pusat Pelaponm dan Aualisis Trausaksi 

Keuangan (PPATK) 

Oa1am setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur 

perilaku-perilaku dan tala kehidupan anggota mosyarakat, Untuk mnya 

tata hokum dalam masyamkat diperlukan tiga komponen kegiatan yaitu : 

1. Pembuatan norma-oonna hokum, 

2. Pelaksana nonna-norma hukum tersebut 

3. Penyeiesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum 

tersebut 101 

Berdasarkan ketiga kontponen kegiatan tersebut. maka dapat 

diketahui bahwa hukum dapat beljalan apabila rnemenuhi ketiga 

komponen tersebut Sehingga norma hukum yang telah dibuat tersebut 

dapat berjaian apabila ada peiaksana nonna-norrna hukum tersebut. 

Berangkat dari hal tersebu~ apabila dikaitkan dengan 

penanggulangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, maka undang­

undang tindak pidana pencucian uang yang tela.h dibuat tidak akan 

berjalan dalam masyarakat tanpa adanya pelaksana undang-undang 

tersebut Berkenaan dengan hal itu. menurut Sutan Remy Sjahdeini. bahwa 

•• pemegang peranan kunci dad mekanisme pemberantasan timlak pidana 

pencucian nang di Indonesia m ditangan sebuah lembuga yaitu Pusat 

Pelaporan dan Analisis Tmnsaksi Keuangan M<lncurigakan (PPATK)."10
' 

liH Satjipto ltahard"JO,RuJ:um Dan PerobahtmSosiai.Aiuirmi, Bandung, 1979, Hal. 102. 

102 Sut:nn Remy Sjadeini, Seluk Belulr..,. Op.Cit., Hal248. 
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Se:bagaimana. terSebut dalam Undang-Undang Tindak Pidana 

Pencucian Uang, PPATK dibentuk dalam rangka mencegah dan 

membcrantas tindak pidana pencucian uang, sehingga. PPATK scbaga.i 

lembaga yang khusus mcnangani pelaporan kemungkinan terjadinya 

pencucian uang dan likan melakukan anatisis terhadap transaksi-transaksi 

keuangan yang mencurigakan tersebut mempunyai kekuasaan, yang dalam 

undang~undang tindak pidana pencucian nang PPATK dalam 

metaksanakan fungsinya mempunyai tugas dan diberikan wewenang. 10
) 

Sehubungan deogan hal itu. iembaga itu sendiri dapat dide6nisikan 

yang menurut Hauriou~ adalah "'stlatu organisasi sosiai yang memiliki 

kekuasaan sebagaimana menurut apa yang menjadi tujuan dari lembaga 

itu sendiri.''104 

Dua tugas utllma PPATK yang menonjol adalah "mendeteksi 

terjadinya tindak pidana pencucian uang dan membantu penegakan hokum 

yang betkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (predicate 

crime)". 105 Untuk hal tersebut PPATK memiliki rugas sebagaimana 

termuat dalam Pasal 26 yaitu : 

a. mengumpulkan. menyimpan.. dan menganalisis. serta mengevaluasi 

informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang -

undang ini; 

Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapet dikatakan sebagai 

pusat data (database) infonnasi berkaitan dengan semua kegiatan 

sebagairnana yang dilaporkan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya 

mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. 

b. memantau catatan dalarn buku daftar pengecualian yang dibuat oleh 

Penyedia Jasa Keuangan. Sehingga, dari tugas ini PPATK dapatjuga 

dikatakan memiliki tugas pengawasa.n terhadap daftar pcngecualian 

UG P3.S!ll 18 Jce..(l}UndangNUndang Nomor 25 Thhun 2003 Tentang Perubahan AW 
Undang~undang Nomor 15 Tahun 2002 y!Utu : Dalam r.angka mencegah dan membera.ntas tindak 
pidana pencucian uang, dengan undang-undang ini dibentuk PPA TK. 

104 W. Friedmann. Legal Theory (l'eori dan Filsqfat Hukum), D.ileljemshkan oleh 
Mohamad Arifin. Edisi 1 Cdak:an I~ CV. Rajawali: Jakarta, 1990, Ha195. 

IUS Penjelasan PPATK ates Laporan Kepada Kapolri, Lihat Artikel PPATK, 
http://www.ppatkgo.id, dinkses pada tarts-gal lSJanuari 2009. 
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yang meliputiu:lb transaksi antar bank, transaks1 dengan pemerintah, 

transaksi dengan bank sentral pembayaran gaj i pensiun dan transaksi­

transaksi lalnnya yang disetujui oleh PPATK. 

c. membuat pedoman mengcnai tata earn pclaporan Transaksi Keuangan 

Mc:n<::urigakan. Pedoman ini berlaku bagi penyedia jasa keuangan 

berupa bank umum. bank peri<reditan rakyat. perusahaan efek, 

pengelola reksa dana, bank kustodian, perusahaan perasumnsian. dana 

pensiun dan lembaga pembiayaan.107 

d. memberikan nasehat dan bantuan kepada instansi yang berwenang 

rentang infonnasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang- undang ini ; 

e. mengeluarkan pedoman dan pubiikasi kepada Penyedia Jasa 

Keuangan rentang kewajibannya yang ditentukan dalam Undang­

undang atau dengan pemturan perundang-undangan lain, dan 

membantu dalam mendeteksi peritaku nasabah yang mencurigakan. 

f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya 

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

g. Melaporkan hasi! analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak 

pidana pencucian uang kepada penegak hukum yaitu Kepolisian dan 

Kejaksaan. 

h. Membuat dan memberikan laporan mengenai basil analisis transaksi 

keuangan dan kegiatan lainnya secara berl<l!la 6 (enam) bulan sekali 

kepada Presiden, Dewan Perwaki!an Rakya~ dan !embaga yang 

berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan; 

i. Memberikan infonnasi kepada pub!ik tentang kinetja kelembagaan 

sepanjang pemberian inronnasi ~etsebut tidak bertentangan dengan 

ketentuan undang...undang ini. 

Kemudian Mochtar Kusumaatmaja sebagaimana te!ah dilrutip oleh 

Munir Fuady dalam bukunya Aliran hukum kritis menyatakan bahwa: 

"Hulrutn tanpa kek.-an adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa 

IM Lihat Pasal 13 Ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian UIU'I:g. 
IW Llhat Pasa! 1 Ayat {I) Keputusan Kepals. Pusat Pe!aponm dan Analis!s Trnnsaksi 

Ke:uangao Nomor : 116/KEP .PPA TKI2003. 
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hukum adalah kezaliman",w8 Oleh kerena it\4 agar hukum dapat berjatan 

dengan baik, dipedukan suatu kekuasaan untuk meiaks.anakannya. Dalam 

hal ini dap:at dipersamakaman dengan PPATK, dimana PPATK dalarn 

menjalankan tugas-tugasnya, tidak akan bcrjalan dengan baik tanpa adanya 

suatu kek:uatanlkekuasaan. Oleh karena itu PPATK telah diberikan 

wewenang sebagaimana tennuat dalam Pasal27 yaitu ; 

1. rneminta dan menerima laporan dar'i Penyedia Jasa Kcuangan; 

2. meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau 

penuntutan terhadap tindak pidana pencudan uang yang telah 

dilaporkan kepoda penyidik atau penuntut umum; 

3. rnelakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai 

kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang 

ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; 

4. memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi 

keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasall3 ayat(l) hurufb. 

5. Serta PPATK dalam menjalankun wewenang tersebut, tidak berlaku 

kutentuan kerahasian bank dan kumhasian transaksi keuangan 

lainnya.109 

Menurut penulis, apabila mencennati tugas dan wewenang tersebut 

di atas, maka dapat diketahui bahwa pada dasamya PPA TK mempunyai 

fungsi utama sebagai pusat informasi atau dntabase terhadap transaksi 

keuangan yang terindikasi pencucian uang yang diperoleh. Melihat tugas 

yang dimilikinya tersebut, PPATK mempunyai peran yang sangat 

st:rategis dalam penegakan hukurn tindak pidana pencucian uang, tetapi 

penm tersebut tidak di iringi dangan kewenangan yang cukup untuk 

mencapai tujuan yang ingin dicapai. PPATK tidak begitu memiliki 

kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya dengan penyedia jasa keuangan 

saja. Hal tersebut mengakibatkan basil analisis PPATK yang akan 

disampaikan kepada penyidik kurang mernpunyai dampak yang 

1011 Munir Fua:dy,Aliran Hubun Kritis, Op.Cit,. Hs.14L 
1~ Lihai. Pasal 27 Ayat (3) U!ldMg·Undang Numor 25 Tahl.ID 2003 Tentang Pcrubahan 

Undang...undang Nomor 15 Thhun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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berpengaruh kuat. Sehingga hasil ana lisa yang dilaporkart kepada penyidik 

harus dilakukan penyelidikan oleh penyelidik, karena PPATK tidal< dapat 

mengkroscek alau mclakukan tindakan penyelidikan terhadap data yang 

diperolehnya. Kendala scla.ojutnya yaitu dalam melaksanakan tugas audit. 

yang mana PPA TK tldak memiliki kekuatan untuk memaksa sendiri 

karena tidak memiliki kewenangan memberikan sanksi secara langsung. 

tet.api hanya mengkoordinas\kan kepada regulator, sehingga ha1 ini dapat 

mengakibatkan ketetgantungan kepada regulator. Kelemahan~kelemahan 

tersebut akan berakibat kesuiitan dalam mendeteksi dan menindak pelaku 

pencuoian uang. 

Meskipun PPATK masih banyak kekurangan dan kelemah~ 

namun PPATKjuga merniliki beberapa kelebihan yaitu entara lain dalam 

ha1 meminta informasi dibandingkan dengan salah satu lembaga FlU 

negara lain yang tetmasuk model administratif seperti Australia yang 

''tidak memmki kewenangan untuk meminta infonnasi"~ kemudian 

PPATK juga "memiliki kewenangan mengatur'', katena berwenang untuk 

menetapkan pernturan. 110 

3.5. PPATK sebagai FinartciallnteUigence Unit di Indonesia 

Dalam upaya melawan praktek money laundering, pada umumnya 

telalt dibentuk suatu lembaga atau badan khusus yang namanya "Financial 

Intelligence Unit (FIU)".111 Lembaga se~ ini di Indonesia disebut 

dengan Pusat Pelaponm dan Analisis Tmnsaksi Keuangan (PPATK) atau 

lstilah asingnya The Indor1esian Financial Transaction Repons and 

Analysis CenJre (!NTRAC). 

Istilalt "Financial Intelligence Unit (FlU)" apaltila diartikan kata­

perkata kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut: "Financiafl yang 

berarti keuangan, Intelligence berarti uintelfjerl' yaitu orang yang bertugas 

1m Yunus Husein, Proses Legis/a.ri UU lni Pasti Akan Alot, Majalah Trust,. Eilisi 36 
Tahun IV, Tanggai 19-25 JW1i 2006, Hall3. 

111 Sutan Remi Sjahdeini, Seluk &luk ... Op.Cit., flal247. 
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mencori (mengamor-amatl)se.~eorang,- dina.'i rahasia. 112 "lntelijen'' sendiri 

dalam ensiklopedia na.sionallndonesia, diartikan sebagai : 

basil rangkaian kegiatan, suatu proses pentahapan kcrja sistcmatik 
yang terdiri atas : Pengumpulan informasi, evaluasi, integrasl. dari 
semua tahapan proses. kerja sebe}umnya.,. dan !nterpretasi dari scluruh 
informasi yang didapatkan~ serta perkiraan y.an~ kemudian dibuat 
terutama berdasarhn interpretasi yang diperoieh. 11 

Dari uraian-umian tersebut di atas. maka dapat dikatakan bahwa 

pada intinya intelijen adalah suatu proses kegiatan (berupa pengumpulan 

pencatatan, pengolahan, tindakan dan lain-lain) yang pada akhimyn 

menghasilkan suatu produk berupa infonnasi. Kemudian intelijen sebagai 

kegiatan tercemin dalam 3 (tiga) fungsi yaitu : fungsi penyelidikan, fungsi 

pengamanan dan fungsi penggalangan.114 

Sedangkan 1'unit" bemrti : bag/an terkecil dari sesuatu yang dapat 

berdiri sendiri; satuan. Apabila arti kata tersebut dirangkai menjadi satu 

maka "Financial Intelligen~.:e Unit' da.pat diartikan sebagai suatu 

unitlsatuan yang bertugas mencari keterangan atau informasi dan 

mengamati masalah keuangan yang sifatnya rabasia. 

Kemudian menurut Egmont Group11$ sebagaimana dikutip oleh 

Yunus Husein dan tim peneliti Komisi Hukum Nasional~ bahwa pengertian 

"Financial lnlelligence Unit" mencak:up tiga fungsi dasar yaitu :11& 

pertama. setiap FlU memiliki fungsi sebagai pusat informasi {reposilory) 

tentang money laundering. FlU tidak hanya menerima informasi tentang 

transaksi keuangan saja, tetapi da.pat juga mengawasi informasi. Fungsi 

kedua adalah fungsi ana1is yaitu dalam memproses informasi yang 

diterimanya, FlU akan membt;:rikan penilaian terhadap inforrn.asi tersebut. 

11
'1 Kamus Besar Bahosa Indonesia. Op.Cit, Hal438. 

IU Ensiklopedia Nosional lndotWio, Jilid 7, Cet. Perwna., PT. Cipta Adi Pu.staka, 
,J~ 1989, Hall39. 

114 T"nn Modul Pusdiklat, Tilknlk PenyelldJkatt, Pusat Pendidikan dan Pelatihon Kejaksaan 
Republik Indonesia: Jakarta. 2006. Hal6. 

115 Egmont Oroup adalah kclompok ketja sama informal intema.sfunal dalam rangka 
m.encegab dan membersrrtas peneuclan uang. Egmont Group diambil dati nama "'Egmont 
Amlberg P<lace di Bn=! yang dipalW sebqultempat pert<:muan pada wak1u group inl didirlkan 
pada tatum 1995. (Yunus Rusein •• Op.Cit. dahun cataWt pustuka ke-8}. 

m Baca Yunus Husein,Urgansi Undong·u~ .. Op.Cil. He! 14, dan Laporan Tim 
Komisi Hukum Nssiooal, Op.Cit, Hal103·l04. 
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Dalarn memproses informasi FIU berwenang mernutus apakah suatu 

infonnasi bemilai untuk ditindaklanjuti menjadi investigasi. Terhadap 

fungsi ini, di indonesia (PPATK) tidak memlHki fungsi investigasi sendiri. 

Fungsi ketiga ada.lah sebagai clearing house, yaitu sebagai fasilitator 

pertukaran informasi tentang infonnasi tentang transaksi keuangan yang 

tidak wajar atau mencurigakan. terkait dengan informasi dalam segala 

bentuk baik di dalam maupun dlluar negeri. 

Melibat uraian~uraian pengertian tersebut diatas, dapat disimpulkan 

babwa FlU merupakan suatu lembaga yang tetap atau pennanen yang 

khusus menangani masaiah pencucian uang atau lembaga yang berperan 

da,am upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang di suatu negara. Sehingga keberadaan PPATK di Indonesia itu 

sendiri bemrti adopsi dari FlU yang sudah ada di dunia intemasional. 

Tugas pokok dari FIU secara garis besar. menurut identifikasi yang 

dilakukan olen Egmont Group adalah sebagai berikut :'" 

a. Menerlma lapoi'SII suspicious transaction reports (laporan transaksi 
rnenourigakan) dan currency fransacli'on re]J071s (laporan tnmsaksi 
mala uang) dari pihak pelaper. 

b. Melakukan analisis alas laperan yang diterima pihak pelapor. Dalam 
kaitan tugas ini FID mengeluarkan pedoman untuk mengidentifikasi 
transaksi yang wajib dilaperlom. 

c. Meneruskan basil analisis laponm kepada pihak yang berwenang. 

Apabila mencermati tugas FlU yang secara gads besar te.f'Sebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa PPATK telah memenuhi standar tugas 

yang dimilild FlU tersebu~ karena tugas huruf a dan b diatas, sesuai 

dengan apa yang diatur dalam Pasal 26 huruf., bahwa PPA TK memiliki 

tugas mengumpul~ menyimpa~ menganalisis bahkan mengevaluasi 

infurmasi yang diterimanya. Kemudian kaitannya membuat pedoman telah 

disebutkan dalam Pasal 26 huruf c dan e. Sedangkan tugas PPA TK yang 

tidak ada dalam tugas FlU di atas yaitu salah satunya memberikan nasahat 

dan bantuan kepada instansi yang berwenang tenta:ng inforrnasi yang 

diperolehnya. 

111 Sutan Remy Sjahdeini. Jumai HukunL. Op.Cil., Hal 29. 
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Sementara itu, untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsinya 

tersebut, FlU setidaknya harus memiliki kewenangan sebagai berikut :118 

a. Mempcroleh dokumcn dan informasi tambahan untuk mcndukung 
anal isis yang dilakukan. 

b. Memiliki akses yang memadai terhadap setiap orang atau lembaga 
yang menyediakan informasi keuangan, penyelenggara administrasi 
yang tcrkait dengan transaksi keuangan dan aparat penegak hukum 

c. Memiliki kewenangan untuk menetapkan sank.si terhadap pihak 
pelapor yang tidak mematuhi kewajiban pelapor. 

d. Memiliki kewenangan untuk menyampaikan informasi keuangan dan 
infonnasi intelijen kepada lembaga yang berwenang di dalam negeri 
untuk kepentingan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian 
uang. 

e. Menjamin bahwa pertukaran informasi sejalan denga hukum nasional 
dan prinsip-prinsip intemasional mengenai data privacy dan data 
protection. 

Memperhatikan standar kewenangan yang dimiliki oleh FlU 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PPATK merupakanjenis FlU yang 

memenuhi standar yang ditentukan oleh Egmonl Group, meskipun ada 

beberapa kewenangan yang tidak dimiliki oleh PPATK, yaitu tidak 

dijelaskan bahwa PPATK memiliki akses yang memadai terhadap setiap 

orang, tetapi hanya memiliki akses terhadap lembaga keuangan yang sudah 

ditentukan Undang-undang, 119 dan tidak memilik.i wewenang untuk 

menetapkan sanksi terhadap pihak pelapor yang tidak memenuhi 

kewajiban, tetapi hanya merekomendasikan kepada pihak regulator dari 

pihak pelapor sebagaimana juga telah dijelaskan diatas. 

Setelah diuraikan pada Bah li dan Bah III mengenai pencucian 

uang serta upaya pemberantasan pencucian uang dengan menggunakan 

sistem peradilan pidana, pada Bab IV penulis akan menguraikan mengenai 

hubungan antara PPA TK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam 

menjalankan rezim anti pencucian uang tersebut. 

1181bid 
119 Baca Pasa.l27 ayat {1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. 
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PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
BERDASARKAN LAPORAN I{ASIL ANALISIS 

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TIIANSAKSI KEUANGAN 
(I'PATK) 

Pada Bab I telab diuraikan mengenai latar belakang mosalab yang 

diteliti dimana terdapat perbedaan sudut pandang mengenai penyelesaian 

laporan yang telah dibeat oleh PPA TK dengan instansi penyidik dan 

bagaimana efektifitas dan prospek penyidikan tindak pidana pencucian uang 

oleb penyidik Palri sebubungan dengan laporan analisis transaksi keuangan 

yang dibeat oleh PPATK dan penyidikan tindak pidana asalnya. Kemudian 

Ielah diuraikan pula pada Bab ll dan Bab lll bagaimana bentuk rezim anti 

pencucian uang di Indonesia serta bagalmana cara kerjanya. Pada Bab IV ini 

penulis akan menguraikan basil penelitian mengenai hubungan antara 

PPATK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam koridor sistem peradilan 

pidana di Indonesia untuk mengetahui efektifitas rezim anti pencucian uang 

di Indonesia. 

4.1. Pengertian ibm Elemen Sistem Peradilan Pidana 

Dahun upaya penanggulangan kejahatan masyarakst mengganaksa 

suatu sistem yang disebut sistem peradilan pidana. Sistem peradUan pidana 

merupakan suatu proses yang baraifi>t sistematik. Sistem berasal dari 

bahasa Yunani systema, yang artinya suatu kesatuan usaha yang terdiri 

dari bagian • bagian yang berksitan (interre/ateil) satu sama lain yang 

berusaha mencapat suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang 

kompleks.""' 

Sistem peradilan pidana (SPP) seca:ra adminiS!lasi dijalankan olail 

komponen·komponen atau sub-sistem yang berbeda yaitu penyidikan 

(kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemeriksaan sidang pengadilan 

(peagadilan) dan pemasyarakstan (lembaga pemasyarakstan). 

ll'Al Wagiono lsmoogil, Pendek4t<m Sislem dalam Manajemen Organisa.ti, (Jakarta: 
Lembaga Penerl>it UI, 19841 Hal 5. 
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Sistem peradilan pida.na merupakan istilah yang digunakan sebagai 

padananl terjemahan Criminal Justice System. Dalam Black Law 

Dictionary, CrimiMl Law Justice System didefinisikan scbagai "the 

network of courts and tribunals which deal with criminal lmv and ils 

enforcement ''. 121 Pengertian tersebut lebih banyak menekankan pada 

suatu pemahaman mengenai jaringan di dalam lembaga peradilan. Sclain 

itu, pengertian juga menekankan pads fungsi dati jaringan untuk 

menegakkan hukum pidana. Jadi. tekanannya bukan semata-mata pada 

adanya penegakon hukum oleb peradilan pid!UlB, melainkon lebih jauh lagi 

dalam melaksanakan fungsi penegakon hukum tersebut. peradilan 

menjalankannya dengan membangun suatu jaringan. Dalam pengertian 

Juas. sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses dimana 

seorang tersangka yang meJakukan tindak pidana diperiksa, dituntut. 

diadlli don selanjutnya dijatuhi hukuman. Dengan demikian, sistem 

peradilan pidana merupaken langkah kookret (in concreto) dalam 

penegakan hukum pidana in abstracJo.122 

Sistem Peradilan Pidana, menurut Mu1adi mempunyai fungsi 

ganda. Di satu pihak betfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahun 

dan mengendati.kan kejahatan pada tingkat tertentu (crime containment 

sistem). Di lain pihak berfungsi untuk pencegaban sekunder (secondary 

prevenJion), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di ka!angan mereka 

yang pemah melakukon tindak pidana dan mereka yang bennaksud 

melak:ukan tindak pidana, melalui proses deteksi, pemidanaan dan 

pelaksanaan pidana.123 

Sebagni suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana mempunyai 

l«>mponen-komponen penyelenggura, antara lain kepolislan, kejaksaan, 

pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempet komponen ini 

diharapkon bekeJjasama membentuk apa yang dikenal dengan naltla suatu 

m Bryan A. Gamer. Op.CiL Hal.374. 
l:U: Mar4jono Rekscdiputm, Bunga Rampai Pennasaialum d!Jlam S~tem Peradiltm Pltltma, 

(Jakarta: Pusat Pdayanmi Keadilart dart Petigal)dian Hukum UI. 1997). HaLS4. 
tn Muladi. Op.Cit..~ Hal.21-22. 
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"'integrated criminal jlJ!Jtice administration•· atau sistem peradilan pidana 

terpadu apabila ingin mencapai tujuan dari sistem tersebut.114 

Loebby loqman. membedakan pengertian sistem peradilan pidana 

dengan proses peradilan pidana. Sistem adalah rangkaian antara unsur atau 

faktor yang sallng terkail satu dengan lainnya sehingga menciptakan suatu 

mekanisme sedemikian rupa sehingga sampai tujuan dari sisrem tersebut. 

Sedangkan proses peradilan pirlana yaitu suatu proses sejak seseorang 

diduga telah melakukan tindak pidana. sarnpai orang tersebut dibebaskan 

kembali setelah melaksanakan pidana yang Ielah dijatuhkan kepadaaya.125 

Namun demikian, balk proses peradilan pidana maupun sistem 

peradilan pidana rnengandung pengertian yang ruang lingkupnya berkaitan 

dengan mekanisme peradilan pidana. Proses peradiJan pidana merupakan 

bagian dari kerja sistem secara keseluruhan. 

Kelancaran proses peradilan pidaaa ditentukan oleh bekeljanya 

sistem peradilan pidaaa. Tidak berfungsinya salah satu sub sistem akan 

mengganggn sub sistem yang lain, yang pada akhirnya menghambat 

bekeijanya proses peradilan pidana. Sistem peradHan pidana dibentuk 

dalam rnngka penegakan hukum, salah satunya melalui cara penerapan 

kebijakan kriminal atau kebijakan hukum pidana yang diimplementasikan 

lewat proses peradilan pidaaa. 

Undang-Undaag Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acam 

Pidana menganut sistem yang disebut Integrated Criminal Justice System. 

Dalam sistem tersebut setiap tabap dari pada proses panyelesaian perkara 

berkait erat daa saling mendukang saru sama lain.',. Tahap dalam proses 

penyelesaian yang dimaksud adalah suaru proses bekeganya lembega­

lembaga yang terdiri dari Kepelisian, Kejaksaan, Pengadi!an daa Lembega 

Pemasyarakatan. Dengan demikian untuk mena.Ogani suatu perkara pidana _ 

yang terjad~ seorang tersangka akan diperiksa melalui lahap-lahap; 

llt Ada suatu kecenderungan yang kw:l.t di Indonesia untuk memperluas komponen sistem 
peradilan pi dana ini dalarn pengertian law £1!/orcement officer, yajiu para penpcpra/advocat. Libat 
Man!'Jo__f!o R.eksod.ip!.Itm, HtitA.sasl MQ!iusia. ... Of).Cit. HaU:S. 

1» Loebby Loqman,. Hole AsfJJ'i MtmUSia (li.4.kQ dolam Huhlrtt Acara Pldlma, (Jakar!.a: 
Datacom,. 2002). Hal.22. -

126 Harun M. Husein, Sural Dakwaan. Telatfk Pe~an. Fungsi. dan Permasalalwnrrya 
(J_,.' Ri"eka Cipts, 2005), Hal 39. 
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penyidikan oieh Polisi, Penuntutan oieh Jaksa Penuntut Umum. Sidang 

Pengadilan oleh Hakim, dan Pembinaan oleh Lembaga Pemasyarnkatan. 

Hal tetsebut sesuai dengan pcndapat Noval Monis bahwa sistem 

peradilan pidana sebagai sua.tu sistem bertujuan untuk menanggulangi 

kejahatan, artinya suatu usaha ma.syarakat untuk mengendalikan terjadinya 

kejahatan agar berada dalam batas~batas toleransi yang dapat diterima.127 

MenurrJt Muladi. sistem peradilan pidana merupakan su.atu bentuk 

sistem yang unik, karena perbedaannya dengan sistern-sistem soslal 

lainnya. Perbedwm itu terletak pada kesadarannya untuk memproduksi 

segala sesuatu yang sifillnya "unwelfare" {misalnya, perampasan 

kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan bartll benda, dan sebegainya) guna 

mencapai tujuan yang sifatnya "welfare", yaitu rehabilitasi, resosialisasi 

pelaku tindak pidano, pengendalian, penekal:um tindak pidana dan 

kesejahteraan sosia1.1
2& 

Sebagai suatu proses. dimana sistem peradilan pidana bersifat 

sistematik, maka penegakun hukum pidana menampakkun diri sebagui 

penempan hukum pidana (criminal law application). Dalam hal penerapan 

hukum pidana, harus dipandang dari tiga dimensl.'29 Dimensi pertama, 

penempan hukum pldana dipendang sebagai sistem normatif (normative 

sistem) yakni panerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan 

nHai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua., 

penempan hukum pidana dipendang sebagai sistem administrasi 

(administrative system). yang mencakup intemksi antar berbagai aparatur 

penegak hukum yang merupakun sub sistem perndill!ll pidana, 

sebagaimana telah dikemukakan di atas. Dimensi ketiga, penerapan hukum 

pidana merupakan sistem sosial {social system) dalarn arti behwa berbagai 

perspektif pemikiran yang ada di dalam masyarakat. Sehubungan dengun 

!Zl' Sistem Perndilen Pldane (Crimiri(J./ Jmfl<:e System) adalab sistem dalam masyamkat 
untuk menanggulangi masaiah kejahatan. Menanggulangi maksudnya d.lshii yaltu usaha wnuk 
m"""'ggulangi ~ M-.ggulangl di sini bernrti """"' untuk ~- kejahatan 
agar bemda dalam bata&-batas tolctat~si masyarakat. Uhat dalam Mardjono Reksodiputro, 
Krimilwlogi dan Sistem Peratli/an Pidana, Op.Ci~ Hall40. Libat juga Mumkkir, Modul Kuliah 
FilsafatPemidanaan Ibid. 

tza. Muladi, Op.C!t,, Hal. 21. 
JZ9 !bid. 
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berbagai dimensi tersebut maka hasil penerapan bukum pidana 

menggambarkao keseluJUhan basil interaksi antata aturan hukum. praktik 

administratif. dan perilaku sosial. 

Sehagai suatu sistem. sistem peradilan pidana yang mempunyai 

tujuan. maka dengan sendirinya tujuan tersebut dapat diukur, sehingga 

dapa.t diketahui seberapajauh efektivitas sistem peradilan pidana tersebut 

Ada bebempa indikator atau standard yang dapat digunakan untuk 

mengukur efekrivitas sistern peradilan pidana. yaitu :1:30 

Perlama, tingkat pengungkapan perkam yang telah dilakukan oleh 
penyidik Polri. Dalam hal ini menurut Hiroshi Ishikawa (yang pada 
tahun 1984 menjabat sebagai Cooperalian with law inforcemenl 
Direktur UNAFE!) terdapat dua variable yang sangat berpengaruh. 
yalmi Po/ire efficiency (well trairred, well disciplined and well 
organi::ted police force); Perlama adalah e!isiensi pelisi (terlatih 
dengan baik. tingkat disiplin yang tingi dan organisasi kesatuan yang 
baik. 2. ciliuns cooperation with law enforcement. Kedua, adalah 
conviction raie yang relative cukup tingg1. Yaitu seberapa jaub Jaksa 
(Penuntut Umnm) berbasil membuktikan sural dakwaannya di sidang 
pengadilllll. Ketiga, adalah speedy trial yaitu seberapa jauh tingkat 
kecepallm penanganan perketa di dalam sistem pemdilan pidana. 
Keempat, relative kecilnya reconviction raJe atau rate of recall lo 
prison, yaitu tingkat pengulangan tindak pidana. 

Sebagai suatu system yang tentunya mempunyai tujuan. maka 

keberhasilan system peradilan pidana tersebut sangat ditentukan oluh 

keterpaduan dari unsur~unsur atau komponen~k~mponen yang terlibat di 

dalamnya. 

Menurut Hanm M. Husein : 

Yang dimaksud dengan /ntegr(l(ed Criminal Justice System adalah 
sistem peradilan perkara pidana terpadu. yang unsur~unsumya terdiri 
dari persamaan persepsi tentllng keadilan dan pela penyelenggaraan 
peradllan perketa pidana secora keseluruhan dan kesatuan 
(Administration of Criminal Justice System) pelaksan.un peradilan 
terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, 
pengadilan dan !emhaga pemasyaralmtan. Integrated Criminal 
Justice 8ySiem adalah suatu usaba untuk mengintegrasilaw semua 

I» Mardjono Reksodiputro. Krimirwl<>gi dan Sistem PeroiJJian PidiJna, Op.cit.. HaL 14-5. 
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komponen tersebut di atas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai 
dcngan yang dlcita~citakan, 131 

Dengan demiklan dapat disirnpulkan bahwa sistem peradilan pldana 

merupakan suatu proses bekerjanya masing~masing komponen dad sistem 

peradilan pidana yang terdiri dari potisi. jaksa., hakim, dan petugas 

lembaga pemasyarakatan dalam rangka menanggulangi kejabatan.Dalam 

pengertian Integrated Criminal Justice Syslem di ata.s. tergambar adanya 

bubungan yang sa:Ung kait mengkait antar setiap komponen peradilan. 

4.l. Tujuan Siotem l'eradillml'idana 

Tujuan dalam sistem peradilan pidana merupakan bal yang 

menentukan keberhasilan sistem tersebut Masing-masing subsistem dalam 

sistem peradi!an pldana harus memiliki per:sepsi yang sama terhadap 

tujuan tersebut. Selain itu, setiap kewenangan dan tindakan yang dilakukan 

masing~masing sub sistem barus mengarah kepada tujuan tersebut 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kenneth J. Peak : 

"each syslem component police, court and correction have vary 
degree of responsibility and discretion dealing wilh crime. 
However, there is a failure of each system component to engage in 
any coordlnaled planning effort, hence relaJion.s among and 
betwun these rompoiUmls are often characterized by friction. 
conflict, and deficient ccmmunication. Role conflicts also serve lo 
ensure thai plonning and communication are stifled'. 

Artinya. masing-masing komponen sistern harus mempunyai kesama.en 

tingkat tanggung jawab dan pertimbangan daiom menangani suatu perkarn 

kejaba!an. Perlu adanya koordinasi dan peroncanaan, karena dalam 

bubungan dangan sub sistem lain sering teljadi adanyn lronflik oleh karena 

itu komunikasi saja tidak cukup. Pembagian kewenangan barus jelas agar 

tidak teljadl tumpang tindib kewerumgan antar sub sistem. m 

m Harun M. Huscin, SW"Ui DakwJlOO'I. .. ., Op,CiL, Hal. H). 
132 Kenneth J. Peak, Justice Admirtistmtfon Police, Courts, And Co'"-ctlons MtmagemenJ, 

Prentice Half lnc, En-glew\lbd CliffS. New Jersey. 1995, hal5. 
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Tujuan sistem peradilan pidana dapat diketahui dar! definisi yang 

dikemukakan oleh No"·al Moris. Tujuan sistem peradilan pidana itu adalah 

''menanggulangi kejahatan", suatu usaha masya.rakat untuk. mengendalikan 

lerjadinya kejahatan agar berada dalarn batas toleransi yang dapat diterima. 

Dalarn cakupan yang lebih 1ueS-. tujuan sistem peradilan pidana adalah 

sebagai berikut m: 

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 
b. menyelesaikan kejahatan yang leljadi, sehingga masyarakat puas 

babwa keadllan telah ditegakkan dan yang salah dipidana, serta 
c. berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 

mengulangi lagi perbuatannya. 

Tujuan yang dirumuskan dabun sistem tersebut merupakan tujuan 

bersarna seluruh. unsur-unsur atau sub sistem dalam sistem peradilan 

p1dana tersebut. Keterkaita.n keberhasilan kerja masing-masing sub sistem 

satu dengan yang lainnya akan berdampak peda basil kerja sub sistem 

yang lain. Scbagaimana gambaran dalam k.eterpaduan sistem dalam modeJ 

Jepeng yaitu sebagai sepcrangkat roda gigi yang harus dengan cennat dan 

ulet menjaga lrombinasi yang baik antam masing~masing roda gigi 

tersebuL Bekaitan dengan adanya satu tujuan, Ali Said mengatakan: 134 

"Sebagaimana tel.a.h saya uraika.n sebelumnya mengenai perlunya 
tenaga-lenaga profesional sistem peradilan pidana, maka adanya satu 
tujuen yang dihayati bersama oleh unsur-unsur darl siste~ merupakan 
ciri utama dari sisrem peradilan pidana yang bekerja baik. Apakah kita 
akan dapat mengharapkan sistem yang bekelja dengan baik itu, apabi!a 
tidak ada k.eterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur tersebut. Datam 
kebhinekaan fungsi masing-<nasing unsur sistem. maka penghayatan 
yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana inilah yang akan 
membuktikan keterpaduan dari berbagai unsur tersebut". 

Dari pendapat diatas dopa< disirnpulkan behwa meskipun masing­

masing komponen sub sistem memiliki tugas dan fungsi yang berhada 

telapi dalam kerangka sistem peradilan pidana masing-masing sub sistem 

mempunyai tujuan yang sama. Selama masing-masing komponen sistem 

(unsur sistem) ini, msslh merumuskan fungsi dan tugas mereka secara 

IUJbJd 
1~djono Reksodiputro, Op.Cit. Hall43. 
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terisolasi (terkotak-kotak) dari komponen lainnya. maka apa yang 

diharapkan (satu tujuan yang dihayati bersama) sukar dicapai. m 

4.3. Pra-Adjudikasi Dalam Sistem Peradilan Pidaoa 

Selanjutnya dalam membahas tentang hubungan antara komponen­

komponen itu, maka pembahasan akan dititikberatkan kepada proses 

penangana.n tindak pidana pada tahap penyidikan dan tahap pra­

f)(lnuntutan (pra-adjudika.si) sesuai dengan pokok: bahasan tesis ini yang 

memfokuskan dan rnembatasi perma.salahan pada tahap penyidikan sampai 

dengan tahap sebelum pameriksaan di sidang pangadilan. 

Pra-Adjudikasi adalah suatu tahapan dalam sistem peradilan pidana 

yang meliputi kegiatan penyidikan dan pra-penuntutan {kegiatan dalam 

sistem peradihm pidana sebelum melimpahkan suatu perkara pidana ke 

pangadilan). Keberhasilan pada tahap panyidikan akan sangat menentukan 

tahap berikutnya, yaitu penuntutan. Sebaliknya kegagalan pada lllhap 

penyidikan akan berpengaruh pada tahap penuntutan. Polisi yang 

menempati tempat terdepan dalam menangani tindak pidana memegang 

peranan penting karena ia merupakan pintu masuk seseorang ke dalam 

aliran sistem peradilan pidana. Sebaliknya pemn jaksa pun juga sangat 

penting oleh karena apa yang telah dihasilkan oleh pelisi selakn penyidik 

diteruskan alllu tidak ke pengadilan sangat tergantung kepadajaksa. 

Sistem paradilan pidana adalah interkoneksi antara keputusan dari 

setiap instansi terkait dalam proses peradilan pidana. lnstansi yang 

dimaksud yaitu kepelislan, kejaksaan, pengadilan dan lembaga 

pemasyarakatan. Mardjono Reksodiputro memhagi lllbepan yang ada 

dalam sistem paradilan pidana terpadu tersebet ke dalam lllhapan pra­

adjudikasi (penyidik, penuntut umum), adjudikasi {pengadilan), pasca­

adjudikasi (lembaga pemasyarakatan).136 

ns Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sis/em PeradilanPidana.. Op.cit.. Hal t43. 
IM Mardjono Rl.!lcyodiputn;i, .Model Sistem P~an Pidana (Criminal Justice Sy&em). 

disarnpaikan pada kulii!h SPP. tartggel 23 Oktobet 2001. Sistem Petadilan Pidana adalah 
merupakan proses dati suatu rangka.ian kesatuan (continuum) yang menggambarlu!n pttistiwa-
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Berikut ini akan diuralkan mengenai proses penanganan suatu 

tindak pidana dalam tahap pra ~ adjudikasi : 

l. Penye.lidikan dan Penyidikan 

Penyidikan adalah senmgkaia.n tind.ak:an penyidiku7 untuk mencari 

dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan buktl~bukti mana penyidik 

membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangka sebagai petaku yang akan 

dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana itu.138 

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa 

sesuatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Suatu 

peristiwa dan atau tindak pidana dapat diketahui me~alui :139 

L Laporan140 

2. Pengaduan141 

3. Tertangkap tangan 

peristiwa yang maju secaro tenrtur: muiai dari penyidikan. penahanan, pemmtuten, diperiksa oleh 
hakim, dlpidana dan akhimya kembali k:e nwyarokat. Lihat Mllltdjono Reksodipntro: Kriminologi 
don Sis/MI Perotlilail Pidmla; Ku.mpulan Karangan Buku l<ctiga Jakarta, Pusat Pelayanan 
Keadllan dan Pen,gabdian Hukum (d!h Lemba$a Krimino!Qgi} Universitas Indonesia, 1997, 
Hal.93. 

131 Penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi weweneng khusus. oleh undang-undang untuk mela.kubn penyidikan. Lihat pesaJ 1 ayat (l) 
KUHAP. 

I» Din.unuskan dalarn pasa1 l ayat 2 Undnng-Undang No. S Tabun l98L Penyidilam iQi 
mcnltik beralkan pads tindalwn penyidik untuk meneari se:rta men~ bukti, .supaya tindak 
pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, semi agar dapat menentukan dan menernuken 
pclakunya. Lihat M. Yahya Hamhap : Pemb(1}rasan Permasalahtm d«n Penerapan KUHAP. 
Pertyid"t!rmtdanPemmtutan,. Jakarta, SinarOrafika. Edisi Kedus., 2001 Hal 109. 

n9 Markas Besat Kepolisian Rcpublilt Indonesia. Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang 
Proses: Pmyidikan 11ndak Pidana Peooucian Uans,. halaman 10. lihat jup O.W. Bawengan: 
Penyidikan PerkataPidanadan Teknik lntrog,asi, Jalwta, Pntdnyu. Paranrlta, 1987, Hal. S. 

1~ Luporan diterimo darl sescotang baik tertulls nurupun lisan dieatat oleh 
penyidlkfpenyidik pembanh.tlpenyelidik kem~ dituangkan daJem. Laponm Foli$i yang 
ditfmdatangaoi oleh pelapor dan penyidiklpen)idik pembantulpooyelidik. Setelah selesai 
selanjutnya kepada. pelapor diberikan Surot Tanda Peneriroaan l.opomtl. Lihat Buku Petunjuk 
Pelaksanaan Tentang Ptoses Penyidikan Tindak Fidana, Ibid. Uhat juga Uodang-Undang Nomor 
3 Tahun 1981 Tentang Pen:yidikan. 

w Pengnduan bisa d.i:lakukan baik secant lisan atnu 1ertulis k~ Polrl d.lsertai 
pcmUntaan untuk menindak menurut hukum temadap seseonmg yang ntelakukan tindak pidana 
adurut {delik aduan telatit) darl pihak yang dirugikan. Tethadap pengaduan tersebut harus 
dibuatkan laponut pengadunn oleh Pejsba1 Kepolisian yang berwena.ng. Sete!ah setesai dibuatkan 
Laporan Pengaduan kq'lAda pengadu c:iiberi.kan tanda bukti pen.erimaen pcngadi.IB!l,, Jbld. 
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a. Dalam hal terumgkap tangan, setiap petugas Polri tanpa Sural 

Perintah dapat melakukan tindakan :142 

(I )penangkapan, penggeledahan, pcnyltaan dan melakukan 

tindakan lain menurut hukum yang bertanggungiawab. 

(2)scgcra melakukan tindakan pertarna di TKP dan setelah ito 

memberitahukan dan atau menyerahkan tersangka beserta 

atau tanpa barang bulcti kepada pe~gas Polri yang 

bei"\Yenang melakukan penanganan selanjutnya, 

b. petugas Polri yang berwenang apabila menerima penyerahan 

tersangka beserta atau tanpa barang bukti balk dari anggota 

PoJri maupun masyarakat, wajib : t4l 

(l)membuat laporan polisi 

(2)mendatangi TKP dan melakukan tindakan yang diperlukan 

(3) membuat Berita Acara atas setiap tindakan yang dilakukan. 

(4)dike!abui langsung oleb petugas Polri. 

Dalam hal suatu tindak pidana dike!abui langsung oleb petugas 

Polri maka petugas Polri tersebut wajib segera melakukan 

tindak:an~lindakan sesuai kewenangan masing-masing, kemudian 

membuat Laporan Polisi dan atau Berita Acarn tentang tindakan~ 

tindakan yang dilakukannya, guna penyelesaian selanjutnya. 

L Penyidikan : 

Setelah dike!abui babwa suatu peristiwa yang teljadi diduga 

atau merupakan tindak pidana, segara dilakukan penyidikan 

melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan 

serta penyelesaian dan penyerahan berkas perktua. 

2. Penyelidikan 

142 lbid, 
1
"
1 1bid. 

Yang berwenang melakukan penyelidikan144 adalah sedap 

pejabat Polis! Negara Republik Indonesia yang kbusus ditugsakan 

untuk itu.145 

144 Penyclidikan adatah sera.ngkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan 
suatu pcristiwa yang didtlp sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dapat 
dilakukan penyidilum menurut cara yang dial\Jr u.ndang..undang. Lihal Pasall angka S KUHAP. 
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Penyelidikan ini dilakukan unluk :146 

I. mencari keterangan~keterangan dan bukti guna menentukan suatu 

peristiwa yang dila.porkan atau diadukan. apakah merupakan tindak 

pidana atau bukan. 

2. Melengkapi keterangan dan bukti~bukti yang telah diperoleh agar 

menjadijelas sebelwn dilakukan penindakan selanjutnya. 

3. Perniapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan. 

Sasaran penyelidikan ini adalah orang. benda/barang. ternpat 

(termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya). Penyelidikan 

dilakukan seeara terbuka sepanjang itu dapat menghasilkan keterangan­

ketemngan yang dipetlukan dan dilakukan seeam tertutup apabila terdapat 

kesulitan mendapatkannya. Hasil penyelidikan ini akan dituangken dalam 

bentuk laporan dan harus bena!'-benar diolah sehingga rnerupakan 

keterangan-keterangan yang bergnna untuk kepentingan penyidikan. 

Terkait dengan tugas penyelidikan, pedoman pelakaanaan KUHAP 

Cemkan ke fV Tahun 1982 sebagaimana dikutip Harun M. Husein 

menentukan ; 

"Penyelidik bukanlah fungai yang betdiri sendiri, terpisah dari 
fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan suatu cara atau metode 
atau suo daripada t\mgsi penyidikan yang mendabului tindakan lain 
berupa penangkepan. penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan 
sum~ penyelesaian dan penyerahan berkas petkana kepada penuntut 
umum.nl47 

Selain tugas penyelidikan. kepolisian jnga bertugas melakukan 

penyidikan perkam pidana. Penyidikun adalah suatn istilah yang 

J<~S SebuM penyeUdikan didasarkan pada: 
(1) Betbagal infonTiasi atau laporn.n yang diterima ma.upwt di.keUhui langsung o!eh 

penyelidik/penyidik. 
{2) Laporan Polisi. 
(3) Berlta Acara. Pemerikssan di TKP 
(4) Berita Acara Pemeriksam tersangka dan atau saksi. 
Lihat Pasal5 KUHAP. 

146 Lihat Pasal 5 syut (1) huruf a butir 2 Undong-Undang No. 8 Tahun 1981, sesuai 
dcngan fungsinya yaitu mene<lri ketenmgan dan ba.rsng buldi. Lihat jug;a Q.W. Bawengan: 
Penyidikan Perkara Pldmm dan Telr.nik lnlrogasl.( Jaknrla: Ptadnya Paramlta, 1981). Op.Cit, Hal 
10. 

u; Harun M. Huseio. P€nyidiknn dan PenuntuttJn Dalam Proses Pidana, ~u. (Jakarttc 
PT, RlnekaCipLa. 199l). Hai.SS. 
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disamakan dengan pengertian opsporing (Belanda) dan investigolian 

(lnggris). 

KUHAP memberikan pengertian penyidjkan dalam Pasal 1 angka 2 

seba.gai berikut : 

,. Penyldikan adalah scrangkaian tindakan penyidik. dalam hal dan 
mcnurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 
mengnmpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana yang terjadi dan guna mencmukan tersangkanya". 

Membicarakan masalah penyidikan. maka tidak terlepa.s dari 

keterkaitan atau saling berhubungan antara sub sistem kepolisian dengan 

sub slstem lainn~ yakni kejaksaan selaku penuntut umum. Keterka!tan 

ini dimulai pada saat penyidik mulai melakukan penyidikan terbadap suatu 

tindak pidana. Penyidik memberitahukan kepada penuntut umum 

mengenai penyidikan tindak pidana tersebut. Pemberitahuan ini dikenal 

dengan istilah SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). 

Tugas kepolisian dalam penyidikan berakhir apabila penuntut 

umum burpendapat penyidikan dinyatakan lengkap. Selanjumya, penyidik 

juga telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut 

umum.148 

3. Penindakan 

Adelah setiap tindekan bukam yang dilakakan oleh punyidik/penyidik 

pumbantu terhadap orang maupun bundalbarang yang ade hubungannya 

dengan tindak pidana yang teijadL 149 

4. Pemeriksaan 

Adalah merupukan kegiatan untuk mendaputkan keterangan, kejelasan dan 

keidentikan tersangka dan atau seksi dan atau barang bukti maupun 

1411 Dl dalnm pmktek, huil penyidikan atau berkas perkarn yang dinyalolmn lengkap biasa 
dikenal dengan istilah Pw2\, Sedang.knn penyernhan \anggung jawan atas tersangk.a dan baro.ng 
bukti !(e.I:';da penuntut umum dikenal dengan istilah t.ahap dua. 

1 9 Tindalum ini dilak:ukun berupa : 
I) l"'f'lUU'ggilan temngka dan saksL 
2) Penaogkapan. 
3) Penahanan, 
4) Pmggelcdahan. 
(S) Pmylfllan. 
Lihat UndMg·Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Btlb Penyldilum dan juga PP No. 
21 Tahun 1983. 
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tentang unsur~unsur tindak pidana yang telah terjadi. sehingga kedudukan 

alau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam lindak pidana 

tersebut menjad i jclas dan dituangkan dalam Be rita Acara Pemeriksaan.150 

2. Pra-Penuntutan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan Rt kejaksaan ada1ah safah satu institusi penegak hukum dan 

merupakan komponen dari SPP. Secara universal diberikan kewenangan 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain 

yang ditetapkan undang-undang. 

Pasal 2 ayat (I) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Kejaksaan R1 menyatakan, "Kejaksaan adalah fembaga pemerintah yang 

me!aksanakan kekuasaan negam di bidang penuntutan serta kewenangan 

lain berdasarkan undang-undang."151 

Wewenang penuntutan yang dipegang oleh. kejaksatm sebagaimana 

disebutkan di atas, artinya tidak ada badan atau lembaga lain yang 

berwenang melakukan penuntutan. Dalam bahasa hukum isti!ah ini disebut 

dominus lt'tis. Dominus berasal dari baha.sa Latin yang artinya para pibak 

yang mempunyai kewenangan mcmtusk.an siapa yang didakwa.152 

Sebagai pemegang asas dominus litis, ~aksaan berfungsi sebagai 

pengendali proses perkura yang menentukan dapat tidaknya seseorang 

dinyatakan sebagai terdakwa dan di!ljukun ke pengadilan. Hakim tidak 

dapat meminta kepada jaksa penuntut umum untuk melimpahkan perkara 

kepadanya. Jadi hakim hanya menunggu penu.ntutan dari penutut umum.153 

Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, kejaksaan mempunyai 

tugas utama antara lain sebagai berilrut : 

lSillbid. 
m Eksistensi kejaksaan sebelumnya diatur dalam Unde.ng~Undang Nomor 151'ahun 1%1 

dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. 13crdas6rkan ketentua.n tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa kcjaksaan ada1ah lembaga pc:merintshan yang melaksanaken kekua.s.aa.n negara 
di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada pernturan peru.ndang·undangan dan 
kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demildan Jaksa Agung d.iangbt dan 
diberhentikan oleh Presiden serta bcrtanggung juwab kepada Presiden. lih:at Penjelasan Umum 
angka 4 Undang- Undang Kejaksaan Rl. 

tn Bryan A. Gamer, Op.Cit, Hal. 503. 
1
;l Andi Humzah, Perlindungan H/Jk.htik Al'ia'Si Manusia Dalam Kitab Undang-Undang 

HJilnJmAt:J1J'tJPidt:ma. Cet.l, (Bandung: Binaclpta,.l986).Hal.17. 
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I. penyidik tindak pidana tcrtentu; 

2. penuntut umum ; 

3. pelaksana penetapan hakim dan putusan pengadi1ao yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (eksekutor). 

Kewenangan kejaksa.an sebagai penyldik tindak pidana tertentu 

dimaksudkan untuk menampung beberapa ketenruan undang-undang yang 

memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk mclakukan penyidikan. 

Misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tenmng Pengadilan Hak 

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Talmn !.999 tentang 

Pemberantasan Tirulak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentllng Komisi Pemberantllsan Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 30 ayat (I) huruf d Undang-Undang Kejaksann Rl 

menyatakan. "di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 

wewenang melakukan penyidikan terhadap rindak pida.na tertenbJ 

berdasarkan undang-undang''. 

Peraturan Pemerinlah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 Tentang 

Pelaksanaan KUHAl' l'asal 17 juga menegaakan bahwa penyidik menurut 

ketentuan khusus acara pidana sahagaimana dimaksud dalam Pasal 284 

ayat (2) KUHAl' dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan penjabat penyidik 

yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang·undangan. 

Selain, tugas dan kewenangan m>tuk melakskan penyidikan, 

kejaksaan juga mempunyai tugas melakukan penuntutan. Penuntutan 

adafah tindaka.n penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke 

pengudilan negeri (PN) yang berwenang dalam hal dan menurut tllta earn 

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan >-upaya diperiksa 

dan diputus oleh bakim disidang pengadilan (Pasall angka 7 KUHAP). 

Yang dimaksud l'enuntut Umum menurut Undang-Undang 

Kejaksaan ndalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan 
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pelimpahan pcrkara pidana ke PN meliputi bcrkas perkara. surat dakwaan. 

terd.akwa dan barang bulcti yang terkait dengan perkara tersebut. 

Kejaksaan sebagai pcnuntut umum mengenal dua asas yakni asas 

legalil.as dan oportunitas (he1 legaliteits en Iter opportunlteils beginsel). 

Berdasarkan Asas legalitas. penunlut umum wajib meJakukan penuntutan 

terhadap suatu perkara yang cukup bukti. Sedangkan asas oportunitas, 

penuntut umum tidak wajib melakukan penuntutan jika menurut 

perkembangan akan merugikan kepentingan umum. 154 

Secara garis besar, tugas dan wewenang penuntut umum tercantum 

dalam Pasal14 KUHAP, yaitu: 

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik 

atau penyidik pembantu; 

b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 

dengan rnernperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), 

dengan rnemberikan petunjuk dalam rangke penyernpumaan penyidik 

dari penyidik; 

c. Memberikan perpanjangan penabanan. metaksanakan penahanan atau 

penahanan lanjutan dan atau rnengabah statUs tabanan setelah perkara 

dilimpabkan oleh penyidik; 

d. Membuat surat dakwaan; 

e. Melimpabkan perkera ke pengadillln; 

f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan 

hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surnt 

panggilan, bail< kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang 

pada sidang yang telah ditentukan; 

g. Melakukan penwttutan: 

h. Menutup perkara demi kepentingan bukwn; 

i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggangjawab 

sebagai penuntut umum menurut ketentuan undangMundang ini; 

j. Melakannakan penetapan hakim. 

150 Ibid. Hal.l7~18. 
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lstilah Pra-penuntutan dapat ditemui dalam pasal 14 huruf b 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang berbunyi demikian: 

Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan pra-penuntutan 
apabila ada kekuarangan pada pc:nyidikan dengan memperhatikan pasal 
I !0 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka 
penyempumaan penyidikan da.ri penyidik. 

Kemudian pengertian Prapenuntutan ini kita jumpai juga dalam 

Pasal 30 ayat (I) a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang 

berbunyisebagaiberikut: 

Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan 
penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dad 
penyidik, mempellliari atau meneliti kelengkapan berkas perkara basil 
penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna 
dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara 
tersebut dapat dilimpabkan atau tidak ke tahap penuntutan. 

Pra-penuntutan dimulai sejak penyidik menyarabkan berkas 

perkara tahap pertama. '" Yang diserahkan pada tahap pertama ini, banya 

berkas perkara tidak disertai penyerahan ternangka dan barang bukti.'56 

Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (3) KUHAP yang berbunyi 

Penyernhan berkas perkara sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (2) 
dilakukan ; pada tahap pertama penyidlk kanya menyembkan berkas 
perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap se!esai, penyidik 
menyetahkan tanggung jawab atas ternangka dan barang bukti kapada 
penuntut umum. 

Berhubung tindakan penyempurnaan penyidikan tidak dibatasi 

sampai berapa kali dalam satu kasus, begitu juga tidak ada sankai bilamana 

pemeriksaan tambahan, tldak dikembalikan dalam waktu empat beias hari 

oleh penyidik, maka tenggang waktu pra-penuntutan menjadi bervariasi. 

Dari uruian di atas dapat dipabami, behwa tugas-tugas pra­

penuntutan adalah rugas yang paling menentukan dan yang memberi 

war,na atas keberhasilan tugas-tugas penuntutan. Menurut Osman 

m TenQ&Bll8 waktu pra-penuntu1.lm sebenamya paling lamt1 28 (dua. pulu.h delapan) hsri, 
tempi clalam praktek sangat berve.riasi. dan inilah termasuk se.l8h satu kelemahan Und.tmg~Undang 
Nomor 8 Tahurt 1981. 

1~ Osman Simanjuntak. Telnik Pemm/Uian dan Upaya Hukum, Cetakan Keempat. 
{Jakarta ;TI\llpa Pene!'bit. 1999), .Hal 6. 
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Simanjuntak. basil pra-penuntutanlah yang memberi arah dan wama 

kepada: 157 

a.benruk surat dakwaan. 

b.Materi surat dakwaan. 

c.Ketentuan-ketentuan pidana yang akan di1erapkan. 

d.Sangat menentukan juga bagi surat tuntutan dan tuntutan hukuman. 

Menurut Yushar Yahya. prapenuntutan itu sendiri sebenamya 

merupakan jembatan antara penyidikan dengan penuntutan, dimana hasil 

penyidikan dari penyidik diteliti dan dilengkapi untuk dapat diteruskan 

ketingkat penuntutan dan penyidangan oleh penuntut umum.158 

Dengan demUdan pra-penuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut 

Umum membcri petunjuk. kepada penyidik dalam rengka penyempumaan 

berkas perl<ara. 

4.4. PPATK Dalam Silltem Peradilao Pldana 

Berangkat dari konsep dasar upeya pe!lllllggulongan kejahatan 

sebagaimana yang telah dibahas da!arn bab sebeJumnya {kriminalisasi), 

bahwa masyarakat secara luas dalam upaya menanggulangi kejahatan 

menggunakan suatu sistem yang disebut sistem peradiian pidana. Sistem 

peradilan pidana secara umum tersebut. yang secara administrasi telah 

dijalankan oleh komponen-komponen atau sub-Sistem yang berbeda yaitu 

penyidikan (kepolisian), penuntutan (kejaksaan), pemeriksaan sidang 

pengadilan (pengadilan), pemasyarakaton (lembaga pemasyarnkatan), yang 

selanjumya keempat komponen ini barns belretiasama membentuk ape 

yang dikenal dengan nama suatu "'integrated criminal justice 

administraJiorf" apabila ingin mencapai tuju.an dari slstem tersebut.159 

Sistem ini dianggap berbasil apabila sebagian besar dari laporan 

masyarakat yang menjadl korban lrejahatan dapat "diselesalkanff dangan 

131 Osman Simanjuntak, Ibid. Hai2J. 
158 Yushar Yabya., Prapenuntut(m Menurut Te<Jrl dmt Prakiek., (Jakurt& : Pusat 

Pendid.ibn dan Pclatiliaii Kejaksaan Agung R1, 2006),Hal t. 
IW Mardjono Reksod1putro. Hak Asasi MQ/iu.fia '"'' Op. Clt.Hal 85. 
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diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadiian dan diputus bersalah 

serta mendapat pidana.166 

Dalam sistem peradilan pidana secara konvensional, wgas dan 

wewcnang da!am mengungkap indikasi tindak pidana (penyelidikan dan 

penyidikan) telah dimiliki oleh Penyidik Polisi, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil, Kejaksaan dan Komisi Pembenmlasan Korupsi dalam hal 

penyidikan temodap tindak pidana koropsi. 

Apabila berangkat dari konsep dasar sistem peradilan pidana 

sebagaimana digambarkan dalam bab sebelumnya, dalam penanggulangan 

tindak pidana pencucian uang apabila PPATK dimasuk.kan ke dalam 

sistem petadilan tersebut, maka dapst digambarkan sebsgai berikut : 

Anal isis 
PI'ATK 

TidW< 
mencurigakan 

Po!isi 

Tindak PidBna. 
Kejaksaan 

Kembali ke 
PPATK 

Memperhatikan gambar tersebut, nampak bahwa selain komponen 

sub-sistem petadilan pidana seeara umum, dalem sistem peradilan pidana 

terbsdap tindak pidana pencucian uang, terdapst sebuah lembaga yaitu 

PPATK, sebsgai ujung tombsk atau lembsga terdepsn dalam 

menanggulangl tindak pidana pencucian uang. PPATK menerima laporan .. 

laporan transaksi yang mencurigakan dan memilah~milah hingga apabila 

le!jadi dugaan tindak pidanapencucian uang maka akan dil6lljutkan kepeda 

Penyidik Polri. Kemudian peuyidik Polrl melakukan penyelidtkan dan atau 

penyidikan. Apebila penyidik Polri menemukan cukup bukti bahwa telah 

teljadi tindak pidana pencucian uang maka ukan diserahkan kepada 

Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan apabila tidak akan diserahkan 

160 Ibid. Hal. S4 
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kembali kepada PPA TK. Dengan demiklan sebagai sebuah slstem, 

peradilan tindak. pidana pencucian uang menjadi bagian dari sistem 

peradiian pidana secara umum. K<msep dasar sistem peradilan pidana 

menjadi dasar pelaksanaan sistem peradilan tindak pencucian dcngan 

pengecualian. pengembangan. atau perubahan yang diatur dalam Undang· 

Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2002 yang Ielah diamandemen berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003), PPATK ada!ah !embaga yang berdiri sendiri yang 

mendukung jalannya administrasi peradllan pidana. karena salah satu 

tugasnya adalah membantu dalam penegakan hukum yang merupakan 

peranan preventit:, tetapi bukan bagian dari komponen utama sistem 

peradUan pidana. 

Terdapat penambahan unsur dalam sistem pemdilan tinda.k pidana 

pencucian uang. Salah satu penambabannya ada!ah dibentuknya Pusat 

Pe!apoom dan transaksi Keuangan (PPATK). PPATK memegang penm 

stgnifikan da(am upaya membongkar dugaan terjadinya tindak pidana 

pencucian uang. Pembentukan PPATK tersebut karena penangguiangan 

tindak pidana (knjahatan secara umum) yang sa!ah satunya yaitu telah 

mengambil kebijakan untuk membentuk rezim anti pencucian uang, 

dengan dibentuknyalembaga PPATK sehagaimana telah diundangkannya 

Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2003 tentang Perubaban Undang­

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindal< Pidana Pencucian Uang. 

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut : 161 

1~1 Ywrus Husein, Ruim Ami Money Laundering Di lrufoYHtsia, Pusat Pelapo111ll dan 
Analisa Trans.aks1<.:emgan(PPATK), Jakarta, 4 Mei 2004. 
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Strategi Penanggu\angan Tindak Pidana 

Law Enforeemen 
Approach 

Anti Money Laundering 
Approach 

lntegritas & Stabilitas 
Sistem Keuangan 

Pencegahan dan 
Pemberantasan 

Krirninalitas 

82 

Krimina1itas 
menurun 

Skema tersebut telah menggambarkan bahwa penanggu1angan 

rernadap tindak pidana (kejaitatan) selain rerdapat pandekatan penegakan 

hukum juga terdapat pendekatan anti pencucian uang. Tujuan akhir dari 

rezim anti pencucian uang adalah untuk mencegah dan memberantas 

kejahatan (secara umum) atau supaya tingkat kejahatan menurun. 

Sehingga dengan pernbentukan rezim anti pencueian uang disamping 

merupakan upaya penanggulangan dndak pidana pencucian uang itu 

sendiri, juga dapat diganakan sebagai upaya penanggulangan tindak 

pidana secara umum dan sebagai upaya dalam mencapai integrita.s dan 

stabilitas sisrem keuangan yang memiliki pengaruh besar dalam rangka 

pembangunan. 

KQnsep .:ezim anti pencucian uang tersebut secara lengkap dapat 

digambarkan sebagai berikut : "' 

162 
'IUI'IUS l!llsei11, &zJm Aflfi~Mcmey l.aWJdering di Indonesia, diSIUTlpaikan dalam 

bentuk Slide, Jakarta, 4 Mci 2004, Hal 18. 
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Predicate 
crime 

International 
Cooperation lAw Enforcement 

Approach 

I .,, 
' 
' ' 

Proueds of "-, 
' ., __ 

<rime ·,, Law Enforcement & Judicial Seccor 

T ~""' 
/ Reporting \ ,,~ Customs I Parti .. 

t FlU 

... I Investigator I I Regulator I (PPATK) 
t 

I P~utor l Financial Sector 

" /; \~ 
t 

I Court I 
AMI. Approach \ 

Dolll.elliic ' 
Cooncratioo \ '---"'==-'\ 

.__rr.._id_••_* _ _JI I Parliament ~ Ll_r_u_b-ll_• _ _~ 

Melihat Konsep rezim ann pencucian uang ten;ebut dapat diketahui 

bnhwa terdapat dua pendekatan yaitu pendakabut ann pencueian uang itu 

sendiri dan pendakatan penegakan hukum. PPATK sebagai lemhaga yang 

memiliki peran yang sangat besar !<arena berada pada posisi sent.ral dalam 

upaya menanggubutgi tindak pidana pencucbut uang. Keberhasilan 

pembenmtasan tindak pidana pencucian uang tidak hanya rergantung 
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semata kepada PPA TK. tetapi juga 1embaga-lembaga lain seperti penegak 

hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai), para regulator 

sepeni Bank Indonesia. Departemenl Keuangan. Badan Pengawas Pasar 

Modal serta Penyedia Jasa Keuangan seperti industri perbankan. asuransL 

perusahaan efek dan lain-lain. PPATK juga melakukan kerjasama baik 

dalam negeri maupun tuar negeri dan disamping itu, masyarakat juga 

memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang positif bagi 

tegaknya rezirn anti pencucian uang.163 

Da!am hal membantu proses penegakan hokum PPATK dapat 

bekerja sama deogan Penyidik: dan Penuntut Umum dengan informasi 

yang dimiliki dan kemampuan anaiisisnya. Infonnasi ini dapat berasal dari 

data base PPATK atau diperoleh dari sharing i>iformallon dengan FlU 

negam lain. Selain itu, kebedlasilan tugas PPATK dan panegakan hukum 

akan diadukan kerja sarna atas dasar Memorandum of Underslonding 

(MOU) atau dukumen lainnya dengan regulator dan instansi panegak 

hukum. Kerjasarna yang telah dilakukan yakai dengan Kmnisi 

Pembernntasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada langgal 29 April 

2004; Kepolisian Negam Republik Indonesia mnggal 16 Juni 2004 dan 

Kejuksaan Repoblik Indonesia tanggal 27 September 2004; dan leembega. 

lembega Negara lain seperti Bauk Indonesia; Bapepam; Direl<torat 

Jenderal Lernbaga Keuangan, Direl<torat Jenderal Pajak, dan Direktorat 

Jenderal Bea dan CakaL Kemudian dalam taltun laporan PPATK telah 

melakukan kerja sama dalam bentuk penandatanganan Nota Kesepahaman 

(MoU) dengan Departemen Kebutanan pada tanggal28 Maret 2005. Kerja 

sarna ini dilakukan dalam upaya untuk rnembantu pembemntasan illegal 

logging dan kejahatan kahutanan lainnya. Di samping dengan Departemen 

Kehutanan, PPATK telah menandatangani MoU dengan CIFOR (Center 

For Intemationa/ Forestry /les$arch) untuk upaya yaag sama. PPATK 

juga telah melakukan kerja sama walaupan tanpa didasari MoU seperti 

1&1 Ibid. 
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kelja sama dengan LSM di bidang kehutanan dalarn bentuk 

penyelenggaraan pelatihan, kajian dan penyusunan pedoman pelaporan.164 

lsi kesepakatan bersama tersebut antara lain meneakup pertukaran 

inforrnasi, bantuan dalam rnelakukan analisis, penunjukan pegawai 

penghubung (liaison officer), sosialisasi UU TPPU dan peratur.tn 

perundang-undangan tetkait, serta pendidikan dan pelatihan. 

4.5. Laporan Basil Analisis Transaksi Keuaogan yang Mencurigakan. 

Lemba.ga PPATK dibentuk: mempunyai tujuan seperti yang 

disebutkan dalam Pasal IS ayat (l) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

tentang Tindak Pidana Pencucian uang ada.lah dalam rangka mencegah dan 

memberantas tindak pidana pencucian uang. Menu rut Y enti Oarnasih. 

PPA TK memiHki peran sebagaimana tercermin daiam filosofi 

pengkriminalisasian money laundering yaitu : 

suatu strategi atau suatu jembatan delam penanggulangan kejahatan 
secara umum yang tidak terbatas menanggulangi kejabatan money 
laundering saja, tetapl predicate cn"me dan ke~atan~kejahatm lain 
yang sulit dibemntas dengan cara konvensionat1 

Dengan demikian jelas bahwa tujuan pembentukan PPATK tidek 

hanya terbatas untuk menanggulangi kejahatan money laundering saja, 

tetapi juga sebagai strategi teritadep kejahatan asal terutama kejahatan 

yang sulit diberantas, dan penekamm sasaran dari undang-undeng tindak 

pidana pencucian uang adelah bentuk k~ahatannya. Selain itu Merdjono 

Reksodiputro menyatakan bahwa : 

sebenamya yang menjadi sasaran utama deri undang-undeng tindek 
pi dana pencucian uang adalsh para proffosional baik dari bank maupun 
nonbank yang merupakan pihak yang membantu atau sebagai 
perantara delam melakukan kejahatan yang sulit dikejar. Sedangkan 
tnjuan menrjar predicate crimenyn merupakan sasaran yang 
selanjutnya_ 1 

164 Wawancara dengan Muhammad Yusut: SH.MM pada tanggal2~ April 2009. 
165 Y enti Gamaslh, Op. Cit. . 
166 ~ Reksodlyutro. Oisarnpaikan .pads waktu dlskns! per~elitian "''ptimalisasi 

Penanganan Tindak Pidantt ~ucian Uang", oleh Tim PeneUti Komlsi Hukum Nasioool, Tanggal 
02 Maret 2006,. di Oedung Komisi Hukum Nasional Jakarta. 
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Betdasarkan pendapaL~pendapat tersebut, maka pada dasamya peran 

PPATK adatah sebagai strategi untuk mengatasi kejahatan baik kejahatan 

asal maupun kejahatan money laundering, mengejar pelaku kejahatan 

terutama profesionalnya. dan mengejar harta kekayaan hasH kejahatan. 

PPATK memiliki peranan baik yang bersifat preventif maupun represif. 

Apa yang dikemukakan diatas tolah memperlihatkan bahwa PPATK 

mcmiliki peran dalam rnemberantas pencucian uang baik yang bersifat 

prevenrif maupun represif. Sedangkan Muladi mengemukakan bahwa 

salah satu hal yang perlu diperhatikan yailu bahwa: 

'"kita ti<lak boleh mengharapkan terlalu besar tentang peranan sistem 
peradilan pidana sebagai pengendali kejahatan, sebab sistem ini hanya 
merupakan salah satu sarana saja dalam politik kriminal (yang bersifat 
penal).t61 

Dalam pelaksanaan upaya preventif dalam menanggulaogi tindak 

pidana pencucian uang yang telah dilakukan o!eh PPATK yaha baik secara 

eksplisit disebutkan dalam undang-undang seperti mengeluarl<an pedoman 

atau membuat peraturan tJSfl dan pengawasan tingkat kepatuhan penyedia 

jasa keuangan atau yang disebut dengan complaint audit, maupun yang 

secara implisit seperti penyelenggaraan sosialisasi, pendidikan dan 

pelatibon. 

Melihat hal tessebut penulis sependapat bahwa money laundering 

memang merupakan kejahatan dalam bidang keuangan yang sulit diatasi 

1!•
7 Muladi. Ktlpita Selekta .. .Op.Cit, Hal 3. 

1611 f>edoman~pedoman yang dikeluarlam PPATK hingga akhlr tahun 2005 yaitu antBta 
lain: 

L Keputusan Kepala PPATK No.21IIKEP.PPA1XI2003 tentang Pedoman Umum 
Pencegs.han dan Pemberwttasan T"mdak Pidana Pencucian Uang Bagi PJK (Pedoman 1) 

2. K.eputusan Kepala PPATK No. 2141KEP.PPATK!2:003 tentang Jdentifikasi T~i 
Keuangan Mencurlgekan Bagi P JK (Pedoman U) 

3. Keputussn Kepala PPA1K No. :JJSJKEP.PPATK/2003 tentang ldentifikasi TnulsaksJ 
Keuangun Mencurigaktm Bagi PV A dan UJPU (Pedoman UA} 

4. Keputusan Kepala PPAiK No. 215JKEP.PPATKJ2003 tentang Tata Oira Pelapornn 
Tmnsaksl Keuangan Mcncurigaken Bagi PJK {Pedoman III) 

5. Keputusan Kepala PPATK NO'. 2n/Kl!P.PPATKJ2003 tentang Tala Cum Pelaporan 
Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi PVA dan UJPU (Pedoman IliA} 

6. Keputusan Kcpala PPATK No. 3/liKEP.PPATK/2004 tmtang Pedoman L3poran 
Trsnsaksi Tunal dan Tata Cam Pelap:mmnya Bagi PJK (Pedoman IV} 

7. Keputusan Kepala PPATK. No. 3t9/KEP.PPATK.tl004 tentang Trnnsaksi Keua.ngan 
lunai Yang Dikecuatikan Dsri Kewejiban Laporan. 
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secara konvensional. sehingga sulit dipahami apabila opcrasional yang 

' terlibat di dalamnya tidak mengetahul tentang keuangan. Oleh karena itu 

diperlukan suatu pendekat.an yaitu dengan memhentuk suatu rezim anti 

money laundering yang posisi sentralnya pada lembaga PPATK. Sehingga 

PPATK dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengatasi kesulitan daiam 

membemntas kejahatan terutama mengejar para pelakunya dengan cara 

menelusuri arus uang atau hasU kejahatannnya. 

Selain peranan sebagaimana diuraikan diatas~ PPA TK juga 

memiliki penman dalam melakukan pene1itian terhadap tipologi dan 

modus operandi tindak pidana pencucian nang. Penelitian dan 

pengembangan tipologi terkait dengan tindak pidana pencucian uang serta 

analisis atas laporan transaksl keuangan dart penyedia jasa keuangan 

merupakan salah satu peran utama PPATK dalam melaksanakan tugas 

peneegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

Tugas PPATK sebagaimana direntukan dalam Pasal 26 huruf e 

menunjukkan bahwa PPATK memiliki kewajiban mengeluarkan pedoman 

dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan ren!ang kewajibannya. dan 

PPATK berkewajiban memberikan rekomendasi kepada pemerintah 

mengenal upaya-upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana 

pencucian uang. Sehingga PPATK memilikl peranan dalam melakukan 

penelitian rerhadap tipologi tian modus operandi kejahatan numey 

laundering untuk mendeteksi tipologi dan modus operandi yang akan 

teQadi selanjutnya. Hal ini sesuai dengan fungsi lntelijen itu sendiri, 

karena disamping untuk mencad, mengumpulka:n dan menganalisa data 

dan infonnasi balk apa yang te!jadi sekarang dan apa yang akan terjadi 

pada masa yang akan datang . Selama PPATK didirikan terdapat berbag~i 

Lapomn Tra:nsaksi KJ:uangan Mencodgakan (L TKM) yang disampaikan 

kepada PPATK yaitu: 

'l'abell 

L 1'KM yang Disampaikan Kepada PPATK 

Jenis Ptlapor Jumlah Pelapor Jumlah 

L'l'KM 
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. 
Bank 136 19,948 

Non Bank: 115 5,664 

Perusahaan Efek 33 Perusahaan 274 

Manajcr lnvestasi 3 Perusahaan 12 

Pedagang V alas 36 Perusahaan 3,554 

Dana Pcnsiun I Perusahaan I 

Lembaga Pembiayaan 16 Perusahaan 297 

Asuransi 26 Perusahaan 1,526 

TOTAL PELAPOR DAN LTKM 251 25,612 

Sumber. PPA TK 

Berdasarkan tabel di atas yaitu laporan transaksi keuangan 

mencurigakan (L TKM) yang diterim~ PPATK .telah mengidentifikasi 

bebern.pa modus operandi dan tipologi kasus tindak pidana pencucian uang 

sebagai berikut :169 

L. Pengalihan dana dari rekening giro milik instansi pemerintah ke 

rekening tabungan aln pribadi pejabat, seperti Bendahara.wan Kantor 

Dinas Daerah/ Pemda melakukan penarikan dana dengan cek dari 

rekening aln Dinas Daerah/Pemda. Selanjutnya dana basil pencairan 

disetorkan ke rekening a/n pribadi Bendahara!Pejabat Kantor Dinas 

dimaksud. 

Beberapa modus yang diketahui: 

a) Memperoleh bunga bank. Mentransfer dana dari Kas Daerah 

menggunakan rekening Pribadi dalam tempo singkat dana 

ditransfer kembali ke rekening Kas Daerah. 

b) Memotong sebagian. Mentransfer dana Kas Daerah ke rekening 

pribadi untuk kemudian mentransfer kembali sebagian dana ke Ka$ 

Daerah sehingga diperoleh selisih untuk kepentingan pribadi. 

c) Mengambil keseluruhan. Dana dari Kas Daerah ditransfer ke 

rekening tertentu, kemudian dipergunakan untuk kepentingan 

pribadi. 

169 Laporan lahunan PPATK Tahun 2007, Hal13. 
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d) Menggunakan beberapa nama pihak lain untuk menedma 

pentrnnsferan dana yang berasal dari Kas Daerah. 

2. Pembukaan rekening di bank dengan menggunakan idenlitas palsu 

untuk melakukan penipuan. 

3. Penyuapan dengan cara rekening pejabat pemerintah beserta anggota 

keluarganya digunakan untuk menampung dana-dana dari pihak lain 

yang memperoleh jasa dati: si pemilik rekening atau ada ke:terkaitan 

emosional dengan piha.k tertentu, Dana yang masuk ke rekening 

~abat tersebut dapat berupa; 

a. penyetoran secara tunai, 

b. menggunakan wari<at atas bawa, 

c. transfer dan bank lain, dan 

d. pemindabbukuan. 

Dana yang sudah masuk ke rekening pejabat kemudian digunakan 

unruk pembelian surat berharga. polis asuransi. bjsnis yang dikelota 

oleh anggota keluarga. pembelian properti, didepositokan dan lain· 

lain. 

4. Selain penyuapan dengan menggunakan uang atau instrumen 

keuangan terdapat pula penyuapan dengan menggunakan barang 

seperti mobil mewah. Mobil dibeli atas nama pejabat, namun 

pembayaran dilakukan oleh pihak lain. 

5. Pelaku illegal logging membuka beberapa rekening di bank balk 

menggunakan nama pelaku sendiri maupun nama pihak lain untuk 

menyamarkan identims pelaku. Rekening tersebut digunakan untuk 

memperlanear penye!esalan tmnsaksi perdagangan kayu/log. Beberape 

tmnsakai ada yang disetorkan kepada rekening okaum apernt 

keamanan dan ~- berwenang di bidang kehutman dan perlaiyuan. 

6. Transakai Pasar Modal untuk tujuan pengelolaan dana investllsi yang 

dihimpun o!eh perusehaan investasi yang beroperasi secara illegal. 

Pembukaan rekening !lrek pada Perusahaan Bfek di!akukan dengan 

menggunakan nama nominee. 
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7. Transaksi di Pasar Modal dengan menggunakan rekening atas nama 

nom;nee, pembelian Unit Penyertaan Rek.sadana melaiui Manager 

lnvestasi serta melalui agc-n pcmbayar (indirect selling). 

8. Pembclian Efck da!am rangka Initial Public Offering!IPO melalui 

underwriter unluk selanjutnya basil perolehan Efek ditransfer ke 

rekening nasabah di Perusahaan Efek dimana nasabah tercatat. 

9, Pembelian polis asuransi jiwa dengan premi jumlah besar yang 

dibayarkan sekaligus (premi tunggal} pada saat penutupan kontrak 

asuransL Selang beberapa waktu atau jauh sebdum kontrak asuransi 

berakhir, pofis asuransi dibatalkan. uang premi yang sudah dibayarkan 

kemudillfl ditarik walaupun dengan penalti tertent~. Dana pembelian 

untuk polis asuransi tersebut diantamnya berasal dari penyetoran tunal 

dalam jumJah besar dan frekuensi tinggi ke rekening yang 

bersangkutan )'llllg tidak menggambarkan basil dari aktifitas at.au 

usaha. Diduga uang tersebut hasil dari perbuatan metawan hukum. 

10. Pembelian polis asunmsi jiwa jenis unit /in/red dengan jumlah premi 

b<saf yong dlbayar secara reguler dimana pemegang polis (pembayor 

premi) adalah perusahaan berbadan hukum dan tei1allggung adalah 

pimpinan perusahaan tersebut. Perusahwt didirikan berdekatan 

denga:n waktu pengajuan polis. Sehingga b<saf kemungkinan dana 

untuk membayar premi bukan dari basil usaha perusahaan. Jumlah 

modal disetor perusahaan juga tidak menunjukan kemampuan 

perosa.haan untuk. membayar premi tersebut. Jadi, diduga dana untuk 

membayar premi berasal dari swnber lain )'llllg tidak sah dan 

penggunaan nama perusahaan sebagai pemegang polis 

mengindikasikl!n usalta tertl!nggung untuk menyamarkan asal asul 

dana seolah-o1ah berasal dari kegiatan bisnis yang sah. 

ll. Kembalinya dana-<lana yang dulunya dari basil perbuatan me1awan 

hukwn di Indonesia ke dalam negeri. Pengembalian dana tersebut 

terindikasi dilakukan melalui rekening perusahaan atau rekening 

pejabat tertentu, kemudian dana yang sudah masuk diserahkan kepada 
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oknum pemillk dana dengan memberikan imbalan kepada pihak yang 

nama atau perusahaannya digonakan. 

l2. Reslitusi pajak tidak wajar. dilakukan oleh perusahaan yang baru 

bc:rdiri dengan mengajukan restitusi pajak dalam jumlah relatif besar 

namun dari mutasi rekening perusahaan tidak mencerminkan adanya 

transaksi penjualan dan pembelian yang jumlahnya mendukung unttJk 

dapat diberikannya restirusi pajak tersebut. 

13. Penyelewengan penggunaan anggsran olelt Bagian pengadaan pada 

suatu instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk melakukan 

pembelian sejumlah barang. Dalam peJaksanaannya instansi tersebut 

tidak benar membeli barang dimaksud, tetapi hanya menyewa dengan 

nilai yang jauh lebih keoil dibandingkan kalau membeli, Selisib dana 

yang ada sebaglan masuk ke rekening pejabat instansi dimaksud. 

Beberapa modus tersebut diatas adalelt merupakan modus yang 
. 

sama terjadi pada tabun sebelumnya (2006) namun masih dapat ditemukan 

dalam kurun waktu tahun 2007 dan diduga,. modus tersebut diatas masih 

ukan temp terjadi dalam waktu yang akan datang. Modus terseltut tCijadi 

di bemagai sektor yaitu sektor pernerintaban, perbankan, perpajakan, 

asuranst serta pasar moda1. 

Baltwa tugas dan wewenang PPATK yang ditegaskan dalam 

pembabasan dimana terdapat tugas uta.ma yang utama daJam kaitannya 

dengan pemberantasan tlndak pidana pencueian uang. yaitu tugas 

mendeteksi teijadinya tindak pidana pencucian uang dan tugas membantu 

penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak 

pidana yang metabirlwtnya (predicate offences), datam proses 

pendeteksian. Terdapat dua model pendeteksian yaitu pertmna, melakukan 

pendeteksian atas laporan yang diterima dari PJK (laporan harian PJK ke 

PPA TK) dan kodua karen a adanya pennintaan kbusus dari penegak hukum 

yang pada saat itu sedang menangani kejahatan asal. Mekanisme 

pendeteksiannya dapat dilakukan melalui laporao-laporan yaog ditorima 

oleh PPA TK yang bemsal antaralain dari: 
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a) Suspicious transactions yang dilaporkan oleh penyedia Jasa 

keuangan Sebagaimana disebutkan Pasal I angka 6 dan pasal 13 

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

b) Laporan Penycdia jasa kcuangan bcrkaitan dengan transaksi 

tunai (cash transactions) dengan nilai kumulatif 

Rp.500.000.000 dalam waktu sehari. yang ditegaskan dalam 

Pasal13 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

c) Laporan berkenaan dengan pembawaan uang tunal ke dalam 

maupun keluar wilayah Indonesia sejumlah Rp.lOO juta alau 

lehih. Pelaporan atas hal ini dilakukan oleh Direktorat Jendral 

Sea dan Cuka~ yang ditegaskan dalam Pasal 16 Undang­

Undang 11ndak Pidana Pencucian Uang. 

d) lnformasi dari masyarakat tentang dugaan adanya suatu tindak 

pidana pencucian uang. Partisipasi masyarak:at hti telah 

ditegaskan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 82 tentang tata cara informasi dari orang perSeOrangan 

mengenai dugaan tindak pidana pencucian uang. 

e) lnformasi hasil keljasama dengan FIU negara lain. 

Berdasarkan pasal 26 huruf a Undang-Undang Pembetantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang PPATK mempunyai tugas sa!ah satunya 

adalah melakukan ana1isis terhadap Japoran suspicious transaction report 

at.au CQ11h lrmi$aclion report serta laporan pembawaan uang yang diterima. 

Hasil luijian yang dibuat tersebut nantinya akan digunakan oleb aparat 

penegak hukum dalam menangani suatu kasus baik untuk pencucian nang 

maupun kejahatan asal. Laporan basil anatisis PPATK yang telah 

disampaikan kepada penegak hukum adalah sebagai betilrut: 

TabeiZ 
Laporan Hasil Analim PPATK 

yang: Tetah Disampaikan Kepada Penegak Hukum 

Period• Laponm LHA LTKM LTKM 
llasil per yang per 
Aoalisis tahun terkait tahun 
{f.lUl dengan 
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.------··· LHA __ ._::] 
fcrahun 24 24 31 31 

2003 
Tahun 236 212 345 314 
2004 
Tahun 347' I I I 489 !44 
2005 -· Tahun 433 86 633 144 
2006 
Tahun 524 91 !009 376 
2007 
Tahun 628 104 1243 234 
2008 
Tahun Per 28 656 28 1306 63 
2009 Pebruari 

2009 
Jumtab LHA yang 656 1,306 
disampaikan kepada 

I penegak hukum 
Sumber: PPATK 

Berdasarkan tabel di atas, pada Laporan Hasil Analisis diduga terdapat 

dana-dana yang berasal dari tindak pidana (:predicate crime) seperti 

dijelaskan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2003. Sesuai dengan data di atas (Tabel 1) bahwa selama ini 

terdapat 25.612 Laporan Transaksi Keuangan Meneurigakan dan sebanyak 

1306 telah dilakukan analisa dan sejumlah 656 telah disampaikan kepada 

penegak bukum, sedangkan besil analisis yang tidak mempunyai indikasi 

k'1)abatan oleb PPATK dimasukkan kedalam data bese yang diganakan 

untuk bahan ana lisa jika kembali terdapat laporan transaksi mencurigakan. 

Menurut perkembangan tindak pidana asalnya jumlab Laporan Transaksi 

Keuangan mencutigakan dapat dikelompokkan sebagai betikut: 

Tabel3 
Laporan Traosaksi Keuaogan Meneurigakan 

Berdasarkan Tindak Pidaoa Asa1 

Tiodak Pidana Tahuo 

Asa1 s.d 200 200 200 200 200 200912 

200 4 5 6 7 8 8Feb 

Jumla 

h 
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.. 

Korupsi 10 107 35 48 254 

Penggelapan 0 2 8 2 48 

Penipuan *) 12 157 53 25 48 

Kejahatan 8 8 I I 10 3 

Perbankan 
' 

Pemalsuan 0 12 10 42 4 

Dokumen I 
Teroris 0 3 2 0 I 

Penggelapan 0 I 2 3 7 

Pajak 

Perjudian 0 2 2 0 2 

Penyuapan 0 5 g 5 2 

Narkotika 0 l I 2 0 

Pomogm!i Anak 0 I 0 0 0 

Pemalsuan 0 2 2 0 0 

Uang/Rupiah 

Pencurian 0 2 0 0 0 

Pembalakan 0 I 2 2 0 

Liar 

Penyelundupan 0 4 0 0 0 

Tidak I 6 8 s 7 

Teridentifikasild 

II 

Jumlah 31 314 144 144 376 

•• . Ket • ) Jumlah termasuk kasus pezrobaan pen1puan 
Sumber: PPATK 

94 

144 19 617 
----·-----

0 0 60 

47 27 369 

0 I 41 1 

0 0 68 

0 0 6 

0 0 13 

0 0 6 

8 0 28 

16 8 28 

0 0 I 

0 0 4 

0 0 2 

4 0 9 

1 0 5 

14 8 49 

234 63 1306 

Sedangkan menurut perkembangan tindak: pidana asatnya jum1ah Laporan 

Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah menjadi Laporan HasU 

Analisis dan disampaikan kepada penegak hukam dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 
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Tabcl4 
Laporan Traosak.~i Keuaogan Meneurigakan yang Telah Menjadi 

Laporao Hasil Aoalisis (LHA) 

Sumbcr: PPATK 

·~··· 

Tindak Pidana Tabuu Jumla 

Asal s.d 200 200 i 200 200 200 . 200912 h 

200 4 5 6 7 8 8Feb 

3 

Korupsi 10 83 33 44 5:1. 54 16 292 
Penggelapao 0 2 4 2 2 0 0 10 
Penipuan *) 12 87 41 17 20 27 5 209 

Kejahatan I 8 8 10 2 0 1 30 

Pcrbankan 

Pcmalsuan 0 10 g I 2 0 0 21 

Dokumen 

Teroris 0 3 2 0 1 0 0 6 
Penggelapan 0 I 2 I 3 0 0 7 

Pajak 

Perjudian 0 l 2 0 2 0 0 5 
Peoyuapan 0 2 1 4 2 6 0 15 

Narkotika 0 I I I 0 9 2 14 
Pornografi Anak 0 1 0 0 0 0 0 1 

Pemalsuan 0 2 2 0 0 0 0 4 

Uang/Rupiab 

Pencurian 0 1 0 0 0 0 0 I 

Pembalakao 0 I 2 I 0 2 0 6 
Liar 

Penyeluodupan 0 4 0 0 0 l 0 5 
Tidak I 5 5 5 5 5 4 30 

Teridentifikasild 

II 
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Apabila melihat da:ri hasil analisa tersebut di atas (Tabel 4). korupsi 

menempati urutan tertinggi dalam hal tindak pidana asal dugaan tindak 

pidana pencucian uang yaitu sebanyak 292 laporan hasil analisis, Selain 

korupsi juga terdapat tindak pidana asal Jainnya seperti penggclapan pajak 

dan penyelundupan. Dalam menganalisa tnmsaksi terhadap salah satu 

laporan, langkah pertama adalah melihat apakah ada laporan sebelumnya, 

apabila ada, apa kasusnya., apabila tidak ada maka rneminta klarifikasi 

kepeda penyedia jasa keuangan. Kedua, melihat daftar hitam baik dalam 

negeri (aparat penegak hukum, ilistansi lain} maupun daftar hitam FlU 

negaro lain. Dengan dernikian dapat dikatakan bahwa analisa yang 

dilalrukan PPATK tergantung dari data yang dimiliki sebelumnya 

sebagaimana tersimpen dalam database yang sudah dibuat dan data yang 

diperoleh dari klari!ikasi dari lembaga-lembaga lain. Sebingga PPA TK 

beketja berdasarkan laporan dan keberhasilan PPATK dalam menganalisa 

dugaan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana asai ditentukan 

juga dari peran !embaga-lembaga lain. 

PPATK menyampaikan laporan kepada penegak hukum dangan 

harapan laporan basil analisis terse but dapat ditindaldanjuti yaitu: 170 

(!) Apabila Laporan HasH Analisis tersebut diproses sampai tingkat 

ajudikasi, PPATK dibarapkan menerima pemberitahuan tentang 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pelaksanaan 

putusan dimaksud sehagai """"" loontro!. 

(2) Apabila perkara itu tidak dapat diproses PPATK dibarapkan menarima 

penjelasan yang lengkap berikut dokumen pendukungnya yang 

menerangkan tidak dapat diprosesnya Laporan Hasil An.alisa tersebu~ 

intinya PPATK mengharapkan transparansi. 

l7t! Muhammad Yusuf, SH, MM. wuwaneara tani,@U 29 April2009, 
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4.6. Penyclidikao dan Penyidikao Tiodak Pjdana Pentucian Uang. 

Berdasarkan pada Pasal26 Undang-Undang Nom or 15 Tahun 2002 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 

Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK dalam melaksanakan 

fungsinya mempunyai tugas sebagai berikut :''melaporkan hasil analtsa 

transak.s! keuangan yang berindjkasi tindak pidana pencucian uang kepada 

Kepolisian dan Kejaksaan" pada Pasal 31 Undang~Undang Nomor 15 

Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu dalam hal 

ditemukan adanya petunjuk atau dugaan telah ditemukan transaksi 

mencurigakan171 dalam wakfu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

ditemukan petunjuk tersebut PPATK w~ib menyerahkan hasH analisisnya 

kepada panyidik untuk ditindak lanjuti. 

Dalam penyelidiken laporan basil analisis PPATK make 

dilaksanakan dengan tahap penelitian laporan, tahap perlindungan pelapor 

dan saksi, tahap penolakan pelapor dan saksi, yaitu sebagai barikut :'?2 

1. Penetitian L~tporan 

Dalam tahap penelitian laporan penyidik harus berpedoman pada 

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang yaitu : 

a. PPATK, penyidik, penuntut umum, atau bakim wajib merahasiakan 

identitas pelapor. 

b. Pelanggaran temadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk 

menuntut ganti rugi melalui pengadilan. 

Tata cora penelitian laporao adalah sebagai berikut :173 

171 Transaksi keuangan mencurigoksn ada.lah : 
a. tran.saksi keu.angan yang menyimp:artg dati profil, karnkteristik, alau kebiasaan pola 

tra:nsaksi dati nasabah yang bersanglrollm; 
b. transaksi kell8llgan oleh nasabah yang patut diduga dilakuk.an dengan tujuan unluk 

mengbindari pelapor.m tmnsaksi yang~ yang wajib dilukukan oleb Penyedia 
- Kewmgan .......U dengan ._._ ..-g.urulang; 

c. tmlsaksi keuangan yang ditwrukan atau bal.al dilakukan dengan menggunakan harta 
kekayun yq diduga berasal dati basH tindak pi dana. 
m MMkas Besar K,i;poUsian Negara Republik indonesia, "Pedoman Penyidlkan Tinda'k 

Pi-dana Pencucian Uang" 2004, Hal 44. 
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a. penyidik berkoordinasi dengan PPATK untuk menghadirkan pelapor 
atau saksi, apabi!a belum ada PPATK di wilayahnya maka 
koordinasi diiaksanakan dengan Bank Indonesia diwilayahnya. 

b. Pclapor atau saksi diminta keterangannya dengan melaksanakan 
wawancara interview atau pemeriksaan dan hams merahasiakan 
identltas pelapor atau saksi tidak boleh terbawa dalam Berita Actua 
Pemeriksaan (BAP). 

c. Dari pelapor diminta data atau keterangan atau Japoran yang meliputi 
tentang transaksi keuangan serta identitas yaitu nama, nomor 
rekening, Bank (Penyedia Jasa Keuangan) alamat pernilik rekening, 
jum1ab dana. surnbcr dan tujuan dana serta proses transaksi 
keuangan dalam menempatkan, mentransfer, membayar atau 
membeJanjakan, menghibahkan atau meayumbangkaflt rnenitipkan 
harta kekayaan serta membawa ke luar negeri. menukarkan, 
menyembunyikan atau menyamarkan asal usui harta kekayaan. 

d. Dart basil wawancam, interview, pemerilcsaan tersebut barus 
mengarahkan kepada pencaria.n siapa yang alum dijadikan saksi dan 
tersangka dan apa alar bukti yong didapat dan dapat digunakon untuk 
pembuktian. 

e. Dalam penelitian ini akan ditemukan 2 pihak yaitu : pihak pertama 
adalah : pihak pelapor dan saksi-saksi pihak kedua adalah pihak 
tersangka dimona pada pihak kedua terdapat lagi pengirim dana 
(sumber) dan penerima dana (tujuan). 

Karena pelapor dan saksi yang diketahui dari penyedia jasa keuangan 

horus dirahasiakan maka penyidik hanya dapat memeriksa serta membuat 

BAP pihak tersangka sehingga harus dicari saksi lain dilllllr pelapor dan 

saksi yang harus dirnhasiakan identitasnya, apahila tersangka perorangan 

atau korporasi maka saksi dapat dibuat saksi mahkuta dari para tersangka 

sendiri, saksi atau saksi ahli dapat juga dari PPATK atau Bank Indonesia, 

Bapepam, atau instansi perguruan tinggi yang ahli di bidang tersebut.174 

Pada saat penyidikan akan diketahui dari pihak kadua yaitu pada 

pihak tersangka akan terdapat tersangka utama bebempa orang. don akan 

terdapat pernbonta-pernbantu yang melaksanakan pelretjaan karena 

disuruh atau terikat pada suatu perintah tetapi bukan karena kebendaknya 

melainkon karena tugasnya maka pembantu-pembantu initah yang 

dijadikan saksi-saksL 

111 Markas Besar Kepolisian Ncgl!l'll Republik Jndonesin,. "'Pedoman Penyidikan Tindak 
Pidatta Pencucian Uang"'. 2004, Ibid.. Hal 4S. 

114 Pedoman PenyidikBn Tindak Pidana Pencucian Usng. .• , Ibid. 
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2. Penolakan Pelapor dan Saksi175 

a. Pada tahap lni pelapor atau saksi menolak untuk dlperiksa atau 

diwawaocarai dikarenakan takut identitasnya dikctahui atau bila 

pelapor adalah penyedia jasa keuangan maka pclapor kbawalir 

mempunyai dampak berkurangnya kepercayaan dari nasabahnya 

atau pe1anggannya atau konsumennya kepada penyedia jasa 

keuangan tersebut. 

b. Pada kenyataan dalam penyidikan, apabila terdapat keluhan atau 

keberatatt dari pihak nasabal\ debitur, konsumen, pelaku kepada 

penyedia jasa keuangan karena rahasia keuangannya diketahui orang 

lain dan selanjutnya penyedia jasa keuangan kebemran kepada 

penyidik.176 

c. Pelapor atau saksi kemungkinan juga meoolak untuk: diperiksa atau 

diwawancarai oleh penyidik karena selain takut rahasianya terbuka 

juga takut terbadap tuntutan balik dari pihak yang dilaporkannya 

(terlapor).177 

Dalam Pasal 40 dan Pasal 42 te,..but dinyatakan bahwa pelapor 

atau saksi tidak dapat dituntut secaro. perdata ataupun pidana, bal tersebut 

ada!ah untuk menghindari : 

I. diketahuinya identitas pelapor. 

2. pengaduan atau tuntutan balik dikarenakan adanya 

pencemaran nama baik. menista. memfrtnah atau memberikan 

keterat1j!lln yang tidak benar atau tuntutan dan pengaduan lain. 

ns Apabila terjadi hal de:mikian maka penyidik hams koordlnasl dengan PPATK ntB.u 
Bank: Indonesia untuk dapat dihadirkan tll PPAtK atnu Bank Indone:sia.Buku Pedornan 
Penyidikan Tindak Pidana. Pencucian Uang. Opcit, Hal47. 

116 Apabila hal ini yang terj1tdi maka penyidJkhnruskoordlnasi dengan PPATK dan Bank 
Indonesia dan secara bersaJna..sama menya!Skan bahwa swnber inforrn:asi atau asai mulanya 
terbuka rahasia keuangan adafah dari penyidik dikurenakan penyiWk mempunyai kewemmgan 
W'l.tlJk membuka rah.a.9ia kewmgan ataU tnansaksi keuangan berdAsa.rkan pB$81 33 dan 34 Undnng­
Undang Nomor 151'ahun 2002jo Undang:~Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana 
PencuciBn Uang. 

117 Untuk hBl ini maka pelRpor atau saksj dilinduogi oteb un.dang-und.mg dengan dasar 
Pasal 43 Undang·Undang Nomor IS Tahun. 2002 Tentang Tindak Pidana Peneucltm Uang j1litu : 
"'peeapor dnnlatau sak$i tidak dapat ditwrtut balk secara perdRia al.eu pldan.a atas pclapo.mn 
danlatau kesaksian yang diberlkan oleh yang~ scbaga.imana dimaksud dalam pasal40 
dan p11S0142"" 
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l. gugatan perdata. 

Pada saat ini sering terjadi seseorang melapor I mengadu kepada 

Polri, kemudian pihak yang dilaporkan balik mengadukannya lagi karena 

merasa dicemarkan namun baiknya dalam tindak pidana pencucian uang 

yang dilaporkan tidak bisa melaporkan lagi kepada Polri sehingga tidak 

ada saling lapor. 

Pada kegiat.an tahap kedua adaJah pemblokiran rekening., pada 

tahap lni terdapat dua tahap yang barus dllaksanakan dan harus 

diputuskan """"" cepat yaitu pertama tahap pemblokirnn dan kedua 

tahap pembukaan rekening ten;angka. 

a. Pemblokiran 

Pada labap pembloklren penyidik barus memutuskan secara cepat 

apakah harus memblok:ir lebih dulu rekening tersangka atau tidak, 

karena pada seat ini penyidik barus menentukan apakaJt sudah past! 

bahwa uang al!lu dana yang tersedia tersebut benar-benar berasal dari 

hasil kejahatan atau bukan, dan apakah terdapat dugaan uang yang 

ada dalam rekening tersebut akan diambH tunai atau dipindahkan ke 

rekening lain yang lebih su!it penyidikannya karena akan disamarkan 

lagi oleh tersangka."' 

Pemblokiran dilaksanakan sebagai barikut :179 

i. penyidik membuat surat permintaan kepada Penyedia Jasa 
Keuangan atau Bank untuk melakukan pemblokiran. 

ii. Surat berisi pennintaan untuk memblokir rekening atas nama 
tersangka al!lu biasanya yang dikatagorikan turut 
serta/membantu (karena hanya dipinjarn rekeningnya saja oleh 
tersangka) dilengkapi nomor rekening yang akan diblokir. 

m Apabile penyldlk ynkin aken t.erjadi kcdua hal tersebut maka penyidik he.rus segera 
memblokir rekening tetsimgka dan fuu1a/\UU1g yang diblokir harus tetap psda penyedia jasa 
keua.ngan yang bersang.kutan. Dasar pemblokiran rekening tersangka ter.>ebut yaitu pasal 32 
Undang~Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. "Penyidik, 
penuntut wnum atau hakim berwenang memerin\ahkan kepada ~enyedia Jasu. Keuangan untuk 
rnelo.kukan pemb!okiran terhadap barta kekayaen setiap orang yang te!ah dilaporkan oleh PPATK 
kepada pen;idik,. tersangka atau terdakwa yang diketahui a1au patut diduga merupakan hasil tindak 
pidana." 

179 M11rkas Be5<lf Kepolisian NC;":gam Republik Indonesia, Pedoman Pcnyidilcan Tindak 
Pidana Pencucian Uang,. opciL, Hal48. 
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iii. Selalu harus ada tembusan surnt ke Kapolda. Kabareskrim 
Mabes Polri, Kepala Bank Indonesia setempat atau Gubemur 
Bank [ndonesia. 

iv. Setelah diblokir dana yang ada tidak boleh dipindahkan 
ketempat lain, harus tetap berada pads. bank (Penyedia Jasa 
Keuangan). 

v. Apabila berkas akan diajukan kepada Penuntut Urn urn mak.a 
dan.a. yang dibloldr tersebut disita dengan minta ijin Pengadilan. 
Berita Acara Pemeriksaan Penyitaan dimasukkan berkas namun 
dana retap dalam Bank (Penyedia Jasa Keuangan). 

vi. Surat yang dibuat Penyidik kepada Bank (PJK) untuk 
pennintaan diblokir. dengan m.enyebutkan: 

(I) nama jabatan panyidik. 
(2) ldentitas lel1l<Ulgkalyang turut serta/membantu. 
(3) Alasan pemblokiran 
(4) Tindak pidana yang disangknkan. 
(5) Tempat dana atau Horta Kekayaan bamda (dapat juga 

harta kakayaan barupa lanah, maka pemblokiran kepada 
BPN). 

b. Membuka Rekening 

Dasar membuka rekening dan meminta keterangan adalah 

Pasal 33 Undang-Undang Nomor !5 Tahun 2002 Tentang Tindak 

Pidana Pencueian Uang. Untuk kepentingan pemerikaaan da!am 

parkanl tindak pi dana parlu salts~ Pasa! 33 ayat (I) dan (2) 

menyatabn; 

(I) untuk kepentingan pemerikaaan dalam patkam tindak pidana 

pencucian uang, maka penyidik dan penuntut umum, atau 

bakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia 

Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang 

telah di!aparkan oleh PPATK, tersangka atau terdakwa. 

(2) Dalarn meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (I), terhadap penyidik, penuntut umum, a tau hnkim tidal< 

berlaku ketentuan undang-Undang yang mengatur tentang 

rahasia bank dan kerahllsiaan transakai keuangan lainnya. 

(3) Penyedia Jasa Keuangan setelah menerima perintah penyidik, 

penuntut umum, atau hakim sebagairnana dimaksud dalarn 

ayat (2) wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah sural 

parintah pemblokiran diterima. 
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(4) Penyedian Jasa Keuangan wajib menyerahkan berita acara 

pelaksanaan pemblokiran kepada penyidik., penuntut umum, 

atau hakirn pating lambat l (satu) hari kcrja terhitung sejak 

tanggal pelaksanaan pemblokiran. 

(5) Harta kekayaan yang diblokir harus tetap hernia pada 

Penyedia Jasa Keuangan yang bersangkutan. 

(6) Penyedia Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat ( 4) dikenai 

tindakan administratif sesuai dengan peraturan penmdang­

undangan yang herlaku. 

Prosedur Membuka Rek.ening dan Meminta Keterangan :180 

[. Penyidik membuat surat permintaan pemeriksaan rekening 

nasabah/debitur te"""gka dengan nomor rekening pada bank, 

serta mencantumkan nama penyidik yang akan memeriksanya. 

Sural tersebut diajakan oleh penyidik kepada Kapolda, yang 

menandatangani surat adalah Kapolsek!Kapolsekta/Kapolresl 

Kapolresta!Kapolwii/Kapolwiltabes!Dir Serse KriminaUDir 

Serse NarkobaJDir Serse Krimsus. 

II. Kapokla meneruakan surat tersebut kepada Direktur Reserse 

Krimina! untuk Polda Metro kepada Direktur Reserne Kriminal 

Khusus atau Perwira yang ditunjuk untuk : 

a. Meneliti apakah surat tersebut diiampiri laporan polisi/LP 

(foto copy) yang disyahkan dengan cap dan Ianda Iangan asli 

dari Kapolsek ke alaS. Hal tersebut untuk membuktikan 

hahwa henar-henar telah tetjadi suatu tindak pidana (ada 

kejadiannya. tidak palsu dan tidak direkayasa). 

tto Ms.tkas 'Be$$r Kepclisian Negara Repubiik lndonesia._ "Pedomm Penyidikmt Tmdak 
?"tdana Pencucian Uang"", OpA:it, Hal 51. 
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b. Meneliti apakah ada BAP saksi a.tau tersangka (foto copynya) 

yang dilegalisir dengan cap dan Ianda tangan dari Kapolsek 

ke atas (minimal terdapat BAP saksi·saksi). 

c. Apabila telah lengkap, maka dibuatkan oleh Dir Resk.rim 

Polda surat untuk memperoleh keterangan dari bank yang 

ditandatangani oleh Kapolda ditujukan kepada Bank yang 

bcrsangkutan (lampiran). 

d. Kemudian sural yang l<llah ditandatangani oleb Kapolda 

tersebut dikirimkan Iagi kepada Pcnyidik dan kemudian 

penyidik membuat sural kepada bank yang bcrsangkutan 

untuk meminta dibuka rekening dan identitas serta 

kel<lrangan lain dengan menyerahkan surat dari Kapolda 

tersebut kepada Bank. 

e. Sel<llah itu ponyidik membuat foto eopy surat yang 

ditandatangani Kapolda l<lrsebut untuk dikirimkan 

tembusannya kepada Kapolri, Gubcmur Bank Indonesia, dan 

Bareskrim Polri. 

f. Undang-undang alau aturan di alas dibuat untuk 

memper<:epat proses pombukean rekening karena itu proses 

oleh Polda harus dalam I ( satu) bari selesai, hal l<lrsebut 

dikarenakan apabi!a •- diantar oleh penyidikoya iangsung 

ke Polda, sedaagkan penyidik berkedudukan di daerah 

(Polwii/Polres/Polsek), apabila I (satu) hari selesai, maha 

surat tersebut clapat dibawa kembali basilnya untuk 

diperganakan dalam penyidikan dangan segem. 

3. Pemerikeann Tersaogka 

Pemerikeaan tersaogke dalam tindak pidana pencucian uang harus 

dibuktikan dalam dua tahap atau lebih, dan bersamaan tidak dapat 

dipisabkan, yaitu apabila dalam tahap I tidak !<lrbukti maha tahap 2 

secant otomatis tidak akan terbukti, hal ini dalam bukmn pidana 

dikalakan bcrbarengan/berSal11lll!n tindak pidana (concursus at"" 
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samenloop)~ tetapi dalam perbarengan tindak pidana pertama dan tindak 

pidana kedua berbeda. 

Dari uraian d\ al.as walaupun teljadi samenlooplconcursus, tetapi 

tetap tidak sama untuk perbuatan pencucian uang, sehingga perba.rengan 

tindak pidana ada, tetapi dalam ba1 pembuktian tidak bisa disamakan. 

Pada uraian selanjutnya digambarkan pola pemhuktian unsur 

pidana, pada tahap pertahap akan berkembang hal-hal yang taoinya 

belum diketahui menjadi diketahui dengan dukungan pembuktian saksi 

dan alat buk:tl~ sehingga terbentuklah gambaran perbuatan pidana dari 

tersangka dengan terpenuhinya tmsur-unsur pada pasal pidana. 

Pola Pembuktian Unsur Pidaba Tersangka 

1 Apakah merupakan barta I "'""" I Tidakada • kekavaan kejabatan 

l Ya 

I Tidakada 
2 Apakah basil tindak. pida.na """" kejahatan 

r Ya 

3 Apakah dati kejahatan pasal 2 """" Tidakada 
uu 15/2002 • k.ejalma.n 

I Ya 

4 Apllkah berjw:uillh sam a dtnp.n I '1ldak Tidakada 
atau lebih dan Rp.500jt I kejahalan 

+ Ya 

Apakah menempfll.ka.n ke dalam 
PJK atau mentnws&r dari PJK 

5 
atau membayarkan, 

Tidakada membela.ojakan, menglubahkan. 
menyumbangk;an. men.itipkan, kcjahalan 

membawa lte LN, menuk.arl<.an. 
me.t:.~Yemlninyikan. 
men~ 

~ Ya 

6 Apakah detl8M sengaja, 9adat Tidakada 
~ mel,lJletahuinya kejahatan 

Ya 

7 I ~akn.h diketahuinyu dan petut 1ldak lf.~ • diduganya 
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Sumber ; Pedoman Penyidikan Tindak. Pidana Pencucian Uang, 
Markas Bcsar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

4.7. Penyelcsaiau Laponm Hasil Analisis Transaksi Keuangan y~ng 

Meneuripkan oleh Kepotisian dan Kejaksaan. 

Berdasarkan Hukum Acara Pidana. yang bertaku di Indonesia. saat 

ini Polri merupakan penyelidik dan penyidik tunggal terbadap dugaan 

tindak pidana pencucian uang. Polri meiakukan penyelidikan dan 

penyidikan tindak pidana peneucian uang menggunakan Lapomn Hast! 

Analisis dari PPATK dan menemukan sendiri dugaan tindak pidana 

peneucian uang. DaJam penyidikan tinda.k pidana pncucian uang yang 

dilakukan oleh Penyidik Petri pela penyidikan dilakukan dengan earn 

sebagai berikutHn: 

I. Buktikan Kejahatan Asalnya. 

Kejahatan asal harus dipastikan merupakan kejahatan yang termuat 

dalam Pasal 2 Undang·Undang Nomor 15 Tah:un 2002 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang NomOI' 25 Tahun 2003. 

II. Buktikan Timiak Pidana Pencucian uang. 

Setelah dapat dipastikan bahwa tlndak pidana yang dalam peristiwa 

tersebut merupakan tindak pidana yang tennuat dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah 

dengan Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2003, malta selanjutnya 

adalah melakukan koordinasi dengan PPATK. Hal ini dilakukun 

untuk memperoleb rekuman trnnsakai yang Ieiah dilakukan oleh 

tersangku dan untuk melakukan pengembangan mengenai siapa· 

siapa saja yang terkuit dengan aliran dana hasil kebatan tersebut dan 

bisa ditetapkan sebagai tersangka tlndak pidana11Wney laundering. 

1111 Betdasarkan wawancara dengnn AKBP Smnosir Pakpahan. penyidik:: tindak pidana 
peooucian uang pada Direkiorat Bkonorni Khusus Mabes Polri tanggall2 Aprii 2009. 
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Hal inilah yang dilakukan oleh penyidik dan sudah merupakan 

standar kerja penyidikan dalam melakukan penyidikan terhadap lindak 

pidana pencucian uang. Dengan demikian terlihat bahwa penyidik dalam 

melakukan penyldikan cendcrung untuk membuktikan atau minimal 

menemukan kejahatan asal yang menghasilkan uang, kemudian 

mengemb.angkannya dengan menggunakan undang*undang tindak pidana 

pencucian uang. 

Selama tahun 2006 hingga tahun 2008 penyidik Polri hanya 

menyelesaikan tujuh kasus tindak pidana pencucian uang yang berasal dari 

temuan penyidik Polri sendiri yaitu: 

Tabel5 

Penyelesaiao Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 
yang Berasal darl Temuan Penyidik PoJri 

No Laporan Polisi Polapor Tel'S81lgka Keterangan 

Tgl/Bin!Thn 

I LP/4303/KIXJ/2(1061 Ranto p Vincentius Kirim 

SPKlll Simanjuntak AminS.S PUIP.21 

Tgll6·11-2000 

2 LP/4866/KIXII/2006 Hannis Meilisa Kirim 

/SPK!I Tirtajaya Nunnawan PUIP.I9 

Tgl26-!2-2006 

3 LP/283/K/II2007/SP Zakwan Nur, Kirim 

KII SH PUIP.21 

Tgl 22·7·2007 

4 LP/!3222/K/IU/2007 Jani Basuki Sigit Kirirn 

/SPKJII Sunamo Hermanto PUIP.21 

T gl 28-03-2007 

5 LPIAI31mll2o006!K - DR.Hc H. P.21 

asatgas Ops Tgl 24- Alunad 

03-2006 Fauzi, SH 

6 LP/17.c/!lt2006/Ditr . AdenanLis Sidik 

eskrim 
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N 

• 

I 

2 

3 

4 

Thn 

2005 

2006 

2007 

2008 

Total 

107 

I 
·-·· 

Tgl 13-02-2006 

7 LP/447/lXI2008 &ly Sunyoto Yong Peng, Sidik 

Tgl 22-09-2008 dkk 
. Sumber . Mabes Poln 

Scdangkan dari Laporan Hasil Analisa PPATK yang disampaikan kepada 

Polri, Polri menggunakannya untuk memulai penyt>Jidikan terhadap 

dugaan adanya tindak pidana pencucian uang. Se!ama tahun 2005 {scjak 

PPATK berdiri) hingga tahun 2008 tindak lanjut terhadap Lopornn Hasil 

Analisa PPATK adalahsebegai berikut: 

JML 
LH.A DPO 

125 I 

69 . 
17 . 
!54 . 
425 I 

Tabel6 

Tiodak Lanjut Lapo.ran Basil Analisa PP ATK 
Oleh Mabes Polri 

Kcterangan 

Alamat Tdk Hcnti Lidik HcnU Sldlk 

Flldlf Prt.dkate Udik Sidlk 

C-e 

30 7 6 62 5 II 

4 6 10 44 I 2 

4 5 1 56 2 6 

- . - lSI . 2 

38 18 17 313 8 .. 

P2l Pl9 

- I 

1 1 

. . 

. . 
1 1 

Sumber : Mabes Polri 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat kita lihat bahwa dari 425 Loporan 

Hasil Analisis yang dilakukan oleh PPATK dan diberikus kepada Polri, 

hanya IS kasus yang telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh penuntut umum 

sehingga layak untuk dilakukan penuntullln ku pengadilan. Pada tahap 

pengembalian berkus perlmra untuk dltengkapi penyidik (P-19) sebanyak 2 

kusus, tahap pemerikusan tambahan oleh penuntut umum (P-22) sehanyak 

I kusus kemudian di tahap penyidikan sebanyak 21 kusus. Pada tahap 

penyidikan retah dihentikan penyidikannya kurenn tidak cukup alat bakD 

sehanyak 8 kusus dan yang dihentikan pada tahap penyolidikan kuretta 
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tidak terdapat peristiwa pidana sebanyak 313 kasus. Selain itu terdapat 18 

kasus yang predicate crime nya tidak termasuk di dalam pasal 2 ayat ( t) 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah dlubah dengan 

Undang~Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang. Terdapat 38 Laporan Analisa PPATK yang identit.asnya palsu dan 1 

kasus telah dike:tahui identitasnya dan telah dinyatakan sebagai tersangka 

namun yang bersangkutan belum ditemukan sehingga masuk dalam Daftar 

Pencarian Orang (DPO). 

Menurut Polri hambatan~hambatan yang dih<>dapi oieh penyelidik maupun 

penyidik dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATK adaiah: 

l. Laporan basil analisis dari PPATK belum memadai untuk diJakukan 

pe:nyelidikan sebingga masih memeriukan infonnasl tambahan yang 

lebih kongkrit. 

2. Alamat tersangka dalam Kartu tanda penduduk (KTP) adalah 

fiktiflpalsu. 

3. Terdapat perbedaan persepsi dengan penuntut wnum terkait dengan 

predicate crime, persepsi penyidik Predicate Crime tidak hams 

dibuktikan. persepsi Penuntut Umum Predicate Crime harus 

dibuktika.n terlebih dahulu barn kemudian pencucian uangnya. 

Laporan hasil analisis yang dilakukan oleh PPA TK hanya menyebutkan 

kejanggalan sebuah transaksi keuangan yang dilakukan oleh seseorang di 

luar kebiasaannya, namun di dalam laporan tersebut tidak disebutkan 

infonnasi-infonnasi lain mengenai adanya peristiwa tindak pidana 

peneueian uang. Sehingga penyelidik dan penyldik Polrl masih 

memerlukan infonmasi-infunnasi tambahan dali PPATK untuk 

mangungkap ada tidakuya peristiwa pidana, sehingga hanya sedikit dar! 

Laporan Hasil Analisis yang ditingkatkan ke tingkat penuntutan oleh 

penyidik Polri. 

PPATK tidak dapat mendapatkan informasi yang memudai karena 

PPATK tidak mempunyai kewenangan sebagai penyelidik seporti dalam 

pasal5 ayat (l) KUHAP. Dalam ketentuan tersebut salah satu kewenangan 
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penyelidfk adalah mencari keteranga.n dan banmg bukti guna menentukan 

apakah telah te~adi suatu tindak pidana atau tidak. Dengan tidak adanya 

kewcnangan tersebut maka Laporan PPATK menjadi tidak lengkap dan 

sumir karena hanya mcngandalkan laporan sepihak dari penyedia jasa 

keu:mgan. Berdasarkan informasi sepihak penyedia jasa keuangan tersebut 

rPATK melakukan analisa tanpa adanya informasi lain, sehingga bahan­

bahan untuk melakukan anaUsa menjadi sangat sedikit Penyidik ataupun 

penyelidik tindak pidana peneucian uang mengalarni k.esuJitan dalam 

memulai penyelidikan atau penyidikan sehingga tingkat keberltasilan 

penyelesaian kasus tindak pidana pencucian uang menjadi rendah. 

Sesuai dengan data yang didapat dari Polri tersebut di atas, bahwa 

angka terbanyak dari Laporan Hasil Analisis PPATK berada pada tingkat 

penyelidikan yaitu sejumlah 313 laporan dan kemudian disusul dengan 38 

laporan yang tidak dapet diteruakan karena alamatnya fiktif. Polri 

mengalami kesulitan da1am menindaklanjuti laporan basil analisis PPATK 

tersebut salahsatunya dikarenakan banyaknya alamat atau identitas fiktif. 

Dengan demikian apabila Potri menemukan bahwa identitas di dalam 

laporan hasil analisis PPATK tersehut palsu maka laporan tersebut ridak 

dapat diteruskan. Selain itu terdapet juga harnbatan peda tahap pra 

pemmtutan, yaitu menurut sudut pendang penyidik Polri dalam melakakan 

ponyidikan teahadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu terlebih 

dahulu memboktikan adanya tindak pidana asalnya dan hanya culrup 

dengan dugaan tindak pidana asainya saja. Namun menurut sudut pandang 

penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang harus 

dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asafnya182• Sehingga penulis 

borpendapat bahwa ponentuan adanya dugaan tindak pidana poncucian 

uang sebonarnya hokan ditentukan olen PPA TK, retapi ditentukan oleh 

pihak ponyidik. Oleh karena itu PPATK hanya borsililt pemberi umpen 

saja, yang berada dibelakang layar karena Iebih bersifut sebagai fungsi 

intelijen. 

Itt Wuwanenra dengan T.M. Syahrital. Kasubdit Keamarnm dan Ketriban Umum dan 
TPUL padalampldum KejaksaanAgung Rl ttmggul14April2009. 
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Efektifitas sistem peradila.n pidana tergantung dari banyak faktor. 

Seperti yang disampaikan oleh Hiroshi Ishikawa yang dikutip oleh Topo 

Santoso bahwa terdapal beberapa indikator keberhasilan dari pencrapan 

sistem peradilan pidana terpadu yaitu:183 

( 1) CleaJ'ance rate yang tinggi yaitu tingkat pcngungkapan 

perkara oleh penyidik Polisi. 

(2} ConvictiOn rate yang relatif cukup tinggi, yaitu keberhasilan 

pengadilan menyelesaikan perkara. 

(3) Rate of suspenswn (tingkat penundaan penuntutan). 

(4) Speedy disposision (penyelesaian perkara yang cepet). 

(5) Sentencing (pemidaan). 

(6) Recorwiction raie (rata~rata pengu1angan kejahatanlresidivis). 

Apabila dikaitkan dengan tingkat keberhasilan rezim anti pencucian uang 

di Indonesia, seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa dari 425 

Laperan Hasil Ana lisa oleh PI' ATE: yang diserahkan kepeda Polri hanya 

I 5 yang dapat dianggap lengkap dan dapat dilakukan penuntutan oleh 

Penuntut Umum dan salah satu hambatannya adalah terdapat perbadaan 

persepsi antam Polri dan Kejakanan mengenai barus dibuktikan atau tidak 

predicate crime dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian 

uang. Selain itu penyidik Polri juga melakakan penyelidikan dan 

penyidilrau dari temuan penyidik Polri sendiri dimana selama tahun 2006 

hingga lahun 2008 bauya terdapet 7 kasus. Tingkat penyelesaian kasus 

tindak pidana pencucian uang (Clearence rate) oleh penyidik Polri sangat 

rendah baik dati temuan sendiri maupun basil dari Laporan Hasil Analisi 

PPATK. Polri rnenjadi faktor penentu dalarn efuktifitas sistem peradilan 

pidana kbu.sus tindak pencucian uang karena Polri merupakan penyidik 

tunggal dalam tindak pidana pencucian uang. Kendala-kendala yang 

dibadapi oleh penyidik Polri tersebut di atas merupakan bal-bal yang dapat 

mempengaruhi efektifitas sistem peradilan pidana kbususnya dalam tindak 

pidana pencuclan uang. Dari jwnlab kasus yang diselesaikan oleh penyidik 

183 Topo Santoso, Polisi dan Jaksa: Keterpaduan at au Pergulotan? Pusat Sludl Peradilnn 
Pidana Indonesia. Depok, 2000, Hal 29 
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Polri terlihat babwa pcnyidik Polri m.enggantungkan kepada Laporan Hasil 

Analisa PPATK untuk metakukan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana pencudan uang, sehingga tingkat keberhasilan pemberantasan 

pencucian uang di Indonesia sangat bcrgantung kepada PPATK. Selain itu 

penyelesaian Laporan Hasil Analisa PPATK oleh Polri yang rendah 

tersebut karena masih sumimya laporan tersebut sehingga Polri masih 

membutuhkan infonnasi-informasi dan data..data tambahan. Data dan 

infonnasi tersebut sulit didapat oleh PPATK karena PPATK tidak 

mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Dengan 

demikian pekerjaan mengungkap ada atau tidaknya pencucian uang 

berdasarkan LHA dari PI'ATK oleh penyidik Polri tersebut memakan 

waktu yang lama sehingga speedy disposision dalam penyeiesaian kasus 

dugaan tindak pidana pencucian tersebut sangat rendah. 

Selain diserahl<an kepada Polr~ PPATK juga rnenyeillhkan 

Laporan basil analisa kepada Kejaksaan. Sejak PPATK didirikan sebanyak 

32 laporan basil analisa tmnsaksi keuangan yang rnencurignkan telah 

diserahkan kepada Kejaks:mn Agung Rl. Sampai dengan tahun 2009 

Kejaksaan Agung Rl telah menye!esaiken 5 laporan basil analisa PPATK 

tersebut rnenjadi perkara tindak pidana korupsi. Kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi oleh Kejaksaan Agnng Rl sama dengan yang dialami penyidik 

Polri yaitu laporan tersebut kualitasnya maslh rendah. Kejaksaan 

rnenganakan laporan basil analisa PPATK te"ebut untuk mengungkap 

kasus-kasus tindak pidana korupsi karena Kejaksaan hanya melakukan 

penyidiken lindak pidana korupsi. 

Berdasackan uraian tersebut di atas dapat digambarkan b.ahwa 

posisi sentral pada rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di 

indonesia adalah PPATK. PPATK menjadi salah satu unsur di dalam 

koridor sistem peradilan pidana khususnya di dalam rezim pemberantasan 

timiak pidana pencucian uang. Penytdik Polri sebagai penyidik tunggal 

tindak pidana pencucian uang merasa kesulitan dalam rnenindaldanjuti 

lapamn basilanalisa yang dibuat oleh PPATK sehingga selama inl banya 

15 laporan basil ana lisa yang diserahkan oleb PPA TK dapat ditingkatkan 
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ke penunmtan oleh penyidik Polri. Pemberantasan tindak pidana pencucian 

uang dengan cara menindaklanjuti laporan hasil analisa PPATK 

merupakan salah satu politik kriminal dalam bentuk penal dan 

dilaksanakan dengan rnenggunakan saranana sistem peradilan pidana. 

Sedangkan pa<la penegak.an hukumnya akan dipengaruhi oleh bebempa 

faktor. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto seperti yang telah penulis 

uraik.an pada bah I terdapat lima unsur penegak.an hukum, yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri. yang dibatasi pada undang-undang saja; 

b. Fal<tor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum; 

c. Faktor sarana atau fasiiitas yang mendukung penegakan hukurn; 

d. Faktor rnasyarakat yaitu 1ingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau ditempkan; 

e. Fal<tor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada kan;a manusia di<lalam pergaulan hidup. 

Dengan adanya peran PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang 

hanya bersifat memberikan informaSi kepada Polri dan Kejaksaan Ri 

tersebut di atas, dimana hasH laporan analisa yang disampaikan oleh 

PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun 

penyidil<an. Hal ini disebabknn karena Jembaga PPATK banya betsifut 

administratif saja yaitu hanya memberikan informasi awal tanpa aktif 

mencari informasi-infonnasi pendukung Jainnya. PPATK tidak dapat 

memberikan informasi-informasi secarn lengkap karena PPA TK tidak 

mempunyai kewenangan sebagai penyelidik. Maka <lapat dikatakan bahwa 

peran rezim pemberantasan tindak. pidana pencucian uang di Indonesia 

belum beijalan dengan maksimal. Hal lni dipengaruhi oleh fuktor 

hukumnya sendiri dima.na dalam pemberantasan tindak. pidana pencucian 

uang hanya tertlapat penyidik tunggal yaitu penyidik Polri. 

Sedangkan dari fal<tor penegak huknm merupakan salah satu fal<tor 

penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, sebab mengabaikan fal<tor ini 

akan menyehabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang sangat 

dihampkan. Yang sangat penting dari fuktor penegak huknm ini adalah 
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justru pada peran diskresi yang memang dimilikinya. Faktor penegak 

hukum dalam suatu penegakan hukum tidak dapat semata - mata dilihat 

dari apa peran, tugas atau kewajlbannya yang tertuang dalam peraturao 

perundang - undangan. Secara sostologls maka sctiap pc:negak hukum 

mempunyai kedudukan (status} dan peranan (role). Kedudukan (sosial) 

merupakan posisi tertentu daiam strul...-tur kemasyarakatan yang mungkin 

tlnggi, sedang - sedang saja atau mungkin rendah. Kedudukan tersebut 

sebenamya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak - hak dan 

kewajiban- kewajiban tertentu. Hak~ hak dan kewajiban tadi merupakan 

peranan atau "role". Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai 

kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang penman ( role 

occupant). 184 

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan 

mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. 

Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat 

oleh hukum, dimana penilaian pribadijuga memegang peranan.18s 

Dilihat dari faktor penegak hukurn maka masih terdapat perbedaan 

pandangan mengenai penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian 

uang. Kejaksaan Rl selaku penuntut umum berpendapat bahwa dalam 

melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang harus terlebih dahulu 

dibuktikan tindak pidana asalnya. Perbedaan persepsi ini merupakan 

hambatan utama di dalam proses penuntutan tindak pidana pencucian 

uang. Dalam upaya menanggulangi kejahatan df setiap negara keterpaduan 

anlnla para penegak hUkum merupakan suatu hal yang sangat penting, 

bahkan ketiadaan kererpaduan merupakan salah satu fuktor penyebah 

gagalnya pemberantasan kejahatan. Hubungan yang terpadu antara Polisi 

dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting artinya dalrun 

penyeJesaian perk:am pidana terutama pada tahap pra-ajudikasi.18ti 

Hubungan antara Polisi dan Jaksa memang tidak harmonis sejak 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198! dimana Jaksa tidak 

1114 Soerjono Soekanto, Op.CiL. Hal. 13. 
ItS lbi~ Hal. J4 
1116 lbid, HW 151. 
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lagi mempunyai kewenangan sebagai penyidik dan fungsinya diganti 

dengan apa yang disebut pra penuntul.an. 181 Sementara itu pada saat yang 

sama, baik Polisi maupun Jak.sa masih menyimpan suatu persaingan. Suatu 

persaingan yang sebenamya berJangsung sejak lama. Masing-masing 

pihak mempunyai merniliki amsan sendiri. Maslng~masing pihak berusaha 

meyakinkan untuk menyatak.an bahwa mereka pantas mempunyai 

wewenang da1am rne1akukan penyidikan. 11111 Dengan demikian di dalam 

rezim pemberantasan pencucian uang di Indonesia terdapat hambatan 

salah satunya ada1ah tidak hannonisnya hubungan antara penyidik Polri 

dan Jaksa Penuntut Umum. 

Dengllll keadaan-keadaan tersebut maka rezlm pembenmtasan 

tindak pidana pencucian uang di Indonesia tidak berjalan dengan 

rnaksimal. Disisi Jain dari Japornn basil analisa yang dilakukan oleh 

PPATK, dapat dlkelompokkan tlndak pldana asalnya menjadl beberapa 

jenis, dimana tindak pidana k.orupsi menempati urutan pertama disamping 

tindak pidana asal lainnya seperti penggelapan pajak dan penye!undupan. 

Terhadap tindak pidana asal tersebut terdapat penyidik lain seJain Polri. 

Misalnya tindak pidana korupsi dapat dilalrukan penyidlkan oleh penyidik 

Kejaksaan, tindak pidana penyelundupan oleh panyldik Bea dan Cukai 

serta tindak pldana perpajakan oleh penyidlk pajak. 

Berdasarkan laporan hasil analisa PPA TK tersebut di atas dimana 

dapat dilibat bahwa korupsi menempati urutan perlama dalam tlndnk 

pidana asal. Selama ini dalam menindaklanjuti laporan basil analisis 

PPATK, Polri mengalami kesu!itan dintaranya karena laporan basil analisa 

PPATK masih sumir dan penuntut umum menghendaki agar tindak pi dana 

asalnya dapat dibuktikan terlebib dabulu, sehingga meogakibatkan knrang 

optlmalnya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan di 

sisi lain terdapat instansi Iain yang berwenang melakukan penyldikan 

tirnlak pidana korupsi yailll Kejaksaan RI. .Dengan demikian untuk 

117 Lihat pasal l38 ayat (2} Undang-Undang Ncmor 8 Tahun 1981 ditruuta Penurmrt 
Umum mempunyai hak untuk mengembalikan berkas perkam. yang belum tengkap kepada 
penyidi~ ini yang bia.c;a disebut proses pre. penuntutan oleb instansi Kejaksaan RJ. 

u Topo Santoso, Op.Cit Hal 149. 
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mcngoptimalkan rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat 

dilakukan penyelidikan dan penyidik.an kepada Jnstansi yang berwenang 

melakukan penyidikan tindak pidana asalnya. dalam hal tindak pidana asal 

adalah penyidik Kejaksaan Rl. 

Penyidikan tindak pidaoa pencucian dengan cara mcmberikan 

kewenangan kepada lebih dari instansi untuk melakukan penyidikan dapat 

meningkatkan pemberantasan tindak: pidana pencucian uang. Kewenang 

penyidikan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat diberikan kepada 

penyidlk~penyidik selain Polri yang berwenang untuk melakukan 

penyidikan tindak. pidana asalnya. Dengan demlkian di Indonesia dapat 

menggunakan multi investigators system dalam rezim pemberantasan 

pencucian uang. Dengan multi iTM!sligators system maka diharapkan 

menumbuhkan semangat kompetisi yang positif diantara institusi penyidik 

yang akan betmanfaat untuk penegakan hukum. 
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PENUTUP 

S.l. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, dapat dikemuk.akan beberapa 

kesimpulan sebagai bcrikut : 

S.L1. Peraturan perundang - undangan yang saat ini beriaku menetapkan 

penyidik Polri sebagai penyidik satu - satunya yang berwenang 

melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang: (TPPU). 

Meningkatnya intensiras pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) ke 

PPATK dan penyampaian laporan basil analisis tnmsaksi keuangan 

mencurigakan oleh PPATK ke penyidik Polri, memberi bebas tambahan 

kepada penyidik Polri. PPATK menyampaikan laporan kepada penegak 

hukum dengan harapan laponm basil analisis tersebut dapat 

ditindakle.njuti. dan menu rut perspektif PPATK adalah sebagal berikut: 

(I) Apabila Laporan Hasil Analisis tersebut diproses sampai tingkat 

ajudikasi, PPATK diharapkan menerima pemberiiahuan tentang 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tctap dan peluksanaan 

putusan dimaksud sebagai sarana kontrot. 

(2) Apahila pcrkara itu tidak dapat diproses PPATK diharapkan menerima 

penjelasan yang lengkap beriknt dokumen penduknngnya yang 

menerangkan tidak dapat diprosesnya Laporan Hasil Analisa tersebut. 

pada intinya PPATK mengharapkan transparansi. 

Dalam menindaklanjuti laporan hasH analisa dari PPATK tersebut apabila 

Polri menemukan bahwa identitas di dalam laporan hasil analisis PPATK 

tersebut palsu maka laporan tersebut tidak dapat ditenlskan dan tidak 

dilakukan upaya lainnya. Sedangkan Kejaksaan RI tidak mempunyai unit 

khusus dalam menyelesaikan laporan basil PPATK yang disampaikan. 

Sejuk PPATK didirikan sebanyak 32 laporan basil analisa tnmsaksi 
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keua.ngan yang mencurigakan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung 

Rl. Sampai dengan tahun 2009 Kejaksaan Agung RI telah menyelesaikan 

5 laporan hasH analisa PPA TK tersebut menjadi pcrkara tlndak pidana. 

korupsi. Sedangkan mengenai sisa lapomn hasiJ anallsa yang tidak dapat 

dlteruskan menurut perspektif Kejaksaan Rl adalah karcna identitasnya 

yang tidak benar dan tidak dilakukan upaya lainnya. 

5.1.2. Dengan adanya petart PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang 

hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kcjaksaan Ri 

tersebut dl atas, dimana basil laporan analisa yang disampaikan oleh 

PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun 

penyidikan. Hal ini disebabkan karena lembaga PPATK hanya hersifat 

administratif saja yaltu hanya memberikan informasi awal tanpa aktif 

mencari informasi-informasi pendukung Jainnya. PPATK tidak dapat 

membedkan inforn~asi-infonnasi secara lengkap karena PPA TK tidak 

mempunyai kewenan.gan sebagai penyelidik. Maka dapat dikatakan bahwa 

peran rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia 

belum berjala.n dengan maksimal. 

Sampai dengan akhir tahun 2008 PPA TK telah menyetahkan sebanyak 

425 laporan transaksi yang mencurigakan kepada penyidik Polri dan dari 

425 Laporan Hasil Analisis hanya l 5 yang telah dinyalakan lengkap (P-21) 

oleh penuntut umum sehingga layak untuk ililakukan penuntutan ke 

pongadilan. Hamhatan-bambalan yang dibadapi oleh penyelidik maupun 

panyidik dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATK adalah: 

!. Laporan has!! anal isis dari PPA TK belum memadai untuk 

dilakukan penyelidikan sehingga masih memerlukan informasi 

tambahan yang lebih kongkrlt. 

2. Alamat te!Wlgka dalam Kartu tanda pendaduk (KTP) adalah 

fiktiflpalsu. 

3. Terdapat perbedaan peiS<lpai dengan penuntut umum terkait dengan 

predicate crime, persepsi penyidik Predicate Crime tidak harus 

dibuktikan, persepsi Penuntut Umum Predicate Crime harus 

dibaktikan terlebih dahulu barn kemudian pencucian uangnya. 
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Laporan hasH analisis yang dilakukan oleh PPATK hanya menyebutkan 

kejangatan sebuah transaksi keuangan yang dilakukan oleh seseorang 

diluar kebiasaannya, namun didalam laporan terscbut tldak disebutkan 

informasi-informasi lain mcngenai adanya pcristiwa tindak pidana 

pencucian uang. Sehingga pcnyelidik dan penyidik Polri masih 

memerlukan infonnasi-informasi tambahan dari PPATK untuk 

mengungkap ada tidak.nya peristiwa pidana, sehingga hanya sedikit dari 

Laporan Hasil Analisis yang ditingkatkan ke tingkat penuntutan o!eh 

penyidik Polri. 

Sesuai dengan data yang didapat dari Polri lersebut di atas. bahwa 

angka terbanyak dari Laporan Hasil Analisis PPATK herada pada tingkat 

penyelidikan yaitu sejumlah 313 laporan dan sebanyak 38 laporan yang 

tidak dapat diteruskan karena alamatnya fiktif. Salah satu hambatan yang 

paling banyak dalam menindaklanjuti }aponm basil analisis PPATK 

tersebut disebabkan bany.aknya alamat atau . identitas fiktif. Dengan 

demikian apabila Polri menemukan bahwa identitas di dalam laporan basil 

analisis PPATK tersebut fiktifi'palsu maka laporan tersebut tidak: dapat 

diteruskan. Se,ain itu terdapat juga hambatan pada tahap pra penuntutan. 

dimana menurut sudut pandang penyidik Polri da1am melakukan 

penyidikan terbadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu terJebih 

dahu1u memhuktikan adanya tindak pidana asalnya dan hanya cukup 

dengan dugaan tindak pidana asalnya saja. Namun menurut sudut pandang 

penuntut umum dalam penuntutan tindak pidana peneucian uang harus 

dibuktikan terlebih dahalu tindak pidana asalnya. Sehingga ponulis 

berpendapat bahwa penentuan adanya dugaan tindak pidana pencucian 

uang sebanamya hakan ditentukan oleh PPATK, tetapi ditentukan oleh 

pihak ponyidik. Oleh karena itu PPATK hanya hersifut pomberi umpon 

saja, yang herada dibalakang layar karena lebih hersifut sebagai fungal 

intelijen. 

Sedangkan laponm basil analisa PPATK tersebut juga 

menyerahkan Laponm basil analisa kepada Kejaksaan. Sejak PPATK 

didirikan sehanyak 32 laporan hasil analisa transaksi keuangan yang 
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mencurigakan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung Rl. Sampai 

dengan tahun 2009 Kejaksaan Agung RJ lelah menyelesaikan 5 lapctran 

hasil analisa PPATK tersebut menjadi perkara Umtak pidana. korupsi. 

Sedangkan kesulitan~kesulitan yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung Rl 

sama dengan yang dialami penyidik Polri yait.u laporan tersebul 

kuaiitasnya masih rendah. Kejak.saan mengunakan laporan basil analisa 

PPATK tersebut untuk mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi 

karena Kejaksaan hanya melakukan penyidikan tindak pidana korupS:i. 

5. l .3. Berdasarkan hukum positif di Indonesia saat ini Polri ruerupakarl 

penyelidik dan penyidik tunggal terhadap dugaan tindak pidana pencucia.n 

uang. Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

pencucian uang berdasarl<an Laporan Hasil Analisis dari PPATK dan juga 

menemukan sendiri dugaan tindak pidana pencucian uang. Dalam 

penyidikan timfak pidana pencucian uang yang diiakukan oteh Penyidik 

Polri pela penyidikan dilalrukan dengan tahapan: 

(l) Membuktikan Kejahatan Asalnya. 

Kejahatan asal harus dipastikan merupakan kejahatan yang tennuat 

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20Q2 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20Q3. 

(2) Membuktikan tindak pidana pencucian uang. 

Setelah dapat dipastikan bahwa tindak pidana yang dalam peristiwa 

tersebut merupalrnn tindak pidana yang termuat dalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubab 

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20Q3, maka seiaJijutnya 

adalah melakukan kooroinasi dengan PPATK. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh rekaman transaksi yang telah dilakukan oleh 

tersangka dan untuk melakukan pengembangan mengenai siapa~ 

siapa saja yang terkait dengan alirnn dana basil kehatan tersebut dan 

bisa ditetapkan sebngai tersangka tindak pidana money laundering. 

Tahapan-tahapan tersebut merupekan standar kerja penyidikan tindak 

pidana pencucian uang. Dengan demikian penyidik dalam melakukan 

penyidikan cendenmg untuk membuktikan atau minimal rnenemuka.n 
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kejahatan asalnya, kemudian mengembangkannya dengan melakukan 

penyidikan tindak pidana pencucian uang. , Sedangkan hambatan-hambatan 

yang dihadapi oleh penyelidik maupun penyidik Polri dalam 

menindaklanjuti Laporan Hasil Analisis PPATK adalah: 

I. Laporan hasil anal isis dari PPATK bel urn memadai untuk dilakukan 

penyelidikan sehingga masib memerlukan intOnnasi tambahan yang 

lebih kongkrit. 

2. Alamat tersangka dalam Kartu tanda penduduk (KTP) ada!ah 

fiktiflpa!su. 

3. Terdapat perbedaan persepsi dengan penuntut umum tcrkait dengan 

predicate crime, persepsi penyidik Predicate Crime tidak hams 

dibuktikan, persepsi Penuntut Umum Predicate Crime harus 

dibuktikan terlebih dahulu baru kemudian pencucian uangnya. 

Sedangkan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang 

ditemukan oleh penyidik Mabes Polri seudiri selama tahun 2006 hingga 

tahun 2008 hanya 7 (tujuh) kasus tindak pidana pencucian uang yang dapat 

diselesaikan. Laporan anaUsis transaksi keuangan yang mencurigakan tidak 

hanya dibuat oleh PPATK berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan yang 

Mencurigakan dari Penyedia Ja:sa Keuangan atau pihak pelapor, tetapi juga 

berdasarkan permintaandari penyidik tindak pidana asal. Pennasalahan 

mulai timbul jika dati lap0ran basil analisis transaksi keuangan oleh PPATK 

ditemukan udanya indikasi perbuatan pencucian uang, sedangkan peeyidik 

tindak pidana asal temyata tidak memi!iki wewenang untuk melakukan 

penyidikan Tmdak Pidana Pencuciao Uang. Jika berdasarkan dugaan 

terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. kemudian laporan 

analisis lraosaksi keuangan discrnhkan juga kepada penyidik POLRI untuk 

melakuk:an penyidikan tindak pidana pencucian uangnya sementllra untuk 

penyidikan tindak pidana asal dilanjutkan o!eh penyidik sebe!umnya, hal ini 

tentu saja sangat tidak efektif. Dengan demikian rezim pernberantasan 

tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum betialan dengan 

maksimal. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana asal 

dalam undang-uodang pembemntasan pencucian uang tersehar dalam 
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beberapa instansi penyidik, seperti penyidik. bea dan cukai, penyidik pajak 

dan Kejaksaan. Na.mun instansi-instansi penyidik tersebut tidak rnernpunyai 

kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. 

5.2. Saran 

Perlu dilakukan amandemen terhadap undang-undang terhadap Undang­

Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telal! diubal! dan ditambi!h dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dalam hal : 

- Perluasan kewenangan PPATK yang semula hanya bersifilt pasif dan 

administratif menjadi lembaga yang berwenang melakukan 

penyeHdikan dugaan tindak pidana pencuci:an uang seperti dala.m pasal 

5 ayat (I) KUHAP, sebingga data dan infurmasi yang disampaikan 

kepada penyidik tindak pidana pencueian uang menjadi lebih akurat 

PerJunya diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak 

pidana pencucian uang kepa.da penyidik tindak pidana asal. Dengan 

demikian akan terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh 

yaitu secara teknis, penyidikan tindak pidana pencucian uang o!eh 

penyidik tindak pidana asal akan menambab jumlah penanganan kasus 

tindak pidana pencucian uang dan juga tindak pidana asalnya. Penyidik 

dapat memanfllail<an kelebihan yang tercantum di dalam Undang -

undang TPPU, seperti penerobosan prinsip ketahasia.an transaksi 

keuangan, sistem pembulctian terbalik dan sistem perlindungan saksi 

dan pihak pelapor. Se1ain itu pemberian kewenangan penyidikan 

tindak pidana pancucian nang kepada penyidik tindak pidana asalakan 

menciptakan multi investigators !I)'Stem yang diharapkan 

menumbuhkan sema.ngat kompetisi yang po.sitif diantara institusi 

penyidik yang akan bermanfilat untuk penegakan hulrum. 
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